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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang 
berjudul “Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: 
Membangun Keadilan yang Adaptif” ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya 
untuk menghadirkan pemahaman yang lebih luas 
mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat di 
tengah perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta 
perkembangan teknologi yang berlangsung semakin 
cepat. 

Hukum pada hakikatnya tidak pernah berdiri 
sendiri. Keberadaan hukum selalu berhubungan dengan 
masyarakat yang menjadi ruang tempat hukum dibentuk, 
diterapkan, dipatuhi, dipersoalkan, dan dikembangkan. 
Perubahan dalam kehidupan masyarakat pada akhirnya 
membawa konsekuensi terhadap sistem hukum. Ketika 
pola hubungan sosial berubah, teknologi berkembang, 
struktur ekonomi mengalami transformasi, dan nilai-
nilai masyarakat bergeser, hukum dituntut untuk mampu 
merespons perubahan tersebut tanpa kehilangan fungsi 
utamanya sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan 
perlindungan terhadap hak masyarakat. 

Era disrupsi menghadirkan tantangan yang 
semakin kompleks bagi hukum. Digitalisasi, artificial 
intelligence, media sosial, big data, ekonomi platform, 
otomatisasi, serta perubahan pola komunikasi telah 
mengubah cara manusia menjalankan kehidupan sosial. 
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Perubahan tersebut membuka berbagai peluang, tetapi 
sekaligus menghadirkan persoalan baru berupa 
kejahatan siber, perlindungan data pribadi, ketimpangan 
digital, konflik di ruang siber, bias algoritmik, perubahan 
pola kerja, serta persoalan etika dalam penggunaan 
teknologi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum 
tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan 
konvensional yang bersifat reaktif, tetapi membutuhkan 
kemampuan untuk memahami dan mengantisipasi 
perubahan sosial. 

Buku ini disusun dengan menempatkan sosiologi 
hukum sebagai salah satu pendekatan penting untuk 
memahami perubahan tersebut. Sosiologi hukum 
memungkinkan hukum dilihat bukan hanya sebagai 
seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai fenomena 
sosial yang berhubungan dengan perilaku, nilai, struktur, 
budaya, kekuasaan, dan institusi masyarakat. Melalui 
pendekatan tersebut, hukum dapat dipahami dalam 
hubungan antara law in books dan law in action, antara 
aturan yang dirumuskan secara formal dan kenyataan 
ketika aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat. 

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari 
berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran 
yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan 
sebagai bahan penyempurnaan pada masa mendatang. 
Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan bacaan, 
tetapi juga menjadi ruang untuk berdiskusi, 
mengembangkan pemikiran, dan melihat kembali posisi 
hukum dalam menghadapi berbagai perubahan yang 
akan terus berlangsung. 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif     | v 

 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan dukungan, 
pemikiran, dan kontribusi dalam proses penyusunan 
buku ini. Penulis berharap buku ini dapat memberikan 
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BAB I  

SOSIOLOGI HUKUM DI ERA 

DISRUPSI 

 

1. Konsep dan Perkembangan Sosiologi Hukum di 
Era Disrupsi 

Sosiologi hukum merupakan salah satu 
cabang kajian yang menempatkan hukum sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 
masyarakat. Kajian ini tidak hanya memandang 
hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang 
mengandung perintah, larangan, dan sanksi, tetapi 
juga melihat bagaimana hukum bekerja dalam 
realitas sosial. Hukum pada dasarnya lahir dari 
kebutuhan masyarakat untuk menciptakan 
keteraturan, mengendalikan perilaku, menyelesaikan 
konflik, serta memberikan kepastian dalam 
hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, 
keberadaan hukum selalu memiliki keterkaitan 
dengan kondisi sosial, kebudayaan, nilai, struktur 
kelembagaan, serta pola perilaku masyarakat yang 
menjadi lingkungan tempat hukum tersebut berlaku. 
Sosiologi hukum kemudian hadir untuk memahami 
hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat 
secara empiris dan kontekstual (Aufa, 2025; Utama, 
2021; Watif dkk., 2024). 
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Pemahaman terhadap sosiologi hukum 
menjadi semakin penting ketika masyarakat 
mengalami perubahan yang cepat. Perubahan 
tersebut tidak hanya berlangsung dalam struktur 
sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam cara manusia 
berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan 
transaksi, bekerja, membentuk komunitas, dan 
menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkembangan 
teknologi digital telah mempercepat proses 
perubahan tersebut sehingga menciptakan kondisi 
yang sering disebut sebagai era disrupsi. Dalam 
kondisi demikian, hukum menghadapi lingkungan 
sosial yang berbeda dari ketika sebagian besar 
peraturan hukum dibentuk. Perubahan teknologi 
menghasilkan bentuk hubungan sosial baru yang 
terkadang belum sepenuhnya diakomodasi oleh 
norma hukum yang tersedia. Situasi tersebut 
memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dipahami 
secara statis, melainkan perlu dilihat sebagai institusi 
sosial yang terus berinteraksi dengan perkembangan 
masyarakat (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Van 
Veldhoven & Vanthienen, 2021). 

Secara konseptual, sosiologi hukum mengkaji 
hubungan antara hukum, lembaga hukum, dan 
masyarakat. Perhatian utama kajian ini diarahkan 
pada bagaimana hukum dibentuk oleh kondisi sosial 
dan bagaimana hukum selanjutnya memberikan 
pengaruh terhadap perilaku serta struktur sosial. 
Hukum dapat memengaruhi tindakan individu 
melalui aturan dan sanksi, tetapi efektivitas pengaruh 
tersebut sangat bergantung pada penerimaan 
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masyarakat, tingkat kesadaran hukum, legitimasi 
lembaga hukum, serta kesesuaian antara norma 
hukum dan nilai yang berkembang dalam 
masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa 
keberadaan peraturan belum secara otomatis 
menghasilkan kepatuhan. Hukum baru memiliki daya 
sosial yang kuat ketika masyarakat memahami, 
menerima, dan menjadikan norma hukum sebagai 
bagian dari perilaku sehari-hari (Aufa, 2025; 
Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024). 

Sosiologi hukum juga membedakan antara 
hukum sebagaimana dirumuskan secara normatif 
dan hukum sebagaimana dijalankan dalam 
kehidupan sosial. Peraturan perundang-undangan 
dapat memberikan standar mengenai perilaku yang 
seharusnya dilakukan, sedangkan realitas sosial 
menunjukkan bagaimana masyarakat benar-benar 
bertindak. Perbedaan antara hukum yang tertulis dan 
hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah 
satu perhatian penting dalam kajian sosiologi hukum. 
Suatu aturan dapat memiliki rumusan yang jelas, 
tetapi penerapannya dapat menghadapi hambatan 
berupa kebiasaan masyarakat, kepentingan ekonomi, 
ketimpangan sosial, budaya, keterbatasan 
kelembagaan, atau rendahnya kesadaran hukum. 
Dengan demikian, penelitian sosiologis terhadap 
hukum diperlukan untuk mengetahui apakah hukum 
benar-benar berfungsi sebagaimana tujuan 
pembentukannya (Kaharuddin, 2023; Utama, 2021). 

Hukum sebagai fenomena sosial juga dapat 
dipahami melalui proses pembentukannya. 
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Peraturan hukum tidak muncul dalam ruang yang 
kosong, melainkan dipengaruhi oleh persoalan, 
kebutuhan, nilai, dan kepentingan yang berkembang 
dalam masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi 
persoalan baru, muncul tuntutan untuk membentuk 
norma atau mengubah norma yang telah ada. Proses 
tersebut dapat dilihat dalam perkembangan regulasi 
yang berkaitan dengan teknologi informasi, 
perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, 
keamanan siber, kecerdasan buatan, serta berbagai 
aktivitas digital lainnya. Perubahan tersebut 
menunjukkan bahwa perkembangan hukum sering 
kali merupakan respons terhadap perubahan kondisi 
sosial dan teknologi (Satory dkk., 2024; Watif dkk., 
2024). 

Perkembangan pemikiran sosiologi hukum 
tidak dapat dilepaskan dari kontribusi sejumlah 
pemikir yang memberikan dasar bagi pemahaman 
hubungan antara hukum dan masyarakat. E mile 
Durkheim, Max Weber, Eugen Ehrlich, Talcott 
Parsons, dan Roscoe Pound merupakan beberapa 
tokoh yang pemikirannya berpengaruh dalam 
perkembangan sosiologi hukum. Masing-masing 
memiliki perspektif yang berbeda, tetapi secara 
umum pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa 
hukum mempunyai dimensi sosial yang tidak dapat 
diabaikan. Durkheim, misalnya, menghubungkan 
hukum dengan bentuk solidaritas sosial, sedangkan 
Weber menempatkan hukum dalam kaitannya 
dengan tindakan sosial, otoritas, dan rasionalisasi. 
Ehrlich memberikan perhatian pada konsep living 
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law, sementara Pound mengembangkan gagasan 
mengenai hukum sebagai sarana rekayasa sosial 
(Utama, 2021). 

Pemikiran Durkheim membantu menjelaskan 
bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan 
bentuk solidaritas yang berkembang dalam 
masyarakat. Masyarakat dengan struktur sosial 
sederhana cenderung memiliki bentuk solidaritas 
yang berbeda dengan masyarakat modern yang 
kompleks. Perubahan struktur sosial tersebut 
kemudian dapat memengaruhi karakter hukum. 
Dalam masyarakat yang semakin terdiferensiasi, 
hubungan sosial menjadi lebih beragam sehingga 
kebutuhan terhadap aturan yang mengatur berbagai 
kepentingan juga semakin besar. Perspektif tersebut 
relevan dalam memahami masyarakat digital karena 
teknologi telah menciptakan bentuk interaksi yang 
melampaui batas ruang dan waktu. Hubungan antara 
individu, perusahaan, negara, dan komunitas digital 
menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan 
bentuk pengaturan yang sesuai dengan karakter 
masyarakat tersebut. 

Weber memberikan kontribusi melalui 
analisis mengenai tindakan sosial, otoritas, dan 
rasionalisasi hukum. Perkembangan masyarakat 
modern ditandai dengan meningkatnya kebutuhan 
terhadap aturan yang bersifat rasional, sistematis, 
dan dapat diprediksi. Dalam konteks digital, 
rasionalisasi tersebut semakin terlihat melalui 
penggunaan algoritma, sistem otomatis, dan 
pengambilan keputusan berbasis data. Berbagai 
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keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia 
kini dapat dibantu atau bahkan dilakukan oleh sistem 
teknologi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan 
mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika 
keputusan teknologi menghasilkan kerugian. 
Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya 
kajian sosiologi hukum untuk memahami hubungan 
antara teknologi, kekuasaan, tanggung jawab, dan 
legitimasi hukum. 

Eugen Ehrlich memperkenalkan gagasan 
living law yang menekankan pentingnya hukum yang 
hidup dalam masyarakat. Konsep tersebut 
memberikan perhatian terhadap norma yang benar-
benar dipatuhi dan dijalankan masyarakat, meskipun 
tidak selalu dituangkan dalam peraturan tertulis. 
Perspektif ini menjadi semakin relevan dalam 
masyarakat digital karena ruang digital 
menghasilkan berbagai kebiasaan, norma komunitas, 
dan mekanisme pengendalian sosial yang 
berkembang secara cepat. Platform digital, 
komunitas daring, dan kelompok media sosial dapat 
membentuk aturan internal mengenai perilaku yang 
dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku 
masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hukum 
negara, tetapi juga oleh norma sosial yang 
berkembang dalam lingkungan digital. 

Roscoe Pound melihat hukum sebagai sarana 
rekayasa sosial atau social engineering. Hukum tidak 
hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga 
dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan 
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sosial menuju kondisi yang diharapkan. Dalam 
konteks era disrupsi, fungsi tersebut menjadi 
semakin penting karena perubahan teknologi dapat 
menghasilkan manfaat sekaligus risiko. Negara perlu 
menggunakan hukum untuk mendorong inovasi 
tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. 
Regulasi mengenai data pribadi, keamanan siber, 
kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, dan 
perlindungan konsumen digital merupakan contoh 
bagaimana hukum dapat diarahkan untuk 
menyeimbangkan kepentingan inovasi dengan 
kepentingan perlindungan sosial (Satory dkk., 2024; 
Utama, 2021). 

Sosiologi hukum pada akhirnya tidak 
berhenti pada pertanyaan mengenai isi suatu aturan, 
tetapi juga mempertanyakan bagaimana aturan 
tersebut bekerja. Efektivitas hukum dapat dilihat dari 
tingkat kepatuhan, kemampuan lembaga dalam 
menerapkan aturan, penerimaan masyarakat, serta 
dampak yang dihasilkan. Hukum yang secara 
normatif dianggap baik belum tentu efektif apabila 
tidak sesuai dengan kondisi sosial. Sebaliknya, aturan 
yang dirancang dengan memperhatikan kondisi 
sosial cenderung memiliki peluang lebih besar untuk 
diterima masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan 
sosiologi hukum dapat memberikan kontribusi 
penting dalam proses pembentukan, penerapan, dan 
evaluasi kebijakan hukum (Kaharuddin, 2023; Watif 
dkk., 2024). 

Era disrupsi menyebabkan batas antara 
ruang sosial dan ruang digital semakin kabur. 
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Aktivitas masyarakat berlangsung secara bersamaan 
dalam lingkungan fisik dan digital. Individu dapat 
bekerja dari jarak jauh, melakukan transaksi melalui 
platform, memperoleh layanan pemerintah secara 
daring, berkomunikasi melalui media sosial, serta 
membentuk komunitas tanpa harus bertemu secara 
langsung. Perubahan tersebut mengubah cara 
masyarakat memahami ruang sosial. Hukum yang 
sebelumnya banyak berorientasi pada hubungan 
yang berlangsung secara fisik harus menghadapi 
hubungan yang dapat terjadi melalui jaringan digital 
dan melibatkan pihak-pihak dari wilayah hukum 
yang berbeda. 

Perubahan tersebut juga memengaruhi cara 
masyarakat memahami otoritas hukum. Pada 
lingkungan tradisional, otoritas hukum lebih mudah 
diidentifikasi melalui lembaga negara, aparat 
penegak hukum, dan institusi formal lainnya. Dalam 
ruang digital, otoritas dapat tersebar pada berbagai 
aktor. Platform digital memiliki kemampuan untuk 
menentukan konten yang dapat ditampilkan, akun 
yang dapat dibatasi, atau informasi yang dapat 
dihapus. Algoritma juga dapat memengaruhi 
informasi yang diterima pengguna. Dengan demikian, 
muncul bentuk kekuasaan baru yang tidak selalu 
berasal dari lembaga negara. Fenomena tersebut 
menjadi objek penting bagi sosiologi hukum karena 
menunjukkan adanya perubahan dalam distribusi 
kekuasaan dan mekanisme pengendalian sosial. 

Transformasi tersebut menuntut sosiologi 
hukum untuk mengembangkan pendekatan yang 
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lebih dinamis. Kajian hukum tidak lagi cukup hanya 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan, atau struktur kelembagaan 
formal. Penelitian juga perlu memperhatikan 
perilaku pengguna teknologi, desain platform, pola 
interaksi digital, mekanisme moderasi konten, 
penggunaan algoritma, serta relasi antara 
perusahaan teknologi dan pengguna. Perubahan 
perspektif tersebut penting agar sosiologi hukum 
mampu menjelaskan bagaimana hukum bekerja 
dalam lingkungan sosial yang semakin terdigitalisasi 
(Van Veldhoven & Vanthienen, 2021). 

Sosiologi hukum di era disrupsi dengan 
demikian dapat dipahami sebagai kajian mengenai 
hubungan dinamis antara hukum dan masyarakat 
yang mengalami perubahan akibat teknologi, 
digitalisasi, dan transformasi sosial. Hukum tetap 
memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian 
sosial, penyelesaian konflik, perlindungan hak, dan 
pencipta keteraturan. Namun, cara fungsi tersebut 
dijalankan perlu disesuaikan dengan karakter 
masyarakat yang berubah. Kemampuan hukum 
untuk beradaptasi menjadi salah satu faktor penting 
dalam menjaga relevansi hukum di tengah 
perkembangan teknologi yang berlangsung cepat (De 
Brito Siga Nono dkk., 2026). 

2. Disrupsi Teknologi dan Transformasi Sosial 
dalam Kehidupan Masyarakat 

Era disrupsi merupakan periode ketika 
perubahan teknologi menghasilkan perubahan 
mendasar terhadap cara masyarakat menjalankan 
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aktivitasnya. Disrupsi tidak sekadar menunjukkan 
hadirnya teknologi baru, tetapi menggambarkan 
perubahan dalam pola hubungan sosial, model bisnis, 
organisasi kerja, komunikasi, konsumsi, dan 
pengambilan keputusan. Teknologi digital 
memungkinkan aktivitas yang sebelumnya 
membutuhkan waktu dan sumber daya besar 
dilakukan secara lebih cepat, terhubung, dan 
otomatis. Perubahan tersebut menciptakan peluang 
baru, tetapi pada saat yang sama juga menghasilkan 
risiko dan persoalan sosial yang membutuhkan 
perhatian hukum (Dwivedi dkk., 2023; Van 
Veldhoven & Vanthienen, 2021). 

Transformasi digital pada dasarnya berbeda 
dari sekadar digitalisasi. Digitalisasi dapat dipahami 
sebagai proses mengubah informasi atau proses 
konvensional menjadi format digital. Transformasi 
digital memiliki cakupan yang lebih luas karena 
menyangkut perubahan cara organisasi, individu, dan 
masyarakat berinteraksi dengan teknologi. 
Transformasi tersebut bersifat sosioteknis karena 
teknologi berinteraksi dengan struktur sosial, budaya 
organisasi, kepentingan ekonomi, serta perilaku 
manusia. Oleh karena itu, teknologi tidak dapat 
dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri. 
Perkembangan teknologi selalu berhubungan dengan 
bagaimana masyarakat menggunakannya dan 
bagaimana masyarakat menyesuaikan diri terhadap 
perubahan tersebut (Lestari & Fitriani, 2026; Van 
Veldhoven & Vanthienen, 2021). 
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Kecerdasan buatan atau artificial 

intelligence menjadi salah satu teknologi yang paling 
kuat mendorong perubahan sosial. Kemampuan 
sistem untuk mengolah data, mengenali pola, 
menghasilkan rekomendasi, dan melakukan berbagai 
tugas yang sebelumnya membutuhkan kemampuan 
manusia telah memengaruhi banyak bidang 
kehidupan. Kecerdasan buatan digunakan dalam 
pendidikan, kesehatan, bisnis, layanan publik, 
industri, media, perbankan, hingga proses rekrutmen 
tenaga kerja. Perkembangan tersebut memberikan 
efisiensi, tetapi juga menimbulkan persoalan 
mengenai transparansi, diskriminasi algoritmik, 
privasi, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas 
keputusan yang dihasilkan sistem (Deckker & 
Sumanasekara, 2025; Dwivedi dkk., 2023). 

Kehadiran kecerdasan buatan juga 
memengaruhi fungsi kognitif dan perilaku manusia. 
Sistem digital mampu memberikan rekomendasi 
berdasarkan riwayat perilaku pengguna. Konten yang 
ditampilkan di media sosial dapat disesuaikan 
dengan minat dan aktivitas pengguna. Kondisi 
tersebut menyebabkan individu tidak selalu memilih 
informasi secara mandiri karena pilihan mereka 
turut dipengaruhi oleh sistem rekomendasi. Kajian 
mengenai kecerdasan buatan, teknologi digital, dan 
media sosial menunjukkan bahwa teknologi dapat 
memengaruhi perhatian, memori, pengambilan 
keputusan, serta hubungan interpersonal (Deckker & 
Sumanasekara, 2025). Fenomena tersebut memiliki 
implikasi sosial dan hukum karena pilihan individu 
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dapat dipengaruhi oleh mekanisme teknologi yang 
tidak selalu dipahami pengguna. 

Media sosial menjadi salah satu ruang utama 
terjadinya transformasi sosial. Komunikasi yang 
sebelumnya berlangsung melalui interaksi langsung 
kini dapat dilakukan secara cepat melalui pesan 
instan, komentar, unggahan, dan berbagai bentuk 
konten digital. Media sosial memungkinkan individu 
membangun identitas, membentuk komunitas, 
menyampaikan pendapat, melakukan aktivitas 
ekonomi, dan memperoleh informasi. Namun, ruang 
tersebut juga dapat menjadi tempat munculnya 
konflik, perundungan, penyebaran informasi palsu, 
ujaran kebencian, serta berbagai bentuk pelanggaran 
hak. Dengan demikian, media sosial memiliki dua sisi 
yang perlu dipahami secara bersamaan, yaitu sebagai 
sarana penguatan partisipasi sosial dan sebagai 
ruang yang dapat menghasilkan risiko sosial baru (De 
Brito Siga Nono dkk., 2026; Lestari & Fitriani, 2026). 

Perubahan komunikasi digital juga 
memengaruhi hubungan antargenerasi. Generasi 
yang tumbuh dalam lingkungan teknologi cenderung 
memiliki pola komunikasi yang berbeda dengan 
generasi sebelumnya. Interaksi dapat berlangsung 
melalui berbagai aplikasi dan platform dengan 
kecepatan tinggi. Informasi dapat diterima dalam 
jumlah besar dalam waktu singkat. Kondisi tersebut 
membuat masyarakat memiliki akses informasi yang 
lebih luas, tetapi juga menghadapi tantangan berupa 
kelebihan informasi dan kesulitan membedakan 
informasi yang benar dari informasi yang tidak 
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akurat. Perubahan pola komunikasi tersebut 
menunjukkan bahwa transformasi teknologi 
merupakan perubahan sosial yang memerlukan 
kemampuan adaptasi dari individu dan institusi 
(Lestari & Fitriani, 2026). 

Transformasi sosial juga terjadi dalam dunia 
kerja. Platform digital, otomatisasi, kecerdasan 
buatan, dan kerja jarak jauh telah mengubah 
hubungan antara pekerja dan organisasi. Sebagian 
pekerjaan dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik di 
kantor, sedangkan pekerjaan lain mengalami 
perubahan karena sebagian tugas manusia 
digantikan oleh sistem otomatis. Transformasi 
tersebut dapat meningkatkan produktivitas, tetapi 
juga menimbulkan persoalan mengenai keamanan 
kerja, perlindungan pekerja, pengawasan digital, 
batas waktu kerja, dan ketimpangan akses terhadap 
teknologi (Cruz & Soeiro, 2025; Trenerry dkk., 2021). 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa 
hubungan kerja dalam masyarakat digital tidak lagi 
sepenuhnya mengikuti pola hubungan kerja 
konvensional. Pekerja dapat menerima tugas melalui 
aplikasi, dinilai berdasarkan data kinerja, dan 
berkomunikasi dengan organisasi melalui platform 
digital. Dalam model kerja berbasis platform, 
hubungan antara pekerja dan perusahaan dapat 
menjadi lebih fleksibel, tetapi pada saat yang sama 
dapat menimbulkan persoalan mengenai status 
pekerja, perlindungan sosial, mekanisme penilaian, 
dan tanggung jawab perusahaan. Sosiologi hukum 
perlu mengkaji bagaimana perubahan struktur kerja 
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tersebut memengaruhi hubungan kekuasaan dan 
perlindungan hukum bagi pekerja (Cruz & Soeiro, 
2025; Trenerry dkk., 2021). 

Perubahan sosial juga terlihat dalam bidang 
ekonomi. Platform perdagangan elektronik 
memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa 
tanpa harus datang secara langsung ke toko. 
Pembayaran digital mempercepat transaksi dan 
memperluas akses terhadap layanan keuangan. 
Model bisnis berbasis platform menghubungkan 
penjual, pembeli, penyedia jasa, dan penyedia 
teknologi dalam satu ekosistem. Kondisi tersebut 
memperluas kesempatan ekonomi, tetapi juga 
menciptakan persoalan mengenai perlindungan 
konsumen, keamanan transaksi, penggunaan data, 
tanggung jawab platform, serta persaingan usaha. 

Big data atau big data menjadi komponen 
penting dalam transformasi tersebut. Berbagai 
aktivitas digital menghasilkan data yang dapat 
dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk 
membuat keputusan. Data mengenai lokasi, 
preferensi, transaksi, interaksi, serta perilaku 
pengguna memiliki nilai ekonomi dan strategis. 
Penggunaan data dapat membantu organisasi 
meningkatkan layanan dan efisiensi, tetapi juga dapat 
mengancam privasi apabila dilakukan tanpa 
transparansi dan perlindungan yang memadai. Oleh 
karena itu, perkembangan big data memiliki 
hubungan erat dengan isu perlindungan data dan hak 
individu dalam masyarakat digital (Reis dkk., 2024; 
Satory dkk., 2024). 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 24 

 

Transformasi teknologi juga mengubah pola 
pengawasan sosial. Pada masyarakat konvensional, 
pengawasan banyak dilakukan oleh keluarga, 
komunitas, sekolah, tempat kerja, dan lembaga 
negara. Dalam masyarakat digital, pengawasan dapat 
dilakukan melalui sistem teknologi. Kamera, aplikasi, 
rekam jejak transaksi, sistem identifikasi, dan 
berbagai perangkat digital dapat menghasilkan data 
mengenai perilaku individu. Pengawasan tersebut 
dapat digunakan untuk keamanan dan pelayanan 
publik, tetapi dapat pula menimbulkan persoalan hak 
privasi. Ketegangan antara kebutuhan keamanan dan 
perlindungan privasi menjadi salah satu persoalan 
penting dalam masyarakat digital (Noor, 2025; Reis 
dkk., 2024). 

Transformasi digital juga memengaruhi 
konsep ruang sosial. Interaksi yang sebelumnya 
dibatasi oleh wilayah geografis kini dapat 
berlangsung secara global. Individu dapat 
berinteraksi dengan orang dari negara lain, 
menggunakan layanan perusahaan asing, melakukan 
transaksi lintas batas, dan mengakses informasi dari 
berbagai sumber. Kondisi tersebut memberikan 
manfaat dalam bentuk keterhubungan global, tetapi 
sekaligus menyulitkan penerapan hukum karena 
tindakan yang dilakukan di satu wilayah dapat 
menimbulkan dampak di wilayah lain. Persoalan 
yurisdiksi menjadi semakin kompleks ketika pelaku, 
korban, penyedia layanan, dan data berada di negara 
yang berbeda (Markovic  & Markovic , 2025; Noor, 
2025). 
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Perubahan tersebut menunjukkan bahwa 
teknologi telah menciptakan bentuk masyarakat yang 
semakin terhubung. Namun, keterhubungan tidak 
selalu berarti kesetaraan. Tidak semua individu 
memiliki kemampuan dan akses teknologi yang sama. 
Perbedaan kemampuan ekonomi, pendidikan, 
infrastruktur, dan literasi digital dapat menciptakan 
kesenjangan digital. Masyarakat yang tidak memiliki 
akses terhadap teknologi dapat mengalami 
keterbatasan dalam memperoleh layanan, informasi, 
pekerjaan, atau kesempatan ekonomi. Dengan 
demikian, transformasi digital juga memiliki dimensi 
keadilan sosial yang perlu diperhatikan dalam 
pembentukan kebijakan hukum. 

Kesenjangan digital juga berkaitan dengan 
kemampuan masyarakat dalam memahami risiko 
teknologi. Individu dengan literasi digital yang baik 
cenderung lebih mampu mengenali penipuan daring, 
melindungi data pribadi, memeriksa kebenaran 
informasi, dan memahami konsekuensi dari aktivitas 
digital. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat 
meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber 
dan manipulasi informasi. Kesadaran hukum digital 
menjadi bagian penting dari kemampuan masyarakat 
dalam menghadapi perubahan tersebut (De Brito 
Siga Nono dkk., 2026). 

Disrupsi teknologi juga mengubah 
mekanisme pembentukan opini publik. Informasi 
dapat menyebar dalam waktu yang sangat cepat 
melalui media sosial. Sebuah isu dapat memperoleh 
perhatian luas tanpa melalui mekanisme 
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penyaringan sebagaimana terjadi pada media 
konvensional. Kondisi tersebut meningkatkan 
partisipasi publik, tetapi juga membuka peluang 
penyebaran disinformasi. Informasi yang tidak benar 
dapat memengaruhi persepsi masyarakat, reputasi 
individu, keputusan ekonomi, bahkan kepercayaan 
terhadap institusi. Oleh karena itu, hukum perlu 
berhadapan dengan persoalan baru mengenai batas 
kebebasan berekspresi, tanggung jawab platform, 
dan perlindungan masyarakat dari informasi yang 
merugikan (De Brito Siga Nono dkk., 2026). 

Transformasi sosial yang berlangsung akibat 
teknologi pada akhirnya menunjukkan bahwa 
perubahan hukum tidak dapat dipisahkan dari 
perubahan masyarakat. Teknologi menciptakan pola 
hubungan baru, sedangkan pola hubungan tersebut 
melahirkan kebutuhan terhadap norma baru. Hukum 
harus mampu memahami karakter masyarakat 
digital sebelum merumuskan kebijakan yang tepat. 
Regulasi yang tidak memperhatikan karakter 
teknologi dapat mengalami kesenjangan antara 
norma dan praktik. Sebaliknya, regulasi yang terlalu 
ketat dapat menghambat inovasi. Oleh sebab itu, 
keseimbangan antara inovasi, perlindungan hak, 
keamanan, dan kepentingan sosial menjadi prinsip 
penting dalam menghadapi era disrupsi (Satory dkk., 
2024; Van Veldhoven & Vanthienen, 2021). 

3. Tantangan dan Respons Sosiologi Hukum 
terhadap Perubahan Masyarakat Digital 

Perubahan masyarakat akibat teknologi 
digital menghasilkan tantangan baru bagi sistem 
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hukum. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan 
dengan munculnya bentuk pelanggaran baru, tetapi 
juga menyangkut kemampuan hukum untuk 
mempertahankan relevansinya. Peraturan yang 
dirancang dalam kondisi sosial tertentu dapat 
mengalami keterbatasan ketika diterapkan pada 
kondisi sosial yang berbeda. Kecepatan 
perkembangan teknologi sering kali lebih tinggi 
daripada proses pembentukan dan perubahan 
regulasi. Akibatnya, hukum berpotensi berada dalam 
posisi reaktif terhadap perubahan yang sudah terjadi 
(Noor, 2025; Reis dkk., 2024; Satory dkk., 2024). 

Salah satu tantangan utama adalah kejahatan 
siber. Kejahatan siber meliputi berbagai tindakan 
ilegal yang memanfaatkan teknologi informasi dan 
jaringan digital. Bentuknya dapat berupa penipuan 
daring, pencurian data, peretasan, serangan terhadap 
sistem informasi, pemerasan digital, pencurian 
identitas, serta berbagai tindakan lainnya. Karakter 
kejahatan tersebut berbeda dari kejahatan 
konvensional karena pelaku dapat menggunakan 
identitas palsu, menyembunyikan lokasi, dan 
memanfaatkan infrastruktur teknologi yang berada 
di negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan proses 
penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih 
kompleks (Markovic  & Markovic , 2025; Noor, 2025). 

Persoalan yurisdiksi merupakan salah satu 
hambatan utama dalam penanganan kejahatan siber. 
Tindakan kriminal dapat dilakukan oleh pelaku yang 
berada di satu negara terhadap korban yang berada 
di negara lain, sementara data yang dibutuhkan 
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untuk penyidikan dapat disimpan oleh perusahaan 
yang berlokasi di negara ketiga. Dalam kondisi 
demikian, hukum nasional tidak selalu cukup untuk 
menyelesaikan seluruh persoalan. Kerja sama 
internasional, pertukaran informasi, harmonisasi 
hukum, dan kemampuan teknis aparat penegak 
hukum menjadi kebutuhan penting dalam 
menghadapi kejahatan siber (Markovic  & Markovic , 
2025; Noor, 2025). 

Anonimitas dalam ruang digital juga menjadi 
persoalan tersendiri. Pengguna dapat menggunakan 
akun palsu, identitas samaran, atau teknologi 
tertentu untuk menyembunyikan identitas. 
Anonimitas dapat memiliki fungsi positif karena 
memberikan perlindungan terhadap individu yang 
membutuhkan keamanan dalam menyampaikan 
pendapat. Namun, anonimitas juga dapat 
disalahgunakan untuk melakukan tindakan ilegal. 
Tantangan hukum terletak pada bagaimana 
menciptakan keseimbangan antara perlindungan 
identitas dan kebutuhan penegakan hukum. 

Persoalan berikutnya adalah privasi dan 
perlindungan data pribadi. Aktivitas digital 
menghasilkan data dalam jumlah besar. Data tersebut 
dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai 
dari penyediaan layanan hingga pemasaran dan 
analisis perilaku. Permasalahan muncul ketika data 
dikumpulkan tanpa persetujuan yang memadai, 
digunakan di luar tujuan awal, atau dibagikan kepada 
pihak lain tanpa transparansi. Perlindungan data 
menjadi semakin penting karena data pribadi dapat 
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digunakan untuk mengidentifikasi, memprofilkan, 
dan memengaruhi individu (Reis dkk., 2024). 

Privasi dalam masyarakat digital tidak hanya 
berkaitan dengan kerahasiaan informasi. Privasi juga 
berhubungan dengan kemampuan individu 
mengendalikan informasi mengenai dirinya. Ketika 
data pribadi dikumpulkan dan dianalisis secara 
terus-menerus, individu dapat kehilangan kontrol 
terhadap bagaimana informasi tersebut digunakan. 
Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap 
mekanisme hukum yang memberikan transparansi, 
akuntabilitas, keamanan, serta hak bagi individu 
untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan 
data mereka (Reis dkk., 2024; Satory dkk., 2024). 

Kecerdasan buatan menghadirkan tantangan 
hukum yang lebih kompleks. Sistem kecerdasan 
buatan dapat digunakan untuk membuat 
rekomendasi, menentukan prioritas, 
mengidentifikasi pola, atau menghasilkan keputusan 
tertentu. Persoalan muncul ketika keputusan 
tersebut menghasilkan kerugian atau diskriminasi. 
Penentuan pihak yang bertanggung jawab tidak 
selalu mudah karena sistem dapat melibatkan 
pengembang, penyedia platform, pengguna, pemilik 
data, dan pihak lain. Tantangan tersebut 
menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang 
mampu memahami struktur teknologi dan relasi 
sosial yang melingkupinya (Dwivedi dkk., 2023; 
Satory dkk., 2024). 

Transparansi algoritma menjadi isu penting 
dalam penggunaan kecerdasan buatan. Individu yang 
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terkena dampak keputusan sistem sering kali tidak 
mengetahui bagaimana keputusan tersebut dibuat. 
Sistem yang kompleks dapat menghasilkan 
keputusan berdasarkan pola data yang sulit dipahami 
oleh pengguna. Apabila keputusan tersebut berkaitan 
dengan pekerjaan, layanan keuangan, pendidikan, 
atau layanan publik, kurangnya transparansi dapat 
menimbulkan persoalan keadilan. Sosiologi hukum 
dapat membantu memahami bagaimana masyarakat 
menerima keputusan berbasis algoritma dan 
bagaimana kepercayaan terhadap sistem hukum 
dapat dipertahankan. 

Disinformasi merupakan tantangan lain yang 
semakin penting dalam masyarakat digital. 
Kecepatan penyebaran informasi memungkinkan 
informasi yang salah menyebar secara luas sebelum 
dapat diverifikasi. Disinformasi dapat memengaruhi 
keputusan individu, membentuk persepsi publik, dan 
menimbulkan konflik sosial. Masalah tersebut 
menjadi semakin kompleks ketika konten diproduksi 
dan disebarkan menggunakan teknologi otomatis. 
Kemampuan masyarakat dalam membedakan 
informasi yang valid dan tidak valid menjadi bagian 
penting dari kesadaran hukum digital (De Brito Siga 
Nono dkk., 2026). 

Penanganan disinformasi perlu dilakukan 
secara hati-hati karena berkaitan dengan kebebasan 
berekspresi. Upaya membatasi informasi yang 
dianggap salah tidak boleh menghilangkan hak 
masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Hukum 
perlu membedakan antara kritik, pendapat, 
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kesalahan informasi, dan informasi yang sengaja 
diproduksi untuk menyesatkan. Pendekatan yang 
terlalu represif dapat menciptakan ketakutan dalam 
berekspresi, sedangkan pendekatan yang terlalu 
longgar dapat meningkatkan kerugian sosial. Oleh 
sebab itu, keseimbangan antara kebebasan dan 
perlindungan masyarakat menjadi prinsip penting 
dalam regulasi ruang digital. 

Konflik di ruang digital juga memiliki 
karakter yang berbeda dari konflik konvensional. 
Konflik dapat berlangsung secara terbuka melalui 
komentar, unggahan, atau percakapan digital. Konflik 
tersebut dapat melibatkan banyak pihak dan 
menyebar dengan cepat. Jejak digital memungkinkan 
suatu konflik berlangsung lebih lama karena konten 
yang telah tersebar dapat disalin dan didistribusikan 
kembali. Situasi tersebut meningkatkan 
kemungkinan dampak sosial yang lebih luas terhadap 
individu maupun kelompok. 

Perubahan pola kerja juga menimbulkan 
tantangan hukum. Penggunaan otomatisasi dan 
kecerdasan buatan dapat mengurangi kebutuhan 
terhadap jenis pekerjaan tertentu, sementara pada 
saat yang sama menciptakan jenis pekerjaan baru. 
Perubahan tersebut membutuhkan penyesuaian 
terhadap kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, 
dan perlindungan sosial. Pekerja membutuhkan 
kemampuan baru agar dapat beradaptasi dengan 
perubahan teknologi. Organisasi juga perlu 
mengembangkan mekanisme kerja yang tetap 
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memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja (Cruz 
& Soeiro, 2025; Trenerry dkk., 2021). 

Pengawasan digital di tempat kerja menjadi 
persoalan lain yang perlu diperhatikan. Perusahaan 
dapat menggunakan sistem digital untuk mengukur 
produktivitas, memantau aktivitas, dan mengevaluasi 
kinerja pekerja. Penggunaan teknologi tersebut dapat 
meningkatkan efisiensi, tetapi pengawasan yang 
berlebihan dapat mengurangi privasi dan otonomi 
pekerja. Hukum perlu memberikan batas yang jelas 
mengenai penggunaan data pekerja dan bentuk 
pengawasan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. 

Tantangan hukum digital juga berkaitan 
dengan perlindungan konsumen. Transaksi 
elektronik memungkinkan konsumen membeli 
produk dari penjual yang tidak selalu diketahui 
secara langsung. Konsumen dapat menghadapi risiko 
penipuan, produk yang tidak sesuai, kebocoran data, 
manipulasi ulasan, dan praktik pemasaran yang tidak 
transparan. Platform digital memiliki posisi penting 
karena menjadi penghubung antara penjual dan 
konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan 
pertanyaan mengenai tanggung jawab platform 
apabila terjadi pelanggaran terhadap konsumen. 

Sosiologi hukum memiliki peran penting 
dalam memahami persoalan tersebut karena hukum 
tidak hanya perlu dilihat dari isi peraturan, tetapi 
juga dari penerimaan dan pelaksanaannya. Regulasi 
digital yang baik harus mempertimbangkan 
bagaimana masyarakat menggunakan teknologi, 
bagaimana pelaku usaha beroperasi, bagaimana 
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lembaga penegak hukum bekerja, serta bagaimana 
masyarakat memahami hak dan kewajibannya. 
Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa 
regulasi tidak berhenti pada pembentukan aturan, 
tetapi dapat diterapkan secara efektif dalam 
kehidupan sosial (De Brito Siga Nono dkk., 2026; 
Utama, 2021). 

Respons hukum terhadap disrupsi perlu 
bersifat adaptif. Hukum adaptif adalah hukum yang 
mampu merespons perubahan sosial tanpa 
kehilangan prinsip kepastian, keadilan, dan 
perlindungan hak. Regulasi tidak seharusnya hanya 
muncul setelah terjadi pelanggaran besar. 
Pembentukan hukum perlu mempertimbangkan 
kemungkinan risiko sejak awal. Pendekatan tersebut 
dapat dilakukan melalui kajian dampak regulasi, 
konsultasi publik, keterlibatan ahli teknologi, 
akademisi, masyarakat, serta pelaku industri. 

Regulasi yang adaptif juga membutuhkan 
pembaruan kapasitas kelembagaan. Aparat penegak 
hukum harus memiliki kemampuan memahami 
teknologi yang digunakan dalam kejahatan digital. 
Pengadilan perlu memahami bukti elektronik dan 
karakter pembuktian digital. Lembaga pemerintah 
perlu memiliki kemampuan menjaga keamanan data. 
Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, regulasi yang 
baik dapat kehilangan efektivitas dalam praktik. 
Dengan demikian, transformasi hukum harus 
berlangsung tidak hanya pada tingkat peraturan, 
tetapi juga pada tingkat institusi dan sumber daya 
manusia. 
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Kesadaran hukum digital menjadi bagian 
penting dari respons terhadap perubahan 
masyarakat. Masyarakat perlu memahami hak dan 
kewajibannya ketika menggunakan teknologi. 
Pemahaman tersebut mencakup perlindungan data 
pribadi, keamanan akun, penggunaan informasi, hak 
konsumen, etika komunikasi, serta konsekuensi 
hukum dari aktivitas digital. Kesadaran hukum dapat 
mengurangi ketergantungan masyarakat pada 
penindakan setelah pelanggaran terjadi. Masyarakat 
yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung 
lebih mampu mencegah risiko dan mengambil 
keputusan yang bertanggung jawab (De Brito Siga 
Nono dkk., 2026). 

Literasi digital dan literasi hukum perlu 
dikembangkan secara bersamaan. Literasi digital 
membantu masyarakat menggunakan teknologi 
secara efektif, sedangkan literasi hukum memberikan 
pemahaman mengenai batas dan konsekuensi dari 
penggunaan tersebut. Kombinasi keduanya dapat 
membentuk masyarakat digital yang tidak hanya 
terampil menggunakan teknologi, tetapi juga 
memahami tanggung jawab sosial dan hukum. 
Pendidikan mengenai etika digital perlu diberikan 
melalui sekolah, perguruan tinggi, lingkungan 
keluarga, tempat kerja, serta berbagai program 
masyarakat. 

Respons terhadap disrupsi juga 
membutuhkan pendekatan partisipatif. 
Pembentukan regulasi digital tidak dapat hanya 
dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan 
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masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 
Teknologi berkembang melalui interaksi berbagai 
aktor, termasuk perusahaan teknologi, pengguna, 
akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat 
sipil. Masing-masing memiliki pengalaman dan 
kepentingan yang berbeda. Pelibatan berbagai pihak 
dapat membantu menghasilkan regulasi yang lebih 
sesuai dengan realitas sosial dan tidak hanya 
berorientasi pada kepentingan institusi tertentu. 

Pendekatan lintas disiplin juga menjadi 
kebutuhan penting. Persoalan digital tidak hanya 
merupakan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan 
dengan teknologi, ekonomi, psikologi, komunikasi, 
sosiologi, keamanan, dan etika. Sosiologi hukum 
dapat menjadi salah satu pendekatan yang 
menghubungkan norma hukum dengan perilaku 
masyarakat. Kerja sama antara ahli hukum dan 
bidang lain diperlukan untuk memahami risiko 
teknologi secara komprehensif. Pendekatan lintas 
disiplin tersebut dapat membantu menghasilkan 
kebijakan yang lebih realistis. 

Kerja sama internasional juga menjadi bagian 
penting dari respons hukum terhadap masyarakat 
digital. Kejahatan siber, perlindungan data, dan 
transaksi digital sering kali melibatkan aktor lintas 
negara. Perbedaan sistem hukum dapat menjadi 
hambatan dalam proses penegakan hukum. Kerja 
sama antarnegara diperlukan untuk pertukaran 
informasi, penelusuran pelaku, pengamanan bukti 
digital, dan penyelesaian perkara lintas yurisdiksi. 
Tanpa kerja sama tersebut, pelaku dapat 
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memanfaatkan perbedaan hukum antarnegara untuk 
menghindari pertanggungjawaban (Markovic  & 
Markovic , 2025; Noor, 2025). 

Respons hukum juga perlu memperhatikan 
prinsip hak asasi manusia. Penggunaan teknologi 
dalam penegakan hukum dapat meningkatkan 
kemampuan negara dalam mencegah kejahatan, 
tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas 
pengawasan terhadap masyarakat. Pengumpulan 
data secara masif, penggunaan teknologi pengenalan 
wajah, pemantauan aktivitas digital, dan sistem 
kecerdasan buatan perlu ditempatkan dalam batas 
hukum yang jelas. Perlindungan keamanan tidak 
boleh menghilangkan hak individu secara tidak 
proporsional. Dengan demikian, prinsip 
proporsionalitas dan akuntabilitas menjadi penting 
dalam penggunaan teknologi oleh negara. 

Sosiologi hukum dapat berperan dalam 
mengevaluasi apakah masyarakat menerima 
perubahan regulasi digital. Penerimaan masyarakat 
tidak hanya ditentukan oleh isi aturan, tetapi juga 
oleh tingkat kepercayaan terhadap institusi yang 
menerapkannya. Apabila masyarakat menganggap 
suatu aturan tidak adil atau tidak sesuai dengan 
kebutuhan mereka, tingkat kepatuhan dapat menjadi 
rendah. Oleh karena itu, legitimasi sosial menjadi 
unsur penting dalam efektivitas hukum. Kajian 
sosiologi hukum dapat memberikan gambaran 
mengenai bagaimana masyarakat memandang 
hukum dan faktor apa yang memengaruhi kepatuhan 
(Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024). 
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Hukum juga perlu memiliki kemampuan 
untuk melakukan pembelajaran dari pengalaman. 
Perubahan teknologi berlangsung secara 
berkelanjutan sehingga regulasi yang dianggap 
memadai pada satu periode belum tentu tetap sesuai 
pada periode berikutnya. Evaluasi berkala terhadap 
kebijakan menjadi penting untuk mengidentifikasi 
kelemahan, dampak yang tidak diharapkan, dan 
kebutuhan baru masyarakat. Dengan pendekatan 
tersebut, hukum tidak diposisikan sebagai produk 
yang selesai setelah disahkan, tetapi sebagai 
instrumen yang perlu terus dikembangkan sesuai 
dinamika sosial. 

Pada akhirnya, tantangan sosiologi hukum di 
era disrupsi tidak hanya terletak pada banyaknya 
persoalan hukum baru, tetapi juga pada perubahan 
mendasar terhadap cara masyarakat berhubungan 
dengan hukum. Teknologi telah menciptakan ruang 
sosial baru yang membutuhkan mekanisme 
pengaturan baru. Hukum harus mampu memahami 
perubahan tersebut tanpa kehilangan prinsip 
keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak. 
Sosiologi hukum memiliki posisi strategis karena 
dapat menjembatani antara norma hukum dan 
realitas sosial yang terus berubah (De Brito Siga Nono 
dkk., 2026; Utama, 2021). 

Era disrupsi dengan demikian menuntut 
perubahan paradigma dalam memahami hukum. 
Hukum tidak cukup hanya responsif setelah terjadi 
masalah, tetapi perlu bersifat antisipatif, adaptif, dan 
berbasis pada pemahaman terhadap dinamika sosial. 
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Kejahatan siber, perlindungan data, kecerdasan 
buatan, disinformasi, perubahan kerja, dan konflik 
digital merupakan contoh persoalan yang 
membutuhkan pendekatan hukum sekaligus 
pendekatan sosial. Keberhasilan hukum dalam 
menghadapi perubahan tersebut sangat ditentukan 
oleh kemampuan institusi, kesadaran masyarakat, 
kualitas regulasi, dan kerja sama berbagai pihak 
(Noor, 2025; Satory dkk., 2024). 

 
 

 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 39 

 

BAB II 

HUKUM SEBAGAI FENOMENA 

SOSIAL YANG DINAMIS 

 
Hukum tidak pernah berdiri sendiri di luar 

kehidupan masyarakat. Setiap aturan yang berlaku pada 
dasarnya lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatur 
hubungan sosial, menjaga kepentingan bersama, 
menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan 
keteraturan. Ketika masyarakat mengalami perubahan, 
kebutuhan terhadap hukum juga ikut berubah. 
Hubungan sosial yang dahulu sederhana dapat 
berkembang menjadi semakin kompleks karena adanya 
perubahan ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan pola 
kehidupan. Dalam keadaan demikian, hukum tidak cukup 
dipahami sebagai sekumpulan pasal yang mengandung 
perintah dan larangan. Hukum perlu dilihat sebagai 
bagian dari kehidupan sosial yang terus berinteraksi 
dengan masyarakat. Pemahaman tersebut menempatkan 
hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, yaitu 
fenomena yang keberadaannya dipengaruhi oleh 
masyarakat sekaligus memiliki kemampuan untuk 
memengaruhi kehidupan masyarakat (‘Alawiyah, 2025; 
Mujiono & Ticualu, 2025; Ren, 2024). 

Kehidupan masyarakat pada dasarnya selalu 
memperlihatkan adanya aturan, baik aturan yang tertulis 
maupun aturan yang berkembang melalui kebiasaan. 
Manusia tidak hidup dalam ruang sosial yang bebas dari 
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norma. Cara seseorang memperlakukan orang lain, 
menjalankan kewajiban, menggunakan hak, 
menyelesaikan konflik, serta berinteraksi dengan 
lingkungan selalu dipengaruhi oleh nilai dan norma 
tertentu. Hukum menjadi salah satu bentuk norma yang 
memperoleh kekuatan formal melalui lembaga yang 
memiliki kewenangan. Namun, kekuatan hukum dalam 
kehidupan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh 
keberadaan sanksi. Masyarakat akan lebih mudah 
menerima suatu aturan apabila aturan tersebut dianggap 
memiliki alasan yang dapat diterima, sesuai dengan 
kebutuhan sosial, dan diterapkan secara adil. Karena itu, 
hubungan antara hukum dan masyarakat pada dasarnya 
merupakan hubungan yang saling memengaruhi 
(Demidov, 2022; Kandia & Wiryawan, 2025). 

Dinamika tersebut semakin terlihat ketika 
masyarakat mengalami perubahan. Perkembangan 
teknologi, globalisasi, perubahan struktur ekonomi, 
peningkatan mobilitas penduduk, perubahan pola 
keluarga, serta berkembangnya kesadaran terhadap hak 
telah mengubah berbagai aspek kehidupan. Perubahan 
tersebut melahirkan kebutuhan hukum baru sekaligus 
menguji kemampuan hukum yang telah ada. Sebuah 
aturan yang sebelumnya dianggap memadai dapat 
menjadi kurang relevan ketika kondisi sosial berubah. 
Sebaliknya, hukum juga dapat digunakan untuk 
mengarahkan perubahan masyarakat melalui kebijakan 
dan regulasi tertentu. Hubungan dua arah tersebut 
menunjukkan bahwa hukum bukan hanya akibat dari 
perubahan sosial, tetapi juga dapat menjadi kekuatan 
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yang mendorong perubahan sosial (Nugroho dkk., 2025; 
Thontowi dkk., 2023). 

1. Hukum dalam Struktur dan Kehidupan Sosial 
Masyarakat 

Bayangkan kehidupan masyarakat tanpa 
aturan yang mengikat. Setiap orang dapat 
menggunakan barang milik orang lain tanpa batas, 
melakukan transaksi tanpa kewajiban memenuhi 
janji, menyelesaikan perselisihan berdasarkan 
kekuatan, atau menjalankan kepentingannya tanpa 
memperhatikan kepentingan orang lain. Situasi 
semacam itu akan membuat kehidupan sosial sulit 
dipertahankan. Dari sinilah terlihat bahwa hukum 
memiliki fungsi yang sangat mendasar dalam 
kehidupan masyarakat. Hukum memberikan batas 
mengenai tindakan yang dapat dilakukan, 
menentukan hak dan kewajiban, serta menyediakan 
mekanisme ketika terjadi pelanggaran. Fungsi 
tersebut menjadikan hukum sebagai salah satu unsur 
penting dalam struktur sosial masyarakat (Mujiono & 
Ticualu, 2025; Ren, 2024). 

Struktur sosial tidak hanya terdiri atas 
individu, tetapi juga berbagai kelompok dan lembaga 
yang memiliki fungsi masing-masing. Keluarga, 
sekolah, organisasi, lembaga keagamaan, pasar, 
perusahaan, dan negara merupakan bagian dari 
struktur tersebut. Setiap lembaga memiliki aturan 
dan pola hubungan yang mengarahkan perilaku 
anggotanya. Hukum berinteraksi dengan seluruh 
lembaga tersebut. Dalam keluarga, misalnya, hukum 
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memberikan batas mengenai hubungan dan 
tanggung jawab antaranggota keluarga. Dalam 
bidang ekonomi, hukum mengatur transaksi, 
kepemilikan, perjanjian, dan penyelesaian sengketa. 
Dalam bidang pemerintahan, hukum menentukan 
kewenangan lembaga negara sekaligus membatasi 
penggunaan kekuasaan. Keberadaan hukum dengan 
demikian menyebar ke berbagai ruang kehidupan 
masyarakat. 

Hukum juga tidak dapat dilepaskan dari nilai 
yang hidup dalam masyarakat. Nilai merupakan 
gambaran mengenai sesuatu yang dianggap penting, 
baik, benar, pantas, atau layak dipertahankan. Ketika 
masyarakat memberikan penghargaan terhadap 
keadilan, misalnya, nilai tersebut dapat menjadi 
dasar dalam pembentukan aturan yang menghendaki 
perlakuan yang setara. Demikian pula nilai mengenai 
keamanan dapat mendorong lahirnya aturan yang 
memberikan perlindungan terhadap individu dan 
masyarakat. Hukum pada akhirnya menjadi salah 
satu sarana untuk menerjemahkan nilai sosial ke 
dalam aturan yang memiliki daya mengikat. Namun, 
hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara 
sederhana karena nilai dalam masyarakat dapat 
berubah dan bahkan dapat saling bertentangan (Ren, 
2024; Thontowi dkk., 2023). 

Perubahan nilai dapat dilihat dalam berbagai 
persoalan kehidupan sehari-hari. Pandangan 
masyarakat terhadap pekerjaan, keluarga, 
pendidikan, kesetaraan, perlindungan anak, 
lingkungan, dan hak individu terus mengalami 
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perkembangan. Apa yang dianggap biasa pada masa 
lalu dapat dipandang berbeda oleh generasi 
berikutnya. Perubahan tersebut kemudian 
menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hukum 
yang berlaku masih sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Ketika terjadi kesenjangan yang terlalu 
besar antara hukum dan nilai sosial, muncul 
kemungkinan rendahnya penerimaan terhadap 
hukum. Dalam keadaan seperti itu, pembentuk 
hukum perlu memahami perubahan masyarakat agar 
aturan yang dibuat tidak kehilangan relevansi 
sosialnya. 

Selain nilai, kebiasaan juga memiliki peran 
dalam kehidupan hukum. Sebelum suatu perilaku 
diatur secara formal, masyarakat sering kali telah 
memiliki kebiasaan tertentu untuk mengatur 
hubungan mereka. Kebiasaan tersebut dapat 
berkembang menjadi norma sosial dan menjadi 
pedoman perilaku. Kehadiran hukum formal 
kemudian berinteraksi dengan norma yang telah 
hidup tersebut. Dalam beberapa keadaan, hukum 
memperkuat kebiasaan yang dianggap baik. Dalam 
keadaan lain, hukum justru berusaha mengubah 
kebiasaan karena dianggap merugikan atau tidak 
sesuai dengan prinsip keadilan. Hubungan antara 
hukum formal dan kebiasaan masyarakat inilah yang 
membuat hukum tidak dapat dipahami hanya melalui 
teks peraturan (Demidov, 2022; Lagus dkk., 2025). 

Fungsi hukum dalam kehidupan sosial juga 
terlihat ketika masyarakat menghadapi konflik. 
Perbedaan kepentingan merupakan sesuatu yang 
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tidak dapat dihindari. Perselisihan dapat muncul 
dalam keluarga, hubungan kerja, kegiatan ekonomi, 
lingkungan tempat tinggal, maupun hubungan antara 
masyarakat dan pemerintah. Tanpa mekanisme 
penyelesaian yang jelas, konflik dapat berkembang 
menjadi tindakan yang lebih besar dan merusak 
hubungan sosial. Hukum menyediakan prosedur 
untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan, 
mediasi, arbitrase, maupun mekanisme lainnya. 
Fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak 
hanya memberikan sanksi, tetapi juga menyediakan 
jalan bagi masyarakat untuk menyelesaikan 
perbedaan secara teratur (‘Alawiyah, 2025; Mujiono 
& Ticualu, 2025). 

Hukum juga berfungsi sebagai mekanisme 
pengendalian sosial. Masyarakat membutuhkan 
batas agar kebebasan seseorang tidak 
menghilangkan kebebasan orang lain. Larangan 
melakukan kekerasan, kewajiban memenuhi 
perjanjian, larangan mengambil barang milik orang 
lain, serta kewajiban menaati ketentuan tertentu 
merupakan contoh bagaimana hukum membentuk 
batas perilaku. Namun, pengendalian sosial tidak 
selalu berarti pemaksaan. Masyarakat dapat 
mematuhi hukum karena menyadari bahwa aturan 
tersebut dibutuhkan untuk menjaga kehidupan 
bersama. Ketika kepatuhan telah menjadi bagian dari 
kesadaran sosial, hukum tidak harus selalu bekerja 
melalui ancaman sanksi (Demidov, 2022; Utama, 
2021). 
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Persoalan menjadi lebih kompleks ketika 
masyarakat memiliki struktur yang tidak 
sepenuhnya setara. Perbedaan ekonomi, pendidikan, 
kekuasaan, dan akses terhadap informasi dapat 
memengaruhi kemampuan seseorang dalam 
menggunakan hukum. Secara formal, setiap orang 
mungkin memiliki hak yang sama. Namun, 
kemampuan untuk memperjuangkan hak tersebut 
dapat berbeda. Seseorang yang memahami prosedur 
hukum dan memiliki sumber daya untuk 
memperoleh bantuan profesional tentu berada 
dalam posisi yang berbeda dengan seseorang yang 
tidak mengetahui haknya. Karena itu, pembahasan 
mengenai hukum sebagai bagian dari struktur sosial 
juga harus memperhatikan persoalan akses terhadap 
keadilan (Kandia & Wiryawan, 2025; Ren, 2024). 

Budaya hukum kemudian menjadi unsur 
yang tidak kalah penting. Masyarakat memiliki cara 
pandang tertentu terhadap hukum dan lembaga yang 
menjalankannya. Ada masyarakat yang melihat 
hukum sebagai instrumen perlindungan, tetapi ada 
pula yang memandang hukum dengan kecurigaan 
karena pengalaman buruk atau ketidakadilan yang 
pernah terjadi. Cara pandang tersebut dapat 
memengaruhi tingkat kepatuhan. Hukum yang 
diterapkan secara konsisten, transparan, dan adil 
cenderung membangun kepercayaan. Sebaliknya, 
penerapan yang tidak konsisten dapat menciptakan 
anggapan bahwa hukum hanya berlaku bagi 
kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa efektivitas hukum sangat berkaitan dengan 
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hubungan antara aturan dan pengalaman sosial 
masyarakat (Kandia & Wiryawan, 2025; Pendiura & 
Vadimov, 2025). 

Dengan demikian, hukum dalam struktur 
sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk 
mengatur. Hukum juga menjadi cermin dari nilai 
masyarakat, mekanisme penyelesaian konflik, sarana 
pengendalian sosial, dan instrumen untuk menjaga 
hubungan antarkelompok. Pada saat yang sama, 
hukum dapat memperkuat atau mengubah struktur 
sosial yang telah ada. Kedudukan tersebut 
menjadikan hukum sebagai bagian yang aktif dalam 
kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap 
hukum karena itu perlu selalu mempertimbangkan 
kondisi sosial tempat hukum tersebut berlaku. 

2. Hukum, Perubahan Sosial, dan Transformasi 
Masyarakat 

Masyarakat tidak pernah berada dalam 
keadaan yang sepenuhnya tetap. Setiap generasi 
mengalami perubahan dalam cara bekerja, 
berkomunikasi, membangun keluarga, menjalankan 
kegiatan ekonomi, dan memandang kehidupan. 
Perubahan tersebut dapat berlangsung perlahan 
melalui proses alamiah ataupun berlangsung cepat 
karena adanya peristiwa besar. Teknologi menjadi 
salah satu faktor yang mempercepat perubahan 
tersebut. Perkembangan teknologi digital, misalnya, 
telah mengubah cara masyarakat memperoleh 
informasi, melakukan transaksi, bekerja, dan 
membangun hubungan sosial. Perubahan tersebut 
kemudian menimbulkan konsekuensi bagi hukum 
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karena hubungan sosial baru membutuhkan aturan 
yang sesuai (Nugroho dkk., 2025; Utama, 2021). 

Hubungan hukum dan perubahan sosial 
dapat dilihat dari dua arah. Masyarakat yang berubah 
dapat menuntut perubahan hukum. Ketika muncul 
kebutuhan baru yang tidak dapat diselesaikan 
dengan aturan yang tersedia, masyarakat akan 
mendorong pembentukan atau perubahan regulasi. 
Namun, hukum juga dapat digunakan untuk 
mengarahkan masyarakat. Negara dapat 
menetapkan aturan tertentu untuk mendorong 
perilaku yang dianggap lebih sesuai dengan tujuan 
pembangunan. Karena itu, hukum dapat menjadi 
hasil dari perubahan sosial sekaligus alat yang 
mendorong perubahan sosial (Hakim dkk., 2024; 
Ren, 2024). 

Hubungan dua arah tersebut dapat 
ditemukan dalam banyak bidang. Perubahan 
teknologi komunikasi, misalnya, menghasilkan 
kebutuhan terhadap aturan mengenai transaksi 
elektronik, perlindungan data, dan aktivitas digital. 
Setelah aturan tersebut diterapkan, masyarakat 
kemudian menyesuaikan perilakunya dengan aturan 
baru. Pola tersebut terus berlangsung karena 
teknologi kembali berkembang dan menciptakan 
persoalan baru. Hukum pada akhirnya berada dalam 
siklus perubahan yang tidak pernah benar-benar 
berhenti. 

Perubahan sosial juga berkaitan dengan 
perubahan nilai. Ketika masyarakat memperoleh 
pengetahuan baru dan berinteraksi dengan berbagai 
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kelompok, cara pandang terhadap suatu persoalan 
dapat berubah. Perubahan tersebut dapat 
memengaruhi tuntutan terhadap hukum. Masyarakat 
dapat meminta perlindungan yang lebih kuat 
terhadap kelompok rentan, lingkungan, pekerja, 
konsumen, atau hak individu. Hukum yang tidak 
mampu membaca perubahan tersebut berisiko 
mengalami jarak dengan masyarakat yang diaturnya 
(Makruf dkk., 2025; Ren, 2024). 

Dalam konteks tersebut, hukum dapat 
menjalankan fungsi sebagai social engineering. 
Hukum dapat digunakan untuk mengarahkan 
perubahan perilaku masyarakat melalui kewajiban, 
larangan, insentif, maupun sanksi. Pengaturan 
mengenai perlindungan lingkungan, keselamatan 
kerja, perlindungan konsumen, dan pencegahan 
diskriminasi merupakan contoh bagaimana hukum 
dapat digunakan untuk membentuk perilaku sosial. 
Hukum tidak hanya menunggu masyarakat berubah, 
tetapi dapat mengambil peran dalam menentukan 
arah perubahan yang dianggap penting bagi 
kepentingan bersama (Thontowi dkk., 2023; Triadi 
dkk., 2024). 

Namun, kemampuan hukum untuk 
mengubah masyarakat memiliki batas. Aturan tidak 
dapat bekerja secara otomatis hanya karena telah 
disahkan. Masyarakat memiliki nilai, kepentingan, 
kebiasaan, dan pengalaman yang dapat 
memengaruhi penerimaan terhadap hukum. Apabila 
suatu aturan terlalu jauh dari realitas sosial, 
masyarakat dapat mengabaikannya atau mencari 
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cara untuk menghindarinya. Karena itu, rekayasa 
sosial melalui hukum harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tidak 
semata-mata mengandalkan kekuatan sanksi 
(Kandia & Wiryawan, 2025). 

Perubahan ekonomi juga memperlihatkan 
hubungan tersebut. Munculnya ekonomi digital telah 
melahirkan pola transaksi yang berbeda dari sistem 
perdagangan konvensional. Konsumen dapat 
melakukan pembelian tanpa bertemu dengan 
penjual. Pekerja dapat memperoleh pekerjaan 
melalui platform digital. Perusahaan dapat 
menawarkan layanan kepada konsumen yang berada 
di wilayah berbeda. Perubahan tersebut memberikan 
manfaat, tetapi juga menimbulkan persoalan baru 
mengenai perlindungan konsumen, hubungan kerja, 
tanggung jawab perusahaan, serta keamanan 
transaksi. Hukum harus merespons perubahan 
tersebut agar inovasi ekonomi tidak menghasilkan 
kerugian sosial yang tidak terkendali (Mujiono & 
Ticualu, 2025; Nugroho dkk., 2025). 

Perubahan politik juga dapat memengaruhi 
hukum. Ketika terjadi perubahan orientasi kebijakan, 
hukum dapat mengalami penyesuaian. Namun, 
perubahan tersebut tetap perlu ditempatkan dalam 
prinsip negara hukum. Hukum memiliki fungsi untuk 
membatasi kekuasaan sekaligus memberikan dasar 
bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan 
antara perubahan politik dan hukum karena itu tidak 
dapat dipahami hanya sebagai hubungan antara 
penguasa dan peraturan, tetapi juga sebagai bagian 
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dari proses sosial yang lebih luas (Hakim dkk., 2024; 
Suratno, 2025). 

Perubahan demografi merupakan faktor lain 
yang sering kali kurang diperhatikan. Pertumbuhan 
penduduk, urbanisasi, migrasi, dan perubahan 
struktur usia dapat mengubah kebutuhan 
masyarakat terhadap hukum. Kota yang semakin 
padat membutuhkan pengaturan mengenai ruang, 
transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik. 
Perubahan struktur keluarga juga dapat 
memengaruhi kebutuhan terhadap hukum keluarga 
dan perlindungan sosial. Dengan demikian, 
perubahan demografi dapat menghasilkan persoalan 
hukum yang sebelumnya belum menjadi prioritas. 

Globalisasi membuat perubahan sosial 
semakin kompleks karena masyarakat tidak lagi 
hanya berinteraksi dalam batas wilayah nasional. 
Nilai, kebiasaan, produk, informasi, dan model bisnis 
dapat bergerak melintasi batas negara. Kondisi 
tersebut memberikan kesempatan bagi pertukaran 
pengetahuan dan perkembangan ekonomi, tetapi 
juga menciptakan tantangan bagi hukum nasional. 
Perusahaan dan individu dapat melakukan aktivitas 
yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Hukum 
kemudian perlu mencari cara untuk tetap 
memberikan perlindungan dalam lingkungan sosial 
yang semakin terhubung. 

Pada akhirnya, hubungan antara hukum dan 
perubahan sosial dapat dipahami sebagai hubungan 
yang terus bergerak. Masyarakat menghasilkan 
kebutuhan hukum baru, hukum memberikan 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 51 

 

respons, masyarakat menyesuaikan diri, kemudian 
muncul kebutuhan baru. Siklus tersebut membuat 
hukum tidak pernah benar-benar selesai. Hukum 
selalu berada dalam proses menjadi sesuai dengan 
perkembangan masyarakat (Nugroho dkk., 2025; 
Ren, 2024). 

3. Efektivitas, Kepatuhan, dan Kesadaran Hukum 
dalam Masyarakat 

Sebuah aturan dapat terlihat sempurna 
ketika dibaca dalam dokumen hukum, tetapi 
keberhasilan hukum sesungguhnya baru dapat 
diketahui ketika aturan tersebut diterapkan. 
Persoalan yang muncul dalam kehidupan nyata 
sering kali berbeda dari persoalan yang diperkirakan 
ketika aturan dibuat. Karena itu, efektivitas hukum 
tidak cukup dinilai dari jumlah peraturan yang 
berhasil dibentuk. Pertanyaan yang lebih penting 
adalah apakah masyarakat memahami aturan 
tersebut, apakah lembaga mampu menerapkannya, 
apakah masyarakat bersedia mematuhinya, dan 
apakah tujuan sosial yang hendak dicapai benar-
benar terwujud (Pashentsev, 2024; Pendiura & 
Vadimov, 2025). 

Perbedaan antara law in books dan law in 

action menjadi penting dalam konteks ini. Law in 

books menggambarkan hukum sebagaimana tertulis 
dalam peraturan, sedangkan law in action 
memperlihatkan hukum sebagaimana dijalankan 
dalam kehidupan. Keduanya dapat berjalan sejalan, 
tetapi juga dapat mengalami kesenjangan. Suatu 
peraturan dapat memberikan hak tertentu kepada 
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masyarakat, tetapi hak tersebut tidak mudah 
digunakan karena masyarakat tidak mengetahui 
prosedurnya. Aturan dapat memberikan larangan 
tertentu, tetapi pelanggaran tetap terjadi karena 
penegakannya lemah. Perbedaan inilah yang menjadi 
salah satu persoalan utama dalam kajian efektivitas 
hukum (‘Alawiyah, 2025; Ikhsan dkk., 2025; 
Thontowi dkk., 2023). 

Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi 
oleh lembaga yang menjalankannya. Aturan yang 
baik membutuhkan institusi yang mampu 
menerapkannya secara konsisten. Aparat penegak 
hukum harus memiliki kompetensi, integritas, dan 
sumber daya yang memadai. Pengadilan 
membutuhkan prosedur yang dapat diakses dan 
memberikan keputusan yang adil. Lembaga 
administrasi membutuhkan sistem yang mampu 
menjalankan ketentuan secara efektif. Apabila 
institusi lemah, hukum dapat kehilangan daya 
kerjanya meskipun norma yang tersedia sebenarnya 
sudah memadai (Pendiura & Vadimov, 2025; Triadi 
dkk., 2024). 

Kepatuhan masyarakat juga tidak dapat 
dijelaskan hanya melalui ketakutan terhadap sanksi. 
Seseorang dapat mematuhi hukum karena 
menyadari manfaat aturan, percaya terhadap 
lembaga, atau menganggap norma tersebut sesuai 
dengan nilai yang diyakininya. Kepatuhan yang lahir 
dari kesadaran memiliki karakter berbeda dengan 
kepatuhan yang semata-mata muncul karena takut 
dihukum. Masyarakat yang memahami alasan suatu 
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aturan lebih mungkin mempertahankan perilaku 
patuh meskipun pengawasan tidak selalu hadir. 
Karena itu, pembangunan kesadaran hukum menjadi 
bagian penting dari upaya meningkatkan efektivitas 
hukum (Anggriani dkk., 2024; Kandia & Wiryawan, 
2025). 

Kesadaran hukum dimulai dari kemampuan 
masyarakat memahami posisi mereka sebagai subjek 
hukum. Individu perlu mengetahui hak dan 
kewajibannya serta memahami konsekuensi dari 
tindakan yang dilakukan. Pengetahuan tersebut 
perlu berkembang menjadi sikap menghargai hukum 
dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku. Kesadaran 
hukum tidak terbentuk secara instan. Pendidikan, 
pengalaman, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, 
dan keteladanan institusi memiliki peran dalam 
membentuknya (Anggriani dkk., 2024; Hakim dkk., 
2024). 

Legitimasi menjadi unsur yang sangat 
penting dalam hubungan antara hukum dan 
masyarakat. Masyarakat cenderung mematuhi 
hukum ketika mereka menganggap proses 
pembentukan dan penerapannya sah serta adil. 
Sebaliknya, aturan yang dianggap tidak adil dapat 
mengalami persoalan legitimasi. Ketika kepercayaan 
terhadap institusi menurun, masyarakat dapat 
menjadi lebih kritis atau bahkan enggan mematuhi 
aturan. Oleh sebab itu, legitimasi tidak hanya 
berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga 
dengan pengalaman masyarakat ketika berhadapan 
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dengan hukum (Kandia & Wiryawan, 2025; Pendiura 
& Vadimov, 2025). 

Budaya hukum juga memengaruhi 
keberhasilan penerapan hukum. Masyarakat 
memiliki kebiasaan dan cara pandang yang berbeda 
terhadap aturan. Sebagian masyarakat mungkin 
terbiasa menyelesaikan persoalan melalui lembaga 
formal, sementara kelompok lain lebih 
mengutamakan mekanisme kekeluargaan atau 
komunitas. Perbedaan tersebut tidak selalu berarti 
salah satu lebih baik. Yang penting adalah bagaimana 
berbagai mekanisme tersebut dapat berjalan dalam 
kerangka hukum yang menjamin keadilan dan 
perlindungan hak. Pemahaman terhadap budaya 
hukum membantu menjelaskan mengapa suatu 
aturan dapat diterima dengan baik di satu lingkungan 
tetapi menghadapi hambatan di lingkungan lain 
(Kandia & Wiryawan, 2025; Ren, 2024). 

Efektivitas hukum juga berkaitan dengan 
akses terhadap keadilan. Hukum akan sulit dikatakan 
efektif apabila masyarakat tidak dapat 
menggunakannya. Hambatan biaya, jarak, prosedur 
yang rumit, kurangnya informasi, dan keterbatasan 
bantuan hukum dapat membuat masyarakat tidak 
mampu memperjuangkan haknya. Dalam kondisi 
demikian, kesetaraan di depan hukum dapat berhenti 
sebagai prinsip formal. Oleh sebab itu, peningkatan 
akses terhadap informasi dan layanan hukum 
menjadi bagian penting dalam memperkuat 
efektivitas sistem hukum. 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 55 

 

Dari perspektif tersebut, kepatuhan tidak 
seharusnya hanya dipahami sebagai tujuan akhir. 
Kepatuhan merupakan hasil dari interaksi antara 
kualitas aturan, lembaga, budaya, kesadaran, dan 
legitimasi. Jika salah satu unsur tersebut bermasalah, 
tingkat kepatuhan dapat menurun. Karena itu, 
strategi meningkatkan kepatuhan perlu dilakukan 
secara menyeluruh dan tidak hanya melalui 
peningkatan sanksi. 

Kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya 
merupakan investasi sosial bagi keberlangsungan 
sistem hukum. Masyarakat yang memahami hukum 
akan lebih mampu melindungi haknya sekaligus 
menghormati hak orang lain. Kesadaran tersebut 
membantu menciptakan ketertiban yang tidak 
sepenuhnya bergantung pada pengawasan negara. 
Hukum menjadi bagian dari perilaku masyarakat, 
bukan sekadar aturan yang berada di luar diri 
mereka. 

4. Adaptasi dan Responsivitas Hukum terhadap 
Dinamika Sosial 

Perubahan masyarakat menempatkan 
hukum dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, 
masyarakat membutuhkan kepastian agar 
kehidupan sosial dapat berjalan secara teratur. Di sisi 
lain, masyarakat terus berubah sehingga aturan yang 
terlalu kaku dapat kehilangan relevansi. Dari sinilah 
muncul kebutuhan terhadap hukum yang mampu 
beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar. Adaptasi 
hukum bukan berarti setiap perubahan sosial harus 
langsung diikuti dengan perubahan aturan. Adaptasi 
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berarti kemampuan hukum untuk membaca 
perubahan, mengevaluasi dampaknya, dan 
menentukan respons yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat (Ikhsan dkk., 2025; Siregar, 2024). 

Hukum yang responsif berusaha 
mendekatkan hukum dengan realitas masyarakat. 
Hukum tidak hanya bertanya apakah suatu tindakan 
sesuai dengan teks aturan, tetapi juga 
mempertimbangkan tujuan sosial dan dampak 
penerapannya. Pendekatan tersebut membuat 
hukum lebih terbuka terhadap kebutuhan kelompok 
masyarakat yang berbeda. Suara kelompok yang 
selama ini kurang memiliki akses terhadap proses 
pembentukan hukum perlu mendapatkan ruang. 
Dengan cara tersebut, hukum dapat berkembang 
menjadi instrumen yang tidak hanya memberikan 
kepastian, tetapi juga menghasilkan keadilan yang 
nyata (Ikhsan dkk., 2025; Karina, 2024). 

Responsivitas hukum menjadi semakin 
penting ketika masyarakat mengalami perubahan 
nilai. Masyarakat modern memiliki pandangan yang 
semakin beragam mengenai hak, kebebasan, 
kesetaraan, lingkungan, pekerjaan, keluarga, dan 
hubungan sosial. Perbedaan tersebut dapat 
menghasilkan tuntutan baru terhadap hukum. 
Hukum yang tidak mampu menanggapi perubahan 
dapat kehilangan kepercayaan masyarakat. Namun, 
respons hukum tetap membutuhkan pertimbangan 
yang matang agar perubahan norma tidak hanya 
mengikuti tekanan sesaat, tetapi benar-benar 
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didasarkan pada kebutuhan sosial yang kuat (Makruf 
dkk., 2025; Ren, 2024). 

Perubahan ekonomi juga membutuhkan 
hukum yang adaptif. Perkembangan teknologi telah 
melahirkan berbagai model bisnis yang tidak selalu 
sesuai dengan kategori hukum lama. Hubungan 
antara platform, pekerja, konsumen, dan pelaku 
usaha menjadi semakin kompleks. Apabila hukum 
tidak menyesuaikan diri, dapat muncul ruang kosong 
yang dimanfaatkan untuk menghindari tanggung 
jawab. Sebaliknya, regulasi yang terlalu berat dapat 
menghambat inovasi. Tantangan hukum adalah 
menemukan keseimbangan antara kebebasan 
berusaha, perlindungan masyarakat, dan kepastian 
hukum (Makruf dkk., 2025; Mujiono & Ticualu, 
2025). 

Teknologi juga menuntut perubahan pada 
kapasitas lembaga hukum. Aparat penegak hukum 
perlu memahami bukti digital, sistem informasi, 
keamanan siber, dan teknologi yang digunakan 
dalam berbagai bentuk pelanggaran. Hakim dan 
pembentuk kebijakan juga membutuhkan 
pemahaman mengenai dampak sosial teknologi. 
Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, perubahan 
regulasi tidak akan cukup untuk menghadapi 
perubahan masyarakat. Adaptasi hukum karena itu 
harus terjadi pada dua tingkat, yaitu perubahan 
norma dan perubahan institusi (Judijanto, 2026; 
Suratno, 2025). 

Hukum yang responsif juga perlu memiliki 
kemampuan menangani konflik sosial secara 
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proporsional. Tidak semua konflik harus 
diselesaikan melalui pendekatan represif. Dalam 
kondisi tertentu, penyelesaian melalui dialog, 
mediasi, dan pemulihan hubungan dapat 
memberikan hasil yang lebih baik. Pendekatan 
tersebut menjadi penting karena tujuan hukum 
bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi 
juga menjaga hubungan sosial dan memulihkan 
kerugian. Hukum yang mampu mempertimbangkan 
berbagai pilihan penyelesaian akan lebih sesuai 
dengan kompleksitas masyarakat. 

Keadilan substantif menjadi salah satu tujuan 
penting dalam hukum yang responsif. Kepastian 
mengenai prosedur memang diperlukan, tetapi 
penerapan prosedur secara kaku tidak selalu 
menghasilkan keadilan. Kondisi sosial setiap individu 
dapat berbeda. Kelompok yang memiliki 
keterbatasan sumber daya membutuhkan perhatian 
agar dapat memperoleh perlindungan yang nyata. 
Hukum yang responsif karena itu perlu 
mempertimbangkan dampak aturan terhadap 
kelompok yang berbeda dan memastikan bahwa 
perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal 
(Karina, 2024; Siregar, 2024). 

Adaptasi hukum juga membutuhkan 
partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan 
pihak yang mengalami langsung dampak dari suatu 
aturan. Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber 
informasi penting bagi pembentuk hukum. 
Konsultasi publik, penelitian empiris, dialog dengan 
kelompok masyarakat, dan evaluasi kebijakan dapat 
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membantu menghasilkan aturan yang lebih sesuai 
dengan kebutuhan nyata. Partisipasi juga 
meningkatkan legitimasi karena masyarakat 
memiliki kesempatan untuk menyampaikan 
kepentingannya. 

Evaluasi hukum perlu dilakukan secara 
berkelanjutan. Suatu peraturan tidak seharusnya 
dianggap selesai hanya karena telah disahkan. 
Setelah diterapkan, perlu dilihat apakah tujuan yang 
ditetapkan tercapai, apakah muncul dampak yang 
tidak diharapkan, dan apakah masyarakat dapat 
mematuhinya. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar 
untuk mempertahankan, memperbaiki, atau 
mengganti aturan. Pendekatan seperti ini 
menjadikan sistem hukum lebih fleksibel tanpa 
menghilangkan kepastian. 

Hukum progresif memberikan perspektif 
yang relevan dalam proses tersebut. Hukum 
seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk 
mencapai keadilan bagi manusia. Ketika penerapan 
aturan secara kaku justru menghasilkan 
ketidakadilan, diperlukan keberanian untuk melihat 
kembali tujuan hukum. Perspektif progresif tidak 
berarti mengabaikan aturan, tetapi menempatkan 
aturan dalam konteks tujuan sosial dan kemanusiaan 
yang hendak dicapai (Ikhsan dkk., 2025; Siregar, 
2024). 

Pada akhirnya, hukum yang adaptif bukanlah 
hukum yang mudah berubah, melainkan hukum yang 
mampu membedakan mana prinsip yang harus 
dipertahankan dan mana mekanisme yang perlu 
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disesuaikan. Kepastian, keadilan, perlindungan hak, 
dan legitimasi merupakan prinsip yang tetap penting. 
Sementara itu, cara hukum mengatur teknologi, 
ekonomi, hubungan kerja, penyelesaian konflik, dan 
kehidupan sosial dapat terus berkembang. 
Keseimbangan tersebut menjadi dasar bagi hukum 
agar tetap stabil sekaligus relevan. 
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BAB III 

TRANSFORMASI SOSIAL DAN 

PERUBAHAN SISTEM HUKUM 

 

Masyarakat tidak pernah berhenti berubah. 
Cara manusia bekerja, berkomunikasi, membangun 
keluarga, melakukan transaksi, memperoleh 
informasi, dan berhubungan dengan negara terus 
mengalami perkembangan. Perubahan tersebut 
pada awalnya mungkin hanya terlihat sebagai 
perubahan kebiasaan, tetapi dalam jangka panjang 
dapat mengubah struktur kehidupan masyarakat 
secara keseluruhan. Ketika hubungan sosial 
berubah, kebutuhan terhadap hukum pun ikut 
bergeser. Aturan yang dahulu dianggap memadai 
dapat menghadapi persoalan ketika diterapkan 
pada kondisi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, 
perubahan sistem hukum tidak dapat dipisahkan 
dari perubahan masyarakat yang menjadi ruang 
tempat hukum itu bekerja (Mujiono & Ticualu, 2025; 
Mustafa dkk., 2025). 

Perubahan tersebut dapat ditemukan dalam 
hampir setiap bidang kehidupan. Aktivitas jual beli 
yang dahulu mengharuskan penjual dan pembeli 
bertemu secara langsung kini dapat berlangsung 
melalui platform digital. Pekerjaan yang 
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sebelumnya mengharuskan seseorang berada di 
kantor dapat dilakukan dari rumah atau dari tempat 
lain melalui jaringan internet. Komunikasi tidak lagi 
bergantung pada jarak geografis karena pesan dapat 
dikirim dalam hitungan detik. Bahkan hubungan 
antara masyarakat dan pemerintah semakin banyak 
berlangsung melalui sistem elektronik. Perubahan 
tersebut bukan hanya menunjukkan kemajuan 
teknologi, tetapi juga memperlihatkan bahwa 
struktur hubungan sosial telah mengalami 
transformasi. 

Hukum kemudian berada dalam posisi yang 
menarik. Di satu sisi, hukum dibutuhkan untuk 
memberikan keteraturan ketika masyarakat 
berubah. Di sisi lain, hukum sendiri harus 
mengalami perubahan agar tidak tertinggal dari 
realitas sosial. Perubahan hukum tidak selalu 
berarti mengganti seluruh aturan yang telah ada. 
Dalam banyak keadaan, perubahan justru berarti 
menafsirkan kembali prinsip lama, memperbarui 
mekanisme penerapan, atau menciptakan aturan 
baru untuk menghadapi keadaan yang belum 
pernah muncul sebelumnya. Proses tersebut 
membuat perubahan hukum menjadi bagian dari 
proses sosial yang berlangsung terus-menerus 
(Ikhsan dkk., 2025; Kandia & Wiryawan, 2025). 

Transformasi sosial juga menyebabkan proses 
pembentukan hukum semakin kompleks. Negara 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 63 

 

memang tetap memiliki kedudukan penting dalam 
pembentukan hukum formal, tetapi negara bukan 
satu-satunya aktor yang memengaruhi 
perkembangan hukum. Perusahaan, organisasi 
masyarakat sipil, komunitas, lembaga internasional, 
akademisi, dan masyarakat digital memiliki 
kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan 
membentuk opini publik. Perkembangan tersebut 
menunjukkan bahwa sistem hukum modern tidak 
lagi dapat dipahami sebagai hubungan sederhana 
antara negara dan warga negara. Hukum 
berkembang dalam ruang yang mempertemukan 
berbagai kepentingan dan sumber kekuasaan (A. R. 
Ismail dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025). 
1. Transformasi Struktur Sosial dan Rekonstruksi 

Sistem Hukum 
Struktur sosial merupakan susunan 

hubungan yang memperlihatkan bagaimana 
individu, kelompok, dan lembaga menempati 
posisi serta menjalankan peran dalam 
kehidupan masyarakat. Struktur tersebut tidak 
bersifat tetap. Ketika masyarakat mengalami 
urbanisasi, misalnya, terjadi perubahan dalam 
cara manusia menggunakan ruang, mencari 
pekerjaan, membangun hubungan, dan 
memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk dari 
berbagai latar belakang bertemu dalam 
lingkungan yang sama sehingga hubungan sosial 
menjadi lebih beragam. Keadaan tersebut 
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kemudian menciptakan kebutuhan baru 
terhadap hukum, mulai dari persoalan tempat 
tinggal, pekerjaan, transportasi, lingkungan, 
hingga pelayanan publik (Smakotina, 2022; 
Uścińska, 2025). 

Perubahan tersebut dapat dibayangkan 
melalui perkembangan sebuah kota. Wilayah 
yang dahulu merupakan kawasan pertanian 
dapat berubah menjadi kawasan perumahan, 
pusat perdagangan, kawasan industri, atau 
ruang publik. Penduduk baru berdatangan untuk 
bekerja dan mencari kehidupan yang lebih baik. 
Harga tanah meningkat, kebutuhan tempat 
tinggal bertambah, lalu muncul persoalan 
mengenai siapa yang berhak menggunakan 
suatu ruang dan untuk kepentingan apa ruang 
tersebut digunakan. Konflik yang muncul tidak 
lagi hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga 
melibatkan perusahaan, pemerintah, komunitas, 
dan kelompok masyarakat. Dalam keadaan 
semacam ini, hukum harus menyediakan 
kerangka untuk mempertemukan kepentingan 
yang berbeda. 

Urbanisasi juga mengubah karakter 
hubungan sosial. Dalam masyarakat yang relatif 
kecil, hubungan antarindividu sering kali 
dibangun berdasarkan kedekatan keluarga, 
tetangga, atau komunitas. Di wilayah perkotaan, 
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seseorang dapat berinteraksi dengan orang yang 
sama sekali tidak dikenalnya. Hubungan 
tersebut lebih banyak bergantung pada aturan 
formal, kontrak, dan lembaga. Ketika orang tidak 
memiliki hubungan personal, hukum menjadi 
salah satu mekanisme untuk membangun 
kepercayaan. Seseorang bersedia melakukan 
transaksi dengan pihak yang tidak dikenalnya 
karena terdapat aturan yang mengatur hak dan 
kewajiban para pihak. Hukum dengan demikian 
memiliki fungsi penting dalam menjaga 
hubungan sosial yang semakin impersonal. 

Perubahan demografi membawa 
persoalan yang berbeda, tetapi tetap memiliki 
hubungan dengan hukum. Bertambahnya jumlah 
penduduk lanjut usia, perubahan jumlah 
penduduk usia produktif, migrasi, dan 
perubahan pola keluarga dapat menghasilkan 
kebutuhan hukum baru. Masyarakat yang 
memiliki jumlah penduduk lanjut usia yang 
semakin besar membutuhkan perlindungan 
sosial dan kebijakan publik yang berbeda. 
Mobilitas penduduk dapat menimbulkan 
persoalan mengenai pekerjaan, administrasi 
kependudukan, tempat tinggal, dan akses 
terhadap pelayanan publik. Perubahan 
demografi pada akhirnya bukan hanya persoalan 
statistik, tetapi juga persoalan hukum karena 
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perubahan jumlah dan komposisi penduduk 
mengubah kebutuhan masyarakat (Smakotina, 
2022; Uścińska, 2025). 

Perubahan struktur ekonomi juga 
mendorong rekonstruksi hukum. Hubungan 
ekonomi yang dahulu relatif sederhana kini 
melibatkan jaringan aktor yang jauh lebih 
banyak. Dalam transaksi melalui platform 
digital, misalnya, konsumen berhubungan 
dengan penjual melalui perusahaan penyedia 
platform. Pembayaran dapat diproses oleh 
perusahaan lain, sedangkan barang dikirim oleh 
perusahaan jasa logistik. Ketika transaksi 
berjalan dengan baik, hubungan tersebut tidak 
terlalu terlihat. Persoalan muncul ketika barang 
tidak dikirim, pembayaran gagal, atau data 
konsumen disalahgunakan. Pada saat itu muncul 
pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung 
jawab. Kompleksitas tersebut menunjukkan 
bahwa perubahan ekonomi memaksa hukum 
untuk meninjau kembali konsep tanggung jawab 
dan hubungan kontraktual (Mujiono & Ticualu, 
2025; Wang dkk., 2024). 

Perubahan hubungan ekonomi juga 
memperlihatkan semakin pentingnya aktor 
nonnegara. Perusahaan teknologi dapat 
memiliki jutaan pengguna dan menetapkan 
aturan internal yang mengikat pengguna 
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tersebut. Sebuah platform dapat menentukan 
konten yang boleh ditampilkan, akun yang dapat 
digunakan, serta tindakan yang akan dilakukan 
ketika aturan dilanggar. Kondisi ini 
memperlihatkan bahwa kekuasaan untuk 
mengatur perilaku sosial tidak hanya berada 
pada negara. Sistem hukum perlu 
mempertimbangkan bagaimana aturan privat 
berhubungan dengan hukum negara dan 
bagaimana hak masyarakat tetap terlindungi 
ketika berhadapan dengan aktor ekonomi yang 
memiliki kekuasaan besar (Mujiono & Ticualu, 
2025; Mustafa dkk., 2025). 

Globalisasi memperluas persoalan 
tersebut. Barang, modal, tenaga kerja, informasi, 
dan teknologi dapat bergerak melintasi batas 
negara. Sebuah perusahaan dapat memiliki 
kantor di satu negara, pusat data di negara lain, 
dan konsumen di berbagai wilayah dunia. Ketika 
muncul sengketa, batas wilayah menjadi 
persoalan hukum tersendiri. Hukum nasional 
tidak selalu dapat bekerja secara efektif apabila 
suatu aktivitas memiliki hubungan dengan 
beberapa negara sekaligus. Perubahan tersebut 
mendorong kebutuhan terhadap harmonisasi 
hukum, kerja sama internasional, dan 
mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu 
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bekerja lintas batas (Kitov & Kartsev, 2025; 
Mustafa dkk., 2025). 

Meskipun demikian, keterbukaan 
terhadap perkembangan global tidak berarti 
bahwa sistem hukum nasional harus kehilangan 
karakter sosialnya. Masyarakat memiliki sejarah, 
budaya, nilai, dan pengalaman hukum yang 
berbeda. Aturan yang berhasil diterapkan dalam 
satu masyarakat belum tentu memberikan hasil 
yang sama di masyarakat lain. Rekonstruksi 
hukum karena itu harus mempertimbangkan 
kondisi lokal. Hukum yang terlalu jauh dari 
realitas sosial berpotensi kehilangan legitimasi 
karena masyarakat merasa bahwa aturan 
tersebut tidak mencerminkan kebutuhan 
mereka (Mustafa dkk., 2025; Suratno, 2025). 

Di sinilah pentingnya partisipasi 
masyarakat. Masyarakat bukan hanya objek 
yang harus mematuhi hukum setelah aturan 
selesai dibuat. Mereka memiliki pengalaman 
langsung mengenai persoalan yang hendak 
diatur. Pekerja mengetahui persoalan yang 
muncul dalam hubungan kerja, konsumen 
mengetahui hambatan dalam transaksi, 
masyarakat lokal memahami persoalan 
lingkungan, dan pengguna teknologi mengetahui 
kesulitan yang muncul dalam layanan digital. 
Pengalaman tersebut dapat menjadi sumber 
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pengetahuan bagi pembentukan hukum. 
Pelibatan masyarakat juga dapat memperkuat 
legitimasi karena proses pembentukan hukum 
tidak hanya berlangsung di dalam lembaga 
negara, tetapi membuka ruang bagi pihak yang 
akan terkena dampaknya (A. R. Ismail dkk., 
2025). 

Partisipasi tersebut tidak berarti setiap 
keinginan masyarakat harus langsung dijadikan 
aturan. Hukum tetap membutuhkan 
pertimbangan kepentingan yang lebih luas. 
Peran pembentuk hukum adalah 
mempertemukan berbagai kepentingan, 
mengidentifikasi persoalan, dan merumuskan 
aturan yang dapat memberikan manfaat serta 
perlindungan secara seimbang. Dengan 
demikian, partisipasi masyarakat berfungsi 
sebagai sumber informasi dan pertimbangan 
dalam pembentukan hukum, bukan sebagai 
pengganti proses legislasi. 

Rekonstruksi sistem hukum akhirnya 
perlu dimulai dari pemahaman terhadap 
masyarakat yang hendak diatur. Pembentuk 
hukum perlu mengetahui bagaimana 
masyarakat bekerja, bagaimana hubungan sosial 
terbentuk, bagaimana kepentingan ekonomi 
berkembang, dan bagaimana teknologi 
mengubah perilaku. Hukum yang dibangun 
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berdasarkan pemahaman tersebut akan lebih 
mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. 
Sistem hukum tidak hanya menjadi kumpulan 
aturan yang mengatur masyarakat, tetapi 
menjadi bagian dari proses membangun 
hubungan sosial yang lebih teratur dan adil. 

2. Digitalisasi, Globalisasi, dan Evolusi Sistem 
Hukum Modern 

Digitalisasi telah mengubah ruang 
kehidupan masyarakat. Ruang sosial tidak lagi 
hanya berupa rumah, sekolah, kantor, pasar, 
atau lembaga pemerintahan. Sebagian aktivitas 
manusia berlangsung melalui ruang digital. 
Seseorang dapat bekerja tanpa berada di kantor, 
membeli barang tanpa datang ke toko, mengikuti 
pendidikan tanpa hadir di ruang kelas, dan 
berkomunikasi dengan orang yang berada 
ribuan kilometer jauhnya. Perubahan tersebut 
menciptakan bentuk hubungan sosial baru yang 
kemudian menghasilkan konsekuensi hukum 
(Ahmad dkk., 2025; Mujiono & Ticualu, 2025). 

Transaksi digital merupakan contoh yang 
paling mudah dilihat. Ketika seseorang membeli 
barang melalui platform, terdapat banyak pihak 
yang terlibat dalam satu transaksi. Konsumen 
berhubungan dengan penjual, tetapi transaksi 
juga melibatkan penyedia platform, sistem 
pembayaran, dan jasa pengiriman. Ketika semua 
berjalan baik, kompleksitas tersebut hampir 
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tidak terlihat. Persoalan muncul ketika terjadi 
penipuan, barang tidak sesuai, pembayaran 
bermasalah, atau data pribadi digunakan tanpa 
persetujuan. Hukum kemudian harus 
menentukan hubungan hukum setiap pihak dan 
siapa yang harus bertanggung jawab (Anggraeni 
dkk., 2025; E. P. B. Sari dkk., 2026). 

Kecerdasan buatan menambah lapisan 
persoalan baru. Artificial intelligence dapat 
digunakan untuk menganalisis informasi, 
memberikan rekomendasi, mengidentifikasi 
pola, dan membantu mengambil keputusan. 
Teknologi tersebut memiliki potensi besar 
dalam pelayanan publik, bisnis, maupun 
lembaga hukum. Namun, ketika keputusan 
dipengaruhi sistem algoritmik, muncul 
pertanyaan mengenai transparansi dan 
pertanggungjawaban. Masyarakat perlu 
mengetahui bagaimana suatu keputusan dibuat, 
terutama apabila keputusan tersebut 
memengaruhi hak atau kepentingan mereka. 
Perkembangan teknologi tersebut menuntut 
hukum untuk memikirkan kembali hubungan 
antara manusia, mesin, dan tanggung jawab 
hukum (Yu, 2025). 

Persoalan menjadi semakin rumit ketika 
sistem tidak mudah dijelaskan kepada pengguna. 
Algoritma dapat bekerja melalui proses yang 
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kompleks dan tidak selalu mudah dipahami oleh 
orang yang terkena dampaknya. Keadaan 
tersebut dapat menciptakan persoalan opacity, 
yaitu kondisi ketika seseorang mengetahui hasil 
keputusan tetapi tidak mengetahui secara jelas 
bagaimana keputusan tersebut dihasilkan. 
Dalam sistem hukum, persoalan semacam ini 
menjadi penting karena keputusan yang 
memengaruhi seseorang seharusnya dapat 
dipertanggungjawabkan. Teknologi karena itu 
membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga 
transparansi dan akuntabilitas (Ahmad dkk., 
2025; Yu, 2025). 

Big data juga mengubah hubungan antara 
individu dan hukum. Aktivitas sehari-hari 
menghasilkan data dalam jumlah besar. Data 
transaksi, lokasi, kebiasaan penggunaan aplikasi, 
preferensi konsumen, dan interaksi digital dapat 
dikumpulkan dan dianalisis. Informasi tersebut 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
pelayanan dan efisiensi, tetapi sekaligus 
menimbulkan risiko terhadap privasi. Individu 
dapat kehilangan kendali atas informasi tentang 
dirinya apabila data dikumpulkan dan 
digunakan tanpa perlindungan yang memadai. 
Hukum perlu menetapkan batas mengenai 
pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan 
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penggunaan data (Ahmad dkk., 2025; Mujiono & 
Ticualu, 2025). 

Perubahan digital juga terlihat dalam 
dunia kerja. Pekerjaan dapat dilakukan secara 
jarak jauh atau melalui platform. Hubungan 
antara pekerja dan pemberi kerja menjadi lebih 
fleksibel, tetapi fleksibilitas tersebut dapat 
membuat batas hubungan kerja menjadi kabur. 
Ketika seseorang memperoleh penghasilan 
melalui sebuah platform, misalnya, apakah 
hubungan tersebut harus dipahami sebagai 
hubungan kerja, kemitraan, atau bentuk 
hubungan baru? Pertanyaan tersebut 
menunjukkan bahwa perkembangan teknologi 
dapat membuat kategori hukum lama tidak lagi 
sepenuhnya menggambarkan kenyataan sosial. 

Sistem peradilan menghadapi perubahan 
yang serupa. Dokumen perkara dapat 
disampaikan secara elektronik, proses 
administrasi dapat dilakukan melalui sistem 
daring, dan penyelesaian sengketa dapat 
menggunakan online dispute resolution. 
Perubahan ini memiliki manfaat besar karena 
mengurangi biaya dan hambatan geografis. 
Namun, digitalisasi juga dapat menciptakan 
kesenjangan apabila masyarakat tidak memiliki 
akses teknologi yang memadai. Sistem hukum 
modern karena itu perlu menjaga agar 
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digitalisasi tidak menghilangkan hak masyarakat 
yang memiliki keterbatasan teknologi 
(Allahrakha dkk., 2026; Mujiono & Ticualu, 
2025). 

Persoalan digital divide menjadi semakin 
penting ketika layanan hukum sepenuhnya 
dipindahkan ke ruang digital. Tidak semua orang 
memiliki perangkat yang memadai, koneksi 
internet yang stabil, atau kemampuan 
menggunakan teknologi. Masyarakat lanjut usia, 
kelompok berpenghasilan rendah, atau 
masyarakat di wilayah dengan infrastruktur 
digital terbatas dapat menghadapi hambatan 
yang lebih besar. Digitalisasi yang tidak 
memperhatikan persoalan tersebut justru dapat 
menciptakan bentuk ketidakadilan baru. Karena 
itu, modernisasi hukum perlu tetap 
menyediakan mekanisme yang dapat digunakan 
oleh masyarakat dengan kemampuan teknologi 
yang berbeda-beda. 

Globalisasi memperumit persoalan 
yurisdiksi. Seseorang dapat melakukan transaksi 
dengan pihak yang berada di negara lain melalui 
sebuah platform yang server-nya berada di 
negara ketiga. Ketika terjadi sengketa, 
pertanyaan mengenai hukum mana yang berlaku 
dan pengadilan mana yang memiliki 
kewenangan menjadi tidak sederhana. Pilihan 
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hukum, pengakuan putusan, perlindungan 
konsumen, dan pelaksanaan kontrak menjadi 
persoalan yang perlu diperhatikan. Hubungan 
hukum lintas batas menuntut adanya kerja sama 
dan koordinasi yang lebih kuat antarnegara 
(Anggraeni dkk., 2025; Kitov & Kartsev, 2025). 

Kontrak digital memperlihatkan 
bagaimana teknologi mengubah cara hubungan 
hukum dibentuk. Para pihak tidak selalu 
membaca dokumen kontrak secara langsung. 
Persetujuan dapat diberikan melalui klik, tanda 
tangan elektronik, atau mekanisme digital 
lainnya. Ketika sengketa muncul, persoalan 
mengenai bukti persetujuan dan keabsahan 
kontrak menjadi penting. Sistem hukum perlu 
memastikan bahwa efisiensi transaksi digital 
tidak menghilangkan perlindungan terhadap 
pihak yang memiliki posisi lebih lemah (E. P. B. 
Sari dkk., 2026; Wang dkk., 2024). 

Digitalisasi juga mengubah cara negara 
menjalankan pelayanan publik. Informasi dapat 
diberikan secara daring, pengaduan dapat 
disampaikan melalui platform, dan administrasi 
dapat dilakukan secara elektronik. Kondisi ini 
berpotensi meningkatkan transparansi dan 
efisiensi. Namun, semakin banyak layanan 
dipindahkan ke sistem digital, semakin besar 
pula kebutuhan terhadap keamanan dan 
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perlindungan data. Negara harus mampu 
memastikan bahwa digitalisasi pelayanan tidak 
mengubah masyarakat menjadi sekadar 
kumpulan data yang dapat diproses tanpa batas. 

Pada akhirnya, evolusi sistem hukum 
modern tidak dapat diukur hanya dari jumlah 
teknologi yang digunakan. Digitalisasi dokumen 
dan pelayanan belum tentu menunjukkan 
perubahan mendasar apabila cara berpikir 
hukum tetap sama. Transformasi hukum yang 
sesungguhnya terjadi ketika teknologi 
digunakan untuk meningkatkan akses terhadap 
keadilan, memperkuat transparansi, 
mempercepat pelayanan, dan meningkatkan 
akuntabilitas. Teknologi harus ditempatkan 
sebagai instrumen hukum, bukan sebagai tujuan 
itu sendiri. 

3. Rekonstruksi dan Masa Depan Sistem Hukum 
dalam Masyarakat Transformatif 

Pertanyaan mengenai masa depan sistem 
hukum pada dasarnya merupakan pertanyaan 
mengenai kemampuan hukum menghadapi 
sesuatu yang belum sepenuhnya diketahui. 
Masyarakat akan terus berubah, sementara 
perkembangan teknologi dapat menghasilkan 
bentuk hubungan sosial yang belum pernah ada 
sebelumnya. Jika hukum hanya menunggu 
persoalan muncul, respons yang diberikan dapat 
terlambat. Sistem hukum karena itu perlu 
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memiliki kemampuan untuk mengantisipasi 
perubahan tanpa mengorbankan kepastian 
hukum. 

Pendekatan anticipatory governance 
menjadi penting dalam situasi tersebut. Hukum 
perlu melihat bukan hanya persoalan yang telah 
terjadi, tetapi juga risiko yang mungkin muncul. 
Kecerdasan buatan merupakan contoh yang 
jelas. Ketika suatu teknologi digunakan secara 
luas, dampaknya mungkin baru terlihat setelah 
masyarakat menggunakannya. Pembentuk 
hukum perlu memiliki kemampuan untuk 
memetakan risiko sejak awal agar inovasi dapat 
berkembang dalam batas yang dapat 
dipertanggungjawabkan (Kandia & Wiryawan, 
2025). 

Namun, antisipasi tidak berarti bahwa 
hukum harus mengatur seluruh kemungkinan 
masa depan. Regulasi yang terlalu ketat dapat 
menghambat inovasi. Sebaliknya, ketiadaan 
regulasi dapat membuka ruang bagi 
penyalahgunaan. Di antara dua keadaan tersebut 
terdapat kebutuhan untuk menciptakan 
mekanisme yang memungkinkan teknologi 
berkembang sekaligus dapat diawasi. Regulatory 

sandbox dapat menjadi salah satu instrumen 
karena inovasi dapat diuji dalam lingkungan 
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yang terkendali sebelum diterapkan secara luas 
(Kandia & Wiryawan, 2025). 

Reformasi sistem hukum juga harus 
menyentuh kelembagaan. Perubahan regulasi 
tidak akan menghasilkan perubahan yang 
berarti apabila lembaga yang menjalankan 
hukum tidak memiliki kapasitas yang memadai. 
Aparat penegak hukum perlu memahami 
teknologi, bukti digital, pola kejahatan baru, dan 
bentuk hubungan ekonomi yang berkembang. 
Pengadilan perlu memiliki infrastruktur yang 
mendukung pelayanan digital. Lembaga 
pembentuk kebijakan membutuhkan 
kemampuan membaca perubahan sosial. Dengan 
demikian, rekonstruksi hukum harus mencakup 
norma dan institusi secara bersamaan 
(Judijanto, 2026; Mustafa dkk., 2025). 

Masa depan sistem hukum juga harus 
menempatkan manusia sebagai pusat. 
Perkembangan teknologi sering dinilai 
berdasarkan kecepatan dan efisiensi. Dalam 
hukum, ukuran tersebut belum cukup. Sistem 
yang cepat tetapi menghasilkan keputusan yang 
diskriminatif tidak dapat disebut sebagai sistem 
hukum yang baik. Teknologi harus memberikan 
manfaat bagi manusia dan tetap tunduk pada 
prinsip perlindungan hak asasi manusia(Nggilu 
dkk., 2025; Yu, 2025). 
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Keadilan substantif menjadi semakin 
penting dalam konteks tersebut. Kepastian 
hukum memang dibutuhkan agar masyarakat 
dapat memperkirakan akibat dari suatu 
tindakan. Namun, penerapan aturan secara kaku 
tidak selalu menghasilkan keadilan. Sistem 
hukum harus memperhatikan dampak aturan 
terhadap kondisi nyata masyarakat. Hukum 
progresif memberikan dasar pemikiran bahwa 
hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana 
untuk mencapai keadilan bagi manusia, bukan 
sekadar sistem yang harus ditaati secara 
mekanis (Ikhsan dkk., 2025; Nggilu dkk., 2025). 

Partisipasi masyarakat merupakan 
bagian penting dari sistem hukum yang akan 
datang. Masyarakat memiliki pengalaman yang 
tidak selalu dapat diketahui oleh pembentuk 
kebijakan. Pekerja dapat menjelaskan persoalan 
hubungan kerja, konsumen dapat menunjukkan 
masalah transaksi digital, dan komunitas dapat 
memperlihatkan dampak suatu kebijakan 
terhadap lingkungan mereka. Pengalaman 
tersebut dapat memperkaya proses 
pembentukan hukum. Masyarakat perlu 
diposisikan sebagai pihak yang ikut membentuk 
keadilan, bukan hanya sebagai penerima 
keputusan hukum (A. R. Ismail dkk., 2025). 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 80 

 

Partisipasi juga berfungsi sebagai 
mekanisme pengawasan. Ketika masyarakat 
memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, 
sistem hukum memperoleh kesempatan untuk 
memperbaiki kelemahannya. Organisasi 
masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas 
dapat membantu mengidentifikasi aturan yang 
tidak efektif atau menimbulkan dampak yang 
tidak diinginkan. Hubungan semacam ini 
memperkuat legitimasi karena masyarakat 
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam 
proses yang memengaruhi kehidupan mereka 
(A. R. Ismail dkk., 2025). 

Perlindungan hak asasi manusia harus 
menjadi batas dalam penggunaan teknologi. 
Sistem pengawasan, pengumpulan data, 
kecerdasan buatan, dan analisis algoritmik dapat 
digunakan untuk meningkatkan keamanan dan 
pelayanan. Namun, kemampuan tersebut juga 
dapat disalahgunakan. Hukum perlu 
menyediakan mekanisme pengawasan, 
transparansi, hak untuk mengetahui, dan 
mekanisme keberatan. Semakin besar 
kemampuan teknologi dalam memengaruhi 
kehidupan seseorang, semakin penting pula 
pertanggungjawaban hukum atas 
penggunaannya (Ahmad dkk., 2025; Yu, 2025). 
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Sistem hukum masa depan juga 
cenderung bersifat multi-level. Persoalan digital, 
perdagangan internasional, perlindungan data, 
migrasi, dan berbagai persoalan global lainnya 
tidak dapat selalu diselesaikan hanya melalui 
hukum nasional. Dibutuhkan hubungan antara 
aturan lokal, nasional, regional, dan 
internasional. Namun, hubungan tersebut tetap 
perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan 
nilai masyarakat. Harmonisasi tidak boleh 
dipahami sebagai penghapusan seluruh 
perbedaan, tetapi sebagai upaya menemukan 
titik temu agar sistem hukum dapat bekerja 
secara efektif dalam hubungan lintas batas 
(Kitov & Kartsev, 2025; Mustafa dkk., 2025). 

Penyelesaian sengketa juga akan 
mengalami perubahan. Pengadilan tetap 
memiliki kedudukan penting, tetapi mekanisme 
lain seperti mediasi, arbitrase, dan online dispute 

resolution dapat berkembang lebih luas. 
Mekanisme tersebut dapat memberikan pilihan 
yang lebih cepat dan fleksibel bagi masyarakat. 
Namun, fleksibilitas tetap harus disertai jaminan 
terhadap keadilan prosedural. Teknologi tidak 
boleh digunakan untuk mempercepat proses 
dengan mengorbankan hak para pihak 
(Allahrakha dkk., 2026; E. P. B. Sari dkk., 2026). 
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Hukum masa depan juga harus mampu 
mempertahankan hubungan dengan living law. 
Masyarakat memiliki norma dan mekanisme 
penyelesaian yang berkembang melalui 
pengalaman sosial. Modernisasi hukum tidak 
berarti seluruh norma tersebut harus 
ditinggalkan. Dalam batas tertentu, hukum 
formal dapat berinteraksi dengan norma yang 
hidup di masyarakat selama tetap sesuai dengan 
prinsip keadilan dan hak asasi manusia. 
Pendekatan tersebut membuat hukum lebih 
dekat dengan realitas sosial. 

Evaluasi regulasi menjadi semakin 
penting dalam sistem hukum yang dinamis. 
Sebuah aturan tidak boleh dianggap selesai 
hanya karena telah disahkan. Setelah diterapkan, 
perlu dilihat apakah aturan tersebut mencapai 
tujuan yang ditetapkan. Apabila menimbulkan 
dampak yang tidak diinginkan, hukum harus 
memiliki kemampuan untuk melakukan koreksi. 
Dengan demikian, sistem hukum dapat belajar 
dari pengalaman dan tidak mengulangi 
kesalahan yang sama. 

Sistem hukum yang adaptif bukan berarti 
sistem hukum yang mudah berubah. Adaptasi 
justru membutuhkan kemampuan membedakan 
antara prinsip yang harus dipertahankan dan 
mekanisme yang dapat disesuaikan. Kepastian 
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hukum, keadilan, perlindungan hak, dan 
akuntabilitas merupakan prinsip yang harus 
tetap dijaga. Sementara itu, prosedur, teknologi, 
bentuk pelayanan, dan mekanisme penyelesaian 
sengketa dapat dikembangkan mengikuti 
kebutuhan masyarakat (Ikhsan dkk., 2025; 
Suratno, 2025). 

Dengan demikian, rekonstruksi sistem 
hukum masa depan membutuhkan perubahan 
pada beberapa lapisan sekaligus. Norma harus 
diperbarui, lembaga harus diperkuat, teknologi 
harus dimanfaatkan, masyarakat harus 
dilibatkan, dan perlindungan hak harus dijamin. 
Perubahan yang hanya dilakukan pada satu 
unsur tidak akan cukup menghadapi 
kompleksitas masyarakat transformatif. Sistem 
hukum harus bekerja sebagai satu kesatuan yang 
mampu merespons perubahan sosial secara 
terukur dan berkelanjutan. 
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BAB IV 

BUDAYA HUKUM DALAM 

MASYARAKAT DIGITAL 

 
Perubahan teknologi digital tidak hanya 

mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, 
dan melakukan transaksi, tetapi juga mengubah cara 
masyarakat berhubungan dengan hukum. Hukum yang 
sebelumnya banyak dipahami melalui lembaga formal 
seperti pengadilan, kepolisian, kantor pemerintahan, 
sekolah, atau media massa, kini juga hadir melalui mesin 
pencari, media sosial, platform digital, forum daring, dan 
berbagai bentuk komunikasi elektronik. Masyarakat 
dapat memperoleh informasi mengenai aturan hukum 
dalam hitungan detik, membicarakan suatu kasus secara 
terbuka, memberikan penilaian terhadap lembaga 
hukum, bahkan membentuk opini mengenai apakah 
suatu tindakan dianggap benar atau salah. Perubahan 
tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum tidak lagi 
berkembang hanya di ruang-ruang institusional, tetapi 
juga di ruang digital yang bersifat terbuka, cepat, dan 
partisipatif (Gavrilova & Bokov, 2025; Mustafa dkk., 
2025; Sholehudin, 2025).  

Ruang digital kemudian menjadi bagian dari 
kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari 
pembentukan nilai dan perilaku hukum. Seseorang dapat 
mengetahui haknya sebagai konsumen melalui unggahan 
media sosial, memahami prosedur hukum melalui video 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 85 

 

edukasi, atau mengetahui adanya perubahan regulasi 
melalui pemberitaan digital. Pada saat yang sama, 
seseorang juga dapat menerima informasi yang keliru, 
mengikuti pendapat yang tidak memiliki dasar hukum, 
atau membentuk penilaian terhadap suatu perkara 
hanya berdasarkan informasi yang sedang viral. Keadaan 
tersebut memperlihatkan adanya perubahan dalam 
proses pembentukan persepsi hukum masyarakat. 
Otoritas pengetahuan hukum menjadi lebih tersebar dan 
tidak lagi sepenuhnya berada pada institusi formal. 

Budaya hukum dalam masyarakat digital karena 
itu perlu dipahami sebagai proses sosial yang terus 
berkembang. Masyarakat tidak hanya menerima hukum, 
tetapi juga menafsirkan, mendiskusikan, mengkritik, dan 
mempraktikkannya melalui berbagai ruang digital. 
Perubahan ini memiliki sisi positif karena masyarakat 
memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk 
berpartisipasi. Namun, keterbukaan yang sama juga 
dapat menciptakan persoalan ketika informasi hukum 
disederhanakan secara berlebihan, dipelintir untuk 
kepentingan tertentu, atau disebarkan tanpa 
mempertimbangkan konteks. Tantangan utama budaya 
hukum digital bukan hanya membuat masyarakat 
mengetahui hukum, tetapi membangun kemampuan 
untuk memahami hukum secara tepat dan bertanggung 
jawab. 
1. Budaya Hukum dan Perubahan Perilaku 

Masyarakat Digital 
Budaya hukum pada dasarnya 

menggambarkan cara masyarakat memandang 
hukum, memberikan nilai terhadap hukum, dan 
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menjadikan hukum sebagai bagian dari perilaku 
sehari-hari. Hukum tidak akan sepenuhnya bekerja 
hanya karena terdapat aturan tertulis. Sebuah aturan 
membutuhkan masyarakat yang memahami 
keberadaannya, menganggapnya memiliki legitimasi, 
dan bersedia menyesuaikan perilakunya. Dalam 
masyarakat digital, proses tersebut berlangsung 
dalam lingkungan yang berbeda. Informasi hukum 
dapat diterima melalui berbagai sumber, persepsi 
dapat terbentuk melalui interaksi daring, dan 
pengalaman masyarakat terhadap hukum dapat 
dibagikan secara luas. Budaya hukum kemudian 
menjadi bagian dari dinamika komunikasi digital 
(Gavrilova & Bokov, 2025; Sholehudin, 2025). 

Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara 
masyarakat memperoleh informasi mengenai 
hukum. Seseorang yang menghadapi masalah 
konsumen, misalnya, tidak selalu datang ke lembaga 
perlindungan konsumen atau berkonsultasi langsung 
dengan ahli hukum. Ia dapat terlebih dahulu mencari 
informasi melalui mesin pencari, menonton video, 
membaca pengalaman pengguna lain, atau bertanya 
dalam komunitas daring. Pola ini memberikan 
kemudahan karena informasi hukum menjadi lebih 
mudah dijangkau. Akan tetapi, kemudahan 
memperoleh informasi tidak selalu sama dengan 
kemampuan memahami informasi. Informasi yang 
paling mudah ditemukan belum tentu merupakan 
informasi yang paling akurat. 

Media sosial juga mengubah hubungan 
antara masyarakat dan otoritas hukum. Dahulu, 
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masyarakat mungkin memperoleh penjelasan 
mengenai suatu kebijakan melalui pernyataan resmi 
pemerintah atau pemberitaan media massa. 
Sekarang, informasi tersebut dapat disampaikan 
langsung melalui akun lembaga, kemudian 
dikomentari, dibagikan, dan diperdebatkan oleh 
masyarakat. Lembaga hukum tidak lagi sepenuhnya 
mengendalikan cara informasi diterima oleh publik. 
Setelah suatu informasi dipublikasikan, masyarakat 
dapat memberikan interpretasi dan membentuk 
narasi alternatif. Kondisi tersebut menjadikan 
komunikasi hukum semakin terbuka, tetapi sekaligus 
meningkatkan tuntutan terhadap kemampuan 
institusi dalam menjaga kepercayaan publik 
(Sholehudin, 2025). 

Perubahan perilaku juga terjadi karena 
masyarakat semakin terbiasa memberikan respons 
secara langsung terhadap suatu peristiwa hukum. 
Kasus tertentu dapat menjadi pembicaraan publik 
hanya dalam beberapa jam. Masyarakat memberikan 
komentar, menyampaikan pendapat, membagikan 
informasi, bahkan melakukan tekanan melalui media 
sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat 
digital memiliki kemampuan mobilisasi yang lebih 
besar dibandingkan masyarakat yang hanya 
mengandalkan komunikasi konvensional. Aktivitas 
digital dapat menjadi sarana partisipasi sosial, tetapi 
dapat pula berubah menjadi tekanan massa apabila 
dilakukan tanpa verifikasi dan pertimbangan hukum. 

Budaya hukum digital juga dipengaruhi oleh 
identitas masyarakat sebagai warga digital. Identitas 
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tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan 
menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga 
dengan nilai, tanggung jawab, kompetensi, dan 
perilaku ketika berada di ruang digital. Seorang 
warga digital perlu memahami bahwa tindakan yang 
dilakukan secara daring tetap memiliki konsekuensi 
sosial dan hukum. Mengunggah informasi, 
memberikan komentar, menyebarkan gambar, 
membagikan data pribadi, atau membuat konten 
tertentu bukan sekadar aktivitas komunikasi. Setiap 
tindakan tersebut dapat memengaruhi orang lain dan 
dalam keadaan tertentu menimbulkan konsekuensi 
hukum (Gavrilova & Bokov, 2025).  

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika 
budaya digital mempertemukan masyarakat dengan 
aktor komersial. Platform digital tidak hanya 
menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga memiliki 
aturan internal yang menentukan bagaimana 
pengguna dapat berinteraksi. Ketentuan 
penggunaan, kebijakan privasi, sistem rekomendasi, 
mekanisme moderasi, dan prosedur penghapusan 
konten dapat memengaruhi perilaku pengguna. 
Dengan demikian, pengguna tidak hanya berhadapan 
dengan hukum negara, tetapi juga dengan norma 
yang dibuat oleh platform. Hubungan antara warga, 
negara, dan perusahaan teknologi kemudian 
membentuk lingkungan normatif yang semakin 
kompleks (Fadzilah dkk., 2025; Pangrazio & Sefton-
Green, 2021). 

Dalam kondisi tersebut, kepercayaan 
menjadi unsur penting. Masyarakat dapat 
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mengetahui suatu aturan, tetapi belum tentu 
mematuhinya apabila mereka tidak percaya 
terhadap institusi yang membuat atau menegakkan 
aturan tersebut. Sebaliknya, kepercayaan terhadap 
institusi dapat memperkuat penerimaan terhadap 
hukum. Kepercayaan tersebut dibentuk melalui 
pengalaman masyarakat, konsistensi penegakan, 
keterbukaan informasi, dan kemampuan lembaga 
menjelaskan kebijakan secara masuk akal. Dalam 
masyarakat digital, pengalaman tersebut dapat 
dengan cepat menyebar sehingga reputasi sebuah 
lembaga tidak hanya ditentukan oleh tindakan 
resminya, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat 
membicarakan tindakan tersebut (De Brito Siga 
Nono dkk., 2026; Mustafa dkk., 2025). 

Budaya hukum digital juga menghadapi 
persoalan disinformasi. Informasi yang salah dapat 
disebarkan dengan sangat cepat dan memperoleh 
perhatian yang lebih besar daripada informasi resmi. 
Masyarakat dapat mempercayai suatu klaim hukum 
hanya karena klaim tersebut disampaikan berulang 
kali atau memperoleh banyak tanggapan. Situasi ini 
dapat memengaruhi kesadaran hukum karena 
masyarakat membangun pemahaman berdasarkan 
informasi yang belum tentu benar. Tantangannya 
bukan sekadar menghapus informasi yang salah, 
tetapi membangun kemampuan masyarakat untuk 
menilai sumber, konteks, dan kredibilitas informasi 
hukum (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Sholehudin, 
2025). 
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Perubahan budaya hukum juga dapat dilihat 
dari meningkatnya keberanian masyarakat untuk 
mempertanyakan keputusan lembaga. Kritik 
terhadap kebijakan pemerintah, pelayanan publik, 
atau tindakan aparat dapat disampaikan secara 
terbuka melalui media sosial. Dalam perspektif 
budaya hukum, perkembangan tersebut tidak selalu 
harus dipandang sebagai ancaman terhadap 
ketertiban. Kritik dapat menjadi bagian dari 
partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan 
terhadap kekuasaan. Persoalannya terletak pada 
bagaimana kritik tersebut disampaikan dan 
bagaimana lembaga meresponsnya. Budaya hukum 
yang sehat bukan budaya yang menghilangkan kritik, 
melainkan budaya yang memungkinkan kritik 
berlangsung dalam kerangka hukum dan tanggung 
jawab sosial. 

Dengan demikian, perubahan perilaku 
masyarakat digital menunjukkan bahwa budaya 
hukum telah bergerak dari pola yang relatif 
institusional menuju pola yang lebih partisipatif dan 
tersebar. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima 
aturan, tetapi juga menjadi pihak yang memproduksi 
opini, mengawasi institusi, dan membentuk persepsi 
hukum. Perubahan tersebut memberikan peluang 
bagi penguatan budaya hukum, tetapi juga membawa 
risiko berupa salah tafsir, disinformasi, dan krisis 
kepercayaan. Oleh sebab itu, pembangunan budaya 
hukum digital harus memperhatikan hubungan 
antara pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan 
perilaku masyarakat. 
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2. Literasi Hukum Digital, Kesadaran Hukum, dan 
Kepatuhan Masyarakat 

Literasi hukum digital tidak dapat disamakan 
dengan kemampuan membaca peraturan. Seseorang 
dapat mengetahui bahwa terdapat aturan mengenai 
perlindungan data pribadi, tetapi belum tentu 
memahami bagaimana data pribadinya 
dikumpulkan, digunakan, disimpan, atau dibagikan. 
Demikian pula, seseorang dapat mengetahui bahwa 
penipuan digital merupakan tindakan yang dilarang, 
tetapi belum tentu mampu mengenali pola penipuan 
ketika mengalaminya sendiri. Literasi hukum digital 
karena itu mencakup kemampuan memahami aturan 
sekaligus kemampuan menerapkannya dalam situasi 
nyata (De Brito Siga Nono dkk., 2026; Sholehudin, 
2025; Wulandari dkk., 2025).  

Bayangkan seseorang menerima pesan yang 
meminta kode verifikasi akun dengan alasan 
tertentu. Persoalannya tidak cukup diselesaikan 
dengan mengetahui bahwa pencurian data dilarang. 
Ia perlu memahami bahwa kode tersebut merupakan 
informasi yang bersifat sensitif, mampu mengenali 
tanda-tanda manipulasi, mengetahui tindakan yang 
harus dilakukan, dan memahami ke mana harus 
melapor apabila menjadi korban. Di sinilah literasi 
hukum digital memiliki dimensi praktis. 
Pengetahuan hukum harus mampu berubah menjadi 
kemampuan mengambil keputusan. 

Hal yang sama berlaku dalam transaksi 
elektronik. Konsumen sering kali hanya melihat 
harga, promosi, dan kemudahan pembayaran tanpa 
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memperhatikan ketentuan penggunaan layanan. 
Padahal, dalam transaksi digital terdapat berbagai 
ketentuan mengenai pembatalan, pengembalian 
barang, penggunaan data, pembayaran, dan 
penyelesaian sengketa. Ketika konsumen tidak 
memahami hak dan kewajibannya, posisi tawarnya 
menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen digital 
karena itu membutuhkan masyarakat yang tidak 
hanya mengetahui keberadaan hukum, tetapi mampu 
menggunakan hukum untuk melindungi 
kepentingannya (Fadzilah dkk., 2025; Mansawan 
dkk., 2025; Panjaitan dkk., 2025). 

Kesadaran hukum berkembang melalui 
pengalaman. Seseorang mungkin baru memahami 
pentingnya perlindungan data setelah mengalami 
kebocoran data. Seseorang mungkin baru 
mengetahui hak konsumen setelah mengalami 
kerugian dalam transaksi. Pengalaman semacam itu 
menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak selalu 
terbentuk melalui pendidikan formal. Lingkungan 
sosial, pengalaman pribadi, media, keluarga, sekolah, 
institusi, dan komunitas digital semuanya dapat 
memengaruhi cara seseorang memahami hukum. 

Namun, pengetahuan dan pengalaman tetap 
belum menjamin kepatuhan. Seseorang dapat 
mengetahui bahwa suatu tindakan dilarang tetapi 
tetap melakukannya. Dalam keadaan lain, seseorang 
dapat mematuhi hukum karena takut terhadap 
sanksi, bukan karena menganggap aturan tersebut 
benar. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa 
takut cenderung rapuh. Budaya hukum yang lebih 
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kuat terbentuk ketika masyarakat memahami alasan 
suatu aturan, melihat manfaatnya, dan percaya 
bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil (De 
Brito Siga Nono dkk., 2026; Wulandari dkk., 2025). 

Kepercayaan terhadap institusi menjadi 
jembatan antara pengetahuan dan kepatuhan. Ketika 
masyarakat percaya bahwa lembaga hukum bekerja 
secara adil dan transparan, mereka lebih mungkin 
menggunakan saluran resmi ketika menghadapi 
masalah. Sebaliknya, ketika kepercayaan rendah, 
masyarakat dapat memilih menyelesaikan masalah 
melalui tekanan publik, media sosial, atau cara 
informal lainnya. Dalam konteks digital, kondisi 
tersebut dapat berkembang dengan cepat karena 
masyarakat memiliki banyak pilihan untuk 
menyampaikan keluhan. 

Pendidikan menjadi salah satu sarana 
penting untuk membangun literasi hukum digital. 
Pendidikan tidak harus selalu dilakukan melalui 
pembelajaran formal. Lembaga pemerintah dapat 
menyediakan informasi hukum yang mudah 
dipahami, perguruan tinggi dapat mengembangkan 
program literasi, sekolah dapat memperkenalkan 
hak dan tanggung jawab digital, sedangkan 
masyarakat sipil dapat membangun komunitas 
edukasi. Edukasi publik yang sistematis dan 
kolaboratif diperlukan agar masyarakat memiliki 
kemampuan menghadapi risiko hukum digital 
(Mansawan dkk., 2025). 

Informasi hukum juga perlu disampaikan 
dengan bahasa yang dapat dipahami masyarakat. 
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Peraturan sering kali menggunakan istilah teknis 
yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Jika 
informasi hukum hanya disajikan dalam bentuk 
dokumen formal, sebagian masyarakat mungkin 
tidak mampu menggunakannya secara efektif. 
Penyederhanaan bahasa bukan berarti mengurangi 
ketepatan hukum. Justru informasi hukum yang jelas 
dapat membantu masyarakat memahami hak dan 
kewajibannya tanpa kehilangan substansi. 

Literasi hukum digital juga berkaitan dengan 
digital citizenship. Warga digital tidak hanya 
memiliki hak untuk memperoleh informasi dan 
berkomunikasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab 
dalam menggunakan ruang digital. Hak kebebasan 
berekspresi, misalnya, perlu dijalankan dengan 
mempertimbangkan hak orang lain. Hak mengakses 
informasi perlu disertai kemampuan membedakan 
informasi yang dapat dipercaya dan informasi yang 
menyesatkan. Dengan demikian, digital citizenship 
mempertemukan hak, tanggung jawab, literasi, dan 
partisipasi dalam satu kerangka perilaku digital 
(Pangrazio & Sefton-Green, 2021). 

Mekanisme institusional juga menentukan 
tingkat kepatuhan. Masyarakat akan lebih mudah 
menjalankan hak apabila tersedia prosedur yang 
sederhana untuk menyampaikan pengaduan, 
menyelesaikan sengketa, atau memperoleh 
informasi. Online dispute resolution atau ODR, 
misalnya, dapat memberikan alternatif penyelesaian 
sengketa yang lebih mudah diakses. Harmonisasi 
regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan 
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data juga dapat memperkuat kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem digital (Adu, 2026; 
Panjaitan dkk., 2025). 

Dengan demikian, membangun kepatuhan 
masyarakat digital tidak cukup dilakukan melalui 
ancaman sanksi. Strategi tersebut perlu dilengkapi 
dengan pendidikan, akses informasi, pengalaman 
pelayanan yang baik, kepercayaan terhadap institusi, 
dan mekanisme perlindungan yang mudah 
digunakan. Kepatuhan yang lahir dari pemahaman 
dan kepercayaan akan lebih kuat dibandingkan 
kepatuhan yang hanya lahir dari ketakutan. Pada titik 
inilah literasi hukum digital menjadi bagian penting 
dari pembangunan budaya hukum. 

3. Budaya Hukum, Etika Digital, dan Tanggung 
Jawab Sosial di Ruang Siber 

Ruang digital memiliki karakter yang 
berbeda dari ruang sosial konvensional. Seseorang 
dapat berkomunikasi dengan banyak orang tanpa 
bertemu secara langsung. Jarak fisik menjadi kurang 
berarti, sedangkan informasi dapat disebarkan 
dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat 
perilaku seseorang dapat memiliki dampak yang jauh 
lebih luas. Sebuah komentar yang awalnya ditujukan 
kepada satu orang dapat dibagikan kepada ribuan 
pengguna. Sebuah informasi yang tidak benar dapat 
menyebar sebelum kebenarannya sempat diperiksa. 
Karena itu, keteraturan ruang digital tidak dapat 
hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum. 

Etika menjadi penting karena hukum tidak 
mungkin mengatur setiap tindakan manusia di ruang 
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digital. Tidak semua perilaku yang tidak etis secara 
otomatis merupakan pelanggaran hukum. Seseorang 
dapat menyampaikan komentar dengan cara yang 
kasar, misalnya, tanpa selalu memenuhi unsur suatu 
tindak pidana. Namun, perilaku tersebut tetap dapat 
merusak kualitas komunikasi dan hubungan sosial. 
Etika berfungsi memberikan pedoman mengenai 
bagaimana seseorang seharusnya bertindak ketika 
aturan hukum tidak memberikan jawaban secara 
rinci (H. B. Sari dkk., 2024; Sudi dkk., 2024).  

Etika komunikasi digital menuntut adanya 
kehati-hatian. Sebelum membagikan suatu informasi, 
seseorang perlu mempertimbangkan kebenaran, 
sumber, konteks, dan dampaknya. Kebiasaan 
membagikan informasi hanya karena judulnya 
menarik dapat menciptakan persoalan sosial. 
Demikian pula kebiasaan memberikan komentar 
tanpa membaca keseluruhan informasi dapat 
menimbulkan kesalahpahaman. Etika digital dengan 
demikian tidak hanya berbicara mengenai 
kesopanan, tetapi juga mengenai tanggung jawab 
terhadap kebenaran informasi. 

Privasi merupakan persoalan lain yang 
semakin penting. Masyarakat sering kali 
membagikan foto, lokasi, identitas, aktivitas, dan 
informasi keluarga melalui media sosial. Sebagian 
dilakukan secara sadar, tetapi sebagian lainnya 
terjadi karena pengguna tidak memahami bagaimana 
informasi tersebut dapat digunakan. Data yang 
tampak sederhana dapat menjadi sensitif ketika 
dikombinasikan dengan informasi lainnya. Oleh 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 97 

 

karena itu, penghormatan terhadap privasi harus 
menjadi bagian dari budaya hukum digital (Sudi dkk., 
2024). 

Cyberbullying memperlihatkan bagaimana 
perilaku digital dapat berdampak terhadap 
kehidupan nyata. Seseorang dapat menjadi sasaran 
penghinaan, intimidasi, atau serangan secara 
berulang melalui ruang digital. Karena komunikasi 
dilakukan melalui layar, pelaku mungkin tidak 
melihat langsung dampak yang ditimbulkan 
terhadap korban. Jarak tersebut dapat mengurangi 
empati dan membuat seseorang lebih mudah 
melakukan tindakan yang mungkin tidak akan 
dilakukan dalam interaksi tatap muka. Etika digital 
diperlukan untuk mengembalikan kesadaran bahwa 
di balik setiap akun terdapat manusia yang memiliki 
martabat dan hak. 

Kehadiran kecerdasan buatan menciptakan 
persoalan etika yang lebih kompleks. Sistem AI dapat 
menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang 
tampak meyakinkan. Teknologi tersebut dapat 
digunakan untuk tujuan pendidikan dan kreativitas, 
tetapi juga dapat digunakan untuk menghasilkan 
konten palsu. Deepfake merupakan salah satu contoh 
ketika teknologi digunakan untuk menciptakan 
representasi seseorang yang sebenarnya tidak 
pernah terjadi. Risiko tersebut semakin besar ketika 
masyarakat belum memiliki kemampuan untuk 
membedakan konten asli dan buatan teknologi 
(Ashok dkk., 2022; Kumar dkk., 2025). 
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Etika AI juga berkaitan dengan fairness, 

accountability, intelligibility, autonomy, dan 
privacy. Sistem yang digunakan untuk mengambil 
keputusan perlu memperhatikan kemungkinan bias 
dan dampaknya terhadap kelompok tertentu. 
Masyarakat juga perlu memiliki ruang untuk 
mempertanyakan keputusan yang dihasilkan oleh 
sistem. Teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk 
menghilangkan pertanggungjawaban manusia. 
Ketika AI digunakan dalam aktivitas yang 
memengaruhi hak seseorang, tetap diperlukan pihak 
yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Ashok 
dkk., 2022). 

Persoalan algoritma menunjukkan bahwa 
tanggung jawab tidak hanya berada pada pengguna. 
Platform juga memiliki tanggung jawab terhadap 
lingkungan digital yang mereka ciptakan. Sistem 
rekomendasi dapat memengaruhi informasi yang 
dilihat pengguna. Sistem moderasi dapat 
menentukan konten yang dihapus atau 
dipertahankan. Desain platform dapat mendorong 
perilaku tertentu. Oleh karena itu, budaya hukum 
digital perlu membicarakan tanggung jawab secara 
bersama antara individu, perusahaan teknologi, dan 
negara (Kumar dkk., 2025; H. B. Sari dkk., 2024). 

Pada sisi masyarakat, tanggung jawab sosial 
berarti memahami bahwa kebebasan digital memiliki 
konsekuensi. Kebebasan berbicara tidak berarti 
bebas dari tanggung jawab. Kebebasan mengakses 
informasi tidak berarti bebas menggunakan data 
orang lain. Kemampuan membuat konten tidak 
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berarti seseorang bebas menghasilkan konten yang 
merugikan pihak lain. Hak dan tanggung jawab harus 
berjalan bersama agar ruang digital tidak berubah 
menjadi ruang tanpa norma. 

Pada sisi platform, tanggung jawab sosial 
berkaitan dengan desain dan tata kelola. Platform 
perlu menyediakan mekanisme pelaporan, 
perlindungan data, moderasi yang transparan, dan 
prosedur untuk menangani keluhan. Pengguna perlu 
mengetahui bagaimana keputusan moderasi dibuat 
dan bagaimana mereka dapat mengajukan 
keberatan. Transparansi tersebut penting untuk 
menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa 
kekuasaan privat yang dimiliki platform tidak 
digunakan secara sewenang-wenang. 

Dengan demikian, etika digital bukan 
pengganti hukum. Etika dan hukum memiliki fungsi 
yang berbeda tetapi saling melengkapi. Hukum 
memberikan batas formal dan sanksi, sedangkan 
etika membantu membentuk perilaku sebelum 
pelanggaran terjadi. Masyarakat yang memiliki etika 
digital yang kuat tidak harus menunggu adanya 
ancaman sanksi untuk bertindak benar. Mereka 
memiliki kesadaran bahwa perilaku yang dilakukan 
di ruang digital dapat memengaruhi orang lain. 

Keteraturan ruang siber akhirnya 
bergantung pada pertemuan tiga unsur: norma 
hukum, norma sosial, dan tanggung jawab individu. 
Ketiganya perlu berjalan secara seimbang. Hukum 
tanpa etika dapat menghasilkan masyarakat yang 
hanya patuh ketika diawasi. Etika tanpa hukum dapat 
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kehilangan kekuatan ketika menghadapi tindakan 
yang serius. Sementara itu, hukum dan etika tanpa 
tanggung jawab individu akan sulit diterapkan dalam 
lingkungan digital yang sangat luas. 

4. Transformasi Budaya Hukum dan Penguatan Tata 
Kelola Masyarakat Digital 

Budaya hukum digital tidak terbentuk 
dengan sendirinya. Ia membutuhkan lingkungan 
kelembagaan yang mampu mendukung masyarakat 
untuk memahami, menggunakan, dan menghormati 
hukum. Karena itu, pembentukan budaya hukum 
perlu berjalan bersama dengan pengembangan tata 
kelola digital. Tata kelola yang baik tidak hanya 
berfokus pada pembuatan regulasi, tetapi juga pada 
transparansi, partisipasi, perlindungan hak, dan 
kemampuan institusi merespons perubahan (Firdaus 
dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025; Nugroho dkk., 2025).  

Negara memiliki peran penting dalam proses 
tersebut. Negara harus menyediakan regulasi yang 
mampu memberikan perlindungan sekaligus 
memberikan ruang bagi inovasi. Regulasi digital yang 
terlalu lambat dapat menciptakan kekosongan 
hukum, sedangkan regulasi yang terlalu kaku dapat 
menghambat perkembangan teknologi. Karena itu, 
pembentukan regulasi perlu dilakukan secara 
responsif dan antisipatif. Pembentuk hukum perlu 
mempertimbangkan bukan hanya persoalan yang 
sudah terjadi, tetapi juga risiko yang mungkin 
muncul dari perkembangan teknologi (Firdaus dkk., 
2025). 
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Institusi hukum juga perlu mengubah cara 
berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat 
digital membutuhkan informasi yang cepat, jelas, dan 
mudah dipahami. Institusi yang hanya 
menyampaikan informasi melalui dokumen formal 
mungkin sulit menjangkau sebagian masyarakat. 
Media sosial dapat digunakan sebagai sarana 
komunikasi hukum yang lebih terbuka. Namun, 
penggunaan media sosial oleh institusi harus tetap 
mempertahankan akurasi dan kewibawaan 
informasi. Komunikasi hukum yang aktif dapat 
membantu memperkuat kepercayaan masyarakat 
(Sholehudin, 2025; Sudi dkk., 2024). 

Kepercayaan tersebut tidak dapat dibangun 
hanya melalui komunikasi. Masyarakat juga menilai 
institusi berdasarkan pengalaman. Jika pengaduan 
tidak ditanggapi, prosedur terlalu rumit, atau 
keputusan dianggap tidak transparan, komunikasi 
yang baik tidak akan cukup. Sebaliknya, pengalaman 
positif dapat memperkuat kepercayaan. Oleh karena 
itu, pembangunan budaya hukum perlu diikuti 
perbaikan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. 

Partisipasi masyarakat menjadi unsur 
berikutnya. Dalam masyarakat digital, partisipasi 
dapat dilakukan melalui konsultasi publik, 
pengaduan elektronik, diskusi daring, pemantauan 
kebijakan, dan berbagai bentuk digital activism. 
Teknologi memberikan kesempatan bagi masyarakat 
untuk terlibat dalam proses hukum tanpa harus 
selalu hadir secara fisik. Namun, partisipasi tersebut 
membutuhkan ruang yang aman dan mekanisme 
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yang memungkinkan aspirasi masyarakat benar-
benar dipertimbangkan (Rohid dkk., 2026). 

Konsep smart city memperlihatkan 
bagaimana partisipasi, teknologi, dan hukum dapat 
dipertemukan. Kota yang menggunakan teknologi 
untuk pelayanan publik membutuhkan aturan yang 
menjamin akuntabilitas dan inklusivitas. Data 
masyarakat perlu dikelola secara aman, keputusan 
berbasis teknologi perlu dapat 
dipertanggungjawabkan, dan masyarakat perlu 
memiliki akses terhadap informasi. Teknologi tidak 
boleh hanya digunakan untuk membuat pemerintah 
bekerja lebih cepat, tetapi juga untuk membuat 
hubungan antara pemerintah dan masyarakat 
menjadi lebih transparan (Nugroho dkk., 2025). 

Pendidikan menjadi bagian yang tidak kalah 
penting. Sekolah dan perguruan tinggi dapat 
membangun budaya hukum digital sejak dini. 
Pendidikan tidak seharusnya hanya menjelaskan 
larangan dan sanksi, tetapi juga membahas hak 
digital, privasi, keamanan informasi, etika 
komunikasi, digital citizenship, dan tanggung jawab 
sosial. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan 
hukum menjadi proses pembentukan karakter warga 
digital. 

Sektor teknologi juga memiliki tanggung 
jawab. Perusahaan teknologi tidak dapat sepenuhnya 
menyerahkan persoalan etika dan hukum kepada 
negara atau pengguna. Desain platform menentukan 
bagaimana masyarakat berinteraksi, informasi 
menyebar, dan data digunakan. Karena itu, prinsip 
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hukum dan etika perlu dipertimbangkan sejak tahap 
perancangan teknologi. Pendekatan semacam ini 
membuat perlindungan tidak hanya diberikan 
setelah pelanggaran terjadi, tetapi sudah 
dipertimbangkan sejak awal. 

Masyarakat sipil dapat berperan sebagai 
penghubung antara masyarakat dan institusi. 
Organisasi masyarakat dapat membantu 
menjelaskan aturan, mendampingi korban, 
memantau kebijakan, dan memberikan kritik 
terhadap praktik yang dianggap merugikan. Dalam 
konteks digital, organisasi masyarakat juga dapat 
membantu meningkatkan literasi sehingga 
masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada 
informasi yang beredar di media sosial. 

Penguatan budaya hukum juga 
membutuhkan profesionalisasi dalam organisasi. 
Kepatuhan tidak selalu muncul karena ancaman 
sanksi. Dalam organisasi, kepatuhan dapat terbentuk 
karena adanya standar profesional, kebiasaan 
kelembagaan, tekanan dari lingkungan, dan 
kebutuhan mempertahankan legitimasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa budaya hukum digital tidak 
hanya perlu dibangun pada tingkat individu, tetapi 
juga pada tingkat organisasi dan institusi (Schrödter 
& Weißenberger, 2024). 

Tata kelola digital juga perlu memperhatikan 
kelompok yang rentan. Tidak semua masyarakat 
memiliki akses, pengetahuan, dan kemampuan 
teknologi yang sama. Apabila seluruh pelayanan 
hukum dipindahkan ke ruang digital tanpa 
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mekanisme alternatif, kelompok tertentu dapat 
kehilangan akses. Prinsip inklusivitas karena itu 
harus menjadi bagian dari desain tata kelola. 
Teknologi seharusnya mengurangi kesenjangan, 
bukan memperluasnya. 

Perlindungan hak digital juga perlu menjadi 
dasar tata kelola. Hak atas privasi, keamanan data, 
kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, 
dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
harus dipastikan dalam lingkungan digital. Hak 
tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan 
tambahan. Semakin besar ketergantungan 
masyarakat terhadap teknologi, semakin penting 
perlindungan hak digital dalam kehidupan sehari-
hari. 

Penguatan budaya hukum pada akhirnya 
memerlukan kerja sama lintas sektor. Negara 
menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan. 
Lembaga hukum menjalankan dan menegakkan 
aturan. Institusi pendidikan membangun 
pengetahuan dan karakter. Masyarakat sipil 
memperkuat partisipasi dan pengawasan. Sektor 
teknologi menyediakan inovasi dengan 
memperhatikan tanggung jawab sosial. Kerja sama 
tersebut diperlukan karena tidak ada satu aktor yang 
memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh 
persoalan masyarakat digital secara sendiri-sendiri 
(Johar dkk., 2025; Rohid dkk., 2026). 

Arah tata kelola semacam ini menunjukkan 
bahwa tujuan akhir budaya hukum digital bukan 
sekadar menghasilkan masyarakat yang takut 
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melanggar aturan. Tujuan yang lebih penting adalah 
membangun masyarakat yang memahami alasan di 
balik aturan, mengetahui haknya, menghormati hak 
orang lain, mampu menggunakan mekanisme 
hukum, dan bersedia bertanggung jawab atas 
tindakannya. Budaya hukum yang demikian lebih 
stabil karena kepatuhan tidak hanya bergantung 
pada pengawasan. 
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BAB V 

KEKUASAAN, POLITIK, DAN 

HUKUM DI TENGAH DISRUPSI 

 
Perubahan teknologi digital tidak hanya 

menghasilkan perangkat dan cara komunikasi baru, 
tetapi juga mengubah hubungan antara kekuasaan, 
politik, dan hukum. Kekuasaan yang sebelumnya relatif 
mudah dikenali melalui lembaga negara, partai politik, 
birokrasi, atau institusi ekonomi kini tersebar dalam 
jaringan yang lebih kompleks. Perusahaan teknologi 
mengendalikan platform yang digunakan jutaan orang, 
algoritma menentukan sebagian informasi yang muncul 
di hadapan pengguna, sementara masyarakat dapat 
membangun gerakan politik melalui media sosial tanpa 
harus terlebih dahulu melewati organisasi politik formal. 
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa disrupsi digital 
bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan 
perubahan terhadap cara kekuasaan diproduksi, 
didistribusikan, dan dipertahankan (Fathaigh dkk., 2021; 
Gumilar dkk., 2026; Törnberg, 2023).  

Dalam masyarakat digital, batas antara ruang 
politik dan ruang sosial semakin sulit dipisahkan. 
Aktivitas yang sebelumnya dianggap sebagai komunikasi 
sosial dapat memiliki konsekuensi politik ketika 
memperoleh perhatian publik dalam skala besar. Sebuah 
unggahan dapat berkembang menjadi gerakan advokasi, 
kritik terhadap kebijakan dapat berubah menjadi 
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tekanan politik, dan keputusan platform untuk 
menghapus suatu konten dapat memengaruhi 
perdebatan publik. Perubahan ini menunjukkan bahwa 
kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah yang 
bersifat langsung. Kekuasaan dapat bekerja melalui 
kemampuan mengatur akses, menentukan visibilitas, 
mengendalikan informasi, dan membentuk pilihan 
masyarakat. 

Hukum berada di tengah perubahan tersebut 
dalam posisi yang sangat penting. Hukum diperlukan 
untuk mengatur teknologi, tetapi pada saat yang sama 
hukum juga harus mengatur pihak-pihak yang 
menggunakan teknologi sebagai sumber kekuasaan. 
Negara membutuhkan kewenangan untuk menjaga 
keamanan, sementara masyarakat membutuhkan 
perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan 
kewenangan. Perusahaan teknologi membutuhkan ruang 
untuk berinovasi, tetapi kekuasaan yang terlalu besar 
dapat menimbulkan persoalan terhadap demokrasi, 
persaingan, dan hak masyarakat. Dengan demikian, 
persoalan hukum di era disrupsi bukan hanya bagaimana 
membuat aturan baru, melainkan bagaimana 
memastikan distribusi kekuasaan tetap berada dalam 
batas yang dapat dipertanggungjawabkan. 
1. Transformasi Kekuasaan dan Politik dalam 

Masyarakat Digital 
Kekuasaan dalam kehidupan sosial pada 

dasarnya berkaitan dengan kemampuan suatu pihak 
untuk memengaruhi tindakan, pilihan, atau perilaku 
pihak lain. Dalam masyarakat konvensional, sumber 
kekuasaan relatif mudah dikenali. Negara memiliki 
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kewenangan membuat dan menjalankan aturan, 
partai politik memiliki kemampuan mengorganisasi 
dukungan, media massa memiliki kekuatan 
membentuk opini, sedangkan perusahaan memiliki 
kekuatan ekonomi. Digitalisasi membuat sumber-
sumber tersebut saling bertemu dalam satu ruang 
yang lebih kompleks. Platform digital, data, 
algoritma, dan infrastruktur teknologi kemudian 
menjadi sumber kekuasaan baru yang dapat 
memengaruhi perilaku masyarakat (Koos, 2022; 
Törnberg, 2023). 

Perusahaan platform memiliki posisi yang 
berbeda dari perusahaan konvensional karena 
mereka tidak hanya menjual barang atau jasa. 
Platform menyediakan ruang tempat masyarakat 
berkomunikasi, memperoleh informasi, melakukan 
transaksi, dan membangun hubungan sosial. Karena 
menguasai ruang tersebut, platform memiliki 
kemampuan untuk menetapkan aturan penggunaan, 
menentukan mekanisme moderasi, mengatur 
visibilitas konten, dan mengembangkan sistem 
rekomendasi. Kekuasaan semacam ini memiliki 
karakter teknopolitik karena dijalankan melalui 
perpaduan antara teknologi, data, desain sistem, dan 
keputusan kelembagaan (Törnberg, 2023). 

Keadaan tersebut membuat platform 
memiliki fungsi yang dalam beberapa hal 
menyerupai fungsi regulatif. Pengguna yang ingin 
menggunakan suatu layanan harus menerima 
ketentuan yang ditetapkan oleh platform. Konten 
dapat dibatasi berdasarkan kebijakan internal, akun 
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dapat ditangguhkan, dan informasi tertentu dapat 
dibuat lebih atau kurang terlihat melalui sistem 
algoritmik. Keputusan tersebut dapat berdampak 
terhadap kehidupan sosial pengguna, meskipun 
keputusan tersebut tidak selalu dibuat melalui 
mekanisme politik yang sama seperti pembentukan 
peraturan negara. Ketika aktivitas sosial masyarakat 
terkonsentrasi pada sejumlah kecil platform, 
kekuasaan untuk mengatur ruang publik juga 
cenderung terkonsentrasi (Jhaver dkk., 2021; 
Törnberg, 2023). 

Konsentrasi kekuasaan digital tidak berarti 
bahwa pengguna sepenuhnya kehilangan 
kemampuan untuk melawan atau mengubah sistem. 
Algoritma dan kebijakan platform dapat 
diperdebatkan, dimanipulasi, dinegosiasikan, bahkan 
dilawan oleh pengguna dan pekerja platform. 
Kekuasaan digital karena itu bersifat relasional. 
Platform memiliki kemampuan besar untuk 
mengatur perilaku, tetapi pengguna juga memiliki 
strategi untuk beradaptasi, menghindari 
pembatasan, membangun komunitas alternatif, atau 
mengorganisasi tekanan terhadap perusahaan. 
Relasi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan 
digital selalu berada dalam proses negosiasi (Ferrari 
& Graham, 2021). 

Perubahan konfigurasi kekuasaan juga 
terlihat dalam politik. Media sosial menurunkan 
hambatan bagi masyarakat untuk menyampaikan 
pendapat dan mengorganisasi dukungan. Seseorang 
tidak harus menjadi anggota partai politik atau 
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organisasi formal untuk menyampaikan kritik 
terhadap pemerintah. Sebuah kelompok kecil dapat 
membuat kampanye, petisi, atau gerakan sosial dan 
memperoleh perhatian yang luas apabila pesannya 
berhasil menyebar. Digital activism kemudian 
menjadi salah satu bentuk baru partisipasi politik 
masyarakat (Rohid dkk., 2026; Vanie, 2025). 

Perubahan ini dapat dilihat ketika isu lokal 
berkembang menjadi perhatian nasional atau bahkan 
internasional. Informasi yang awalnya dibagikan 
oleh individu dapat memperoleh dukungan dari 
komunitas digital, kemudian diangkat oleh media 
dan menjadi perhatian pembuat kebijakan. Batas 
geografis menjadi kurang berarti karena jaringan 
digital memungkinkan orang dari berbagai wilayah 
terlibat dalam isu yang sama. Di Asia Tenggara, 
partisipasi daring bahkan semakin terhubung 
dengan pemilu, gerakan protes, advokasi hak asasi 
manusia, dan berbagai bentuk aktivitas politik lintas 
negara (Vanie, 2025). 

Kekuatan politik masyarakat digital tidak 
hanya terletak pada jumlah pengguna, tetapi juga 
pada kemampuan membangun perhatian. Dalam 
lingkungan informasi yang sangat padat, isu yang 
memperoleh perhatian tinggi memiliki kemungkinan 
lebih besar memengaruhi agenda publik. Algoritma 
platform berperan dalam proses tersebut karena 
menentukan konten yang direkomendasikan atau 
ditampilkan kepada pengguna. Akibatnya, 
kemampuan memahami cara kerja platform dapat 
menjadi sumber kekuasaan politik tersendiri. 
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Kondisi tersebut melahirkan persoalan baru. 
Teknologi yang memungkinkan masyarakat 
menyampaikan aspirasi juga dapat digunakan untuk 
memanipulasi opini publik. Disinformasi dapat 
menyebar dengan cepat, akun palsu dapat digunakan 
untuk membangun kesan dukungan, dan algoritma 
dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pesan 
tertentu. Teknologi dengan demikian memiliki dua 
sisi. Ia dapat memperluas partisipasi politik, tetapi 
juga dapat memperkuat pengawasan, manipulasi, 
dan kontrol (Rohid dkk., 2026; Vanie, 2025). 

Penguasaan data menjadi bagian penting dari 
persoalan tersebut. Data mengenai perilaku 
pengguna dapat memberikan informasi tentang 
preferensi, kebiasaan, perhatian, dan pola interaksi 
masyarakat. Ketika data dalam jumlah besar dikuasai 
oleh pihak tertentu, pihak tersebut memiliki 
kemampuan untuk memahami dan memengaruhi 
perilaku pada skala yang sebelumnya sulit dilakukan. 
Data kemudian tidak hanya menjadi sumber 
ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kekuasaan 
politik dan sosial. 

Algoritma memperkuat kemampuan tersebut 
karena data dapat diproses menjadi prediksi dan 
rekomendasi. Pengguna mungkin merasa memilih 
informasi secara bebas, padahal pilihan tersebut 
terjadi dalam lingkungan yang telah disusun oleh 
sistem. Hal ini tidak berarti bahwa algoritma selalu 
menentukan perilaku manusia secara mutlak. 
Namun, algoritma dapat memengaruhi pilihan 
dengan menentukan informasi apa yang lebih mudah 
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ditemukan, konten apa yang lebih sering muncul, dan 
isu apa yang memperoleh perhatian lebih besar. 
Kekuasaan kemudian bekerja melalui pengaturan 
lingkungan pilihan. 

Perubahan tersebut juga mengubah cara 
kepemimpinan politik dibangun. Pemimpin politik 
tidak lagi sepenuhnya bergantung pada partai, 
organisasi, atau media tradisional. Kemampuan 
membangun komunikasi langsung dengan 
masyarakat melalui platform dapat menjadi sumber 
legitimasi. Gaya komunikasi, kemampuan 
menciptakan resonansi emosional, dan kemampuan 
mengoordinasikan jaringan digital dapat 
memengaruhi persepsi publik terhadap seorang 
pemimpin (Battista dkk., 2026). 

Namun, komunikasi langsung tidak selalu 
berarti hubungan politik menjadi lebih demokratis. 
Ketika komunikasi politik sangat bergantung pada 
platform, pemimpin dan masyarakat tetap berada 
dalam lingkungan yang aturan teknisnya ditentukan 
oleh perusahaan teknologi. Algoritma menentukan 
distribusi pesan, sementara desain platform dapat 
mendorong jenis komunikasi tertentu. Politik digital 
dengan demikian tidak berlangsung dalam ruang 
yang sepenuhnya netral. 

Perubahan kekuasaan tersebut menunjukkan 
bahwa negara tidak kehilangan kekuasaannya, tetapi 
harus berbagi ruang dengan aktor-aktor baru. 
Negara tetap memiliki kewenangan membuat hukum 
dan menggunakan instrumen publik, tetapi 
perusahaan teknologi memiliki kemampuan 
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mengatur ruang digital yang digunakan masyarakat. 
Masyarakat sendiri memiliki kemampuan 
membangun tekanan politik melalui jaringan. Relasi 
antara ketiganya menghasilkan konfigurasi 
kekuasaan yang bersifat lebih tersebar dan sekaligus 
lebih kompleks. 

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kondisi 
tersebut penting karena hukum tidak lagi 
berhadapan dengan satu pusat kekuasaan. Hukum 
harus memahami hubungan antara negara, platform, 
pasar, komunitas, dan masyarakat. Jika hukum hanya 
memandang negara sebagai satu-satunya sumber 
kekuasaan, sebagian besar dinamika kekuasaan 
digital akan sulit dipahami. Karena itu, perubahan 
teknologi membutuhkan perluasan cara pandang 
terhadap siapa yang memiliki kekuasaan dan 
bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. 

2. Politik Pembentukan Hukum dan Perebutan 
Kepentingan di Era Disrupsi 

Hukum tidak lahir dalam ruang sosial yang 
kosong. Setiap aturan merupakan hasil dari proses 
yang melibatkan gagasan, kepentingan, nilai, 
kompromi, dan kekuasaan. Dalam masyarakat 
digital, proses tersebut menjadi semakin kompleks 
karena jumlah aktor yang dapat memengaruhi 
pembentukan hukum semakin banyak. Pemerintah, 
parlemen, perusahaan teknologi, kelompok 
masyarakat sipil, profesi hukum, akademisi, 
komunitas digital, dan masyarakat umum dapat 
memiliki kepentingan yang berbeda terhadap suatu 
regulasi. 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 114 

 

Perbedaan kepentingan tersebut terlihat 
jelas ketika negara hendak mengatur teknologi baru. 
Pemerintah mungkin mengutamakan keamanan dan 
ketertiban, masyarakat menginginkan perlindungan 
hak, sedangkan perusahaan teknologi membutuhkan 
kepastian hukum sekaligus ruang untuk melakukan 
inovasi. Kelompok profesi dapat mengkhawatirkan 
perubahan terhadap bidang pekerjaannya. Setiap 
pihak memiliki argumen yang berbeda mengenai 
bagaimana teknologi seharusnya diatur. 
Pembentukan hukum kemudian menjadi proses 
mempertemukan kepentingan yang tidak selalu 
sejalan. 

Perkembangan hukum digital menunjukkan 
adanya hubungan timbal balik antara perubahan 
teknologi dan perubahan hukum. Teknologi 
menghasilkan persoalan baru yang mendorong 
lahirnya aturan, tetapi aturan kemudian 
memengaruhi arah perkembangan teknologi. 
Hubungan tersebut dapat disebut sebagai ko-evolusi 
hukum dan teknologi. Proses pembentukan regulasi 
digital karena itu tidak sepenuhnya netral atau linear. 
Hukum terus menyesuaikan diri dengan 
perkembangan teknologi, sementara teknologi juga 
berkembang dalam batas yang dibentuk oleh hukum 
(Eckardt, 2024). 

Persoalan semakin kompleks ketika 
teknologi mengubah struktur pasar. Platform digital 
tertentu dapat memperoleh posisi dominan karena 
memiliki jumlah pengguna, data, dan infrastruktur 
yang sangat besar. Posisi tersebut dapat 
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menimbulkan persoalan persaingan usaha dan 
memengaruhi inovasi. Regulasi yang sebelumnya 
hanya mengandalkan pengawasan setelah 
pelanggaran terjadi dapat dianggap tidak cukup. 
Muncul kebutuhan untuk mengembangkan regulasi 
yang lebih bersifat ex ante, terutama ketika 
konsentrasi kekuasaan pasar dapat menghasilkan 
dampak yang sulit diperbaiki setelah terjadi 
(Eckardt, 2024). 

Politik pembentukan hukum juga 
dipengaruhi oleh konflik antara aktor lama dan aktor 
baru. Perkembangan layanan digital dapat mengubah 
model bisnis yang sudah ada. Profesi tertentu dapat 
menghadapi kompetisi dari platform, sementara 
perusahaan teknologi berusaha memperoleh ruang 
regulasi yang mendukung inovasi. Negara kemudian 
berada dalam posisi untuk menentukan bagaimana 
kepentingan tersebut diseimbangkan. Dalam proses 
tersebut, policy broker dapat memainkan peran 
penting dalam mempertemukan berbagai 
kepentingan dan membangun kompromi kebijakan 
(Park & Han, 2025). 

Masyarakat memperoleh ruang yang lebih 
luas untuk ikut memengaruhi proses tersebut 
melalui media sosial. Aspirasi dapat disampaikan 
secara terbuka, kritik dapat disebarkan dengan 
cepat, dan dukungan terhadap suatu kebijakan dapat 
dibangun melalui jaringan digital. Media sosial 
dengan demikian dapat menjadi ruang dialog antara 
masyarakat dan pembuat kebijakan. Teknologi 
memperpendek jarak komunikasi yang sebelumnya 
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memisahkan masyarakat dari institusi politik 
(Marwan dkk., 2022). 

Namun, keterbukaan partisipasi tidak secara 
otomatis menghasilkan proses pembentukan hukum 
yang setara. Kemampuan memengaruhi opini publik 
tidak dimiliki semua kelompok secara sama. 
Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi, 
akses teknologi, jaringan komunikasi, dan 
kemampuan membangun narasi dapat memiliki 
pengaruh yang lebih besar. Ketimpangan tersebut 
dapat membuat proses politik digital terlihat terbuka 
secara formal, tetapi tetap tidak seimbang secara 
substantif. 

Perusahaan teknologi memiliki keunggulan 
struktural karena menguasai infrastruktur yang 
menjadi tempat berlangsungnya komunikasi. Mereka 
memiliki data mengenai perilaku pengguna, 
memahami sistem distribusi informasi, dan memiliki 
kemampuan teknis untuk menentukan bagaimana 
konten disebarkan. Posisi tersebut memberikan 
kekuatan yang berbeda dari kekuatan politik 
konvensional. Dalam pembentukan kebijakan, 
perusahaan teknologi dapat menggunakan 
keunggulan tersebut untuk memperjuangkan 
kepentingan industrinya (Fathaigh dkk., 2021; Rohid 
dkk., 2026). 

Penguasaan narasi juga menjadi bagian dari 
perebutan kepentingan. Suatu kelompok dapat 
berusaha membingkai sebuah regulasi sebagai 
bentuk perlindungan masyarakat, sedangkan 
kelompok lain dapat menggambarkannya sebagai 
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ancaman terhadap kebebasan. Kedua narasi tersebut 
dapat beredar secara bersamaan. Masyarakat 
kemudian membentuk pendapat berdasarkan 
informasi yang diterima. Politik pembentukan 
hukum dengan demikian tidak hanya berlangsung 
melalui ruang parlemen, tetapi juga melalui 
perebutan makna di ruang publik digital. 

Kepemimpinan politik ikut mengalami 
perubahan karena kemampuan membangun 
resonansi publik menjadi semakin penting. 
Pemimpin dapat menggunakan platform untuk 
berkomunikasi langsung dengan pendukung, 
membangun identitas politik, dan mengoordinasikan 
tindakan. Legitimasi politik dapat terbentuk melalui 
kemampuan mengendalikan arus komunikasi dan 
membangun hubungan emosional dengan audiens 
(Battista dkk., 2026). Dalam konteks tersebut, 
komunikasi politik menjadi bagian dari kekuasaan. 

Persoalan hukum muncul ketika komunikasi 
tersebut menggunakan informasi yang tidak benar 
atau memanipulasi masyarakat. Kebebasan politik 
perlu dilindungi, tetapi masyarakat juga 
membutuhkan perlindungan terhadap manipulasi 
yang dapat merusak proses demokrasi. Hukum 
kemudian menghadapi persoalan keseimbangan: 
terlalu sedikit pengaturan dapat membuka ruang 
bagi manipulasi, sementara pengaturan yang terlalu 
ketat dapat digunakan untuk membatasi kritik dan 
kebebasan berekspresi. 

Ketidakpastian hukum juga dapat menjadi 
bagian dari perebutan kekuasaan. Ketika aturan 
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digital tidak jelas atau tumpang tindih, berbagai aktor 
dapat memberikan interpretasi yang berbeda sesuai 
kepentingannya. Ketidakpastian tersebut dapat 
menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya 
hukum dan ekonomi lebih besar karena mereka 
mampu menggunakan ahli, penasihat, atau 
mekanisme litigasi untuk mempertahankan 
kepentingannya. Harmonisasi dan kejelasan regulasi 
menjadi penting agar ketidakpastian tidak berubah 
menjadi sumber ketimpangan (Kurniawan, 2022). 

Pembentukan hukum digital karena itu 
membutuhkan proses yang transparan. Masyarakat 
perlu mengetahui siapa yang terlibat, kepentingan 
apa yang dibawa, dan alasan di balik suatu kebijakan. 
Transparansi tidak berarti seluruh proses harus 
dibuka tanpa batas, tetapi keputusan publik yang 
memiliki dampak luas harus dapat dijelaskan dan 
dipertanggungjawabkan. Dengan cara tersebut, 
hukum memperoleh legitimasi bukan hanya karena 
dibuat oleh lembaga yang berwenang, tetapi juga 
karena proses pembentukannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Partisipasi publik juga perlu ditempatkan 
secara substantif. Masyarakat tidak cukup hanya 
diberi kesempatan memberikan komentar apabila 
masukan tersebut tidak pernah dipertimbangkan. 
Partisipasi yang bermakna membutuhkan akses 
informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, 
serta mekanisme untuk menjelaskan bagaimana 
pendapat tersebut dipertimbangkan. Model 
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semacam ini dapat memperkuat hubungan antara 
hukum dan masyarakat. 

Dengan demikian, politik pembentukan 
hukum di era disrupsi merupakan proses negosiasi 
yang melibatkan banyak kekuatan. Negara tetap 
memiliki posisi penting, tetapi harus berhadapan 
dengan perusahaan teknologi, kekuatan pasar, 
masyarakat sipil, profesi, dan komunitas digital. 
Hukum yang dihasilkan dari proses tersebut perlu 
menjaga keseimbangan antara inovasi dan 
perlindungan, antara kepentingan ekonomi dan 
kepentingan publik, serta antara kewenangan negara 
dan hak masyarakat. 

3. Hukum sebagai Instrumen Pengendalian 
Kekuasaan dan Perlindungan Demokrasi Digital 

Kekuasaan membutuhkan batas. Prinsip 
tersebut menjadi semakin penting ketika kekuasaan 
tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga oleh 
perusahaan teknologi dan aktor yang menguasai 
data, algoritma, serta infrastruktur digital. Hukum 
dalam kondisi tersebut tidak dapat hanya berfungsi 
sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur 
masyarakat. Hukum juga harus menjadi mekanisme 
yang membatasi penggunaan kekuasaan agar tidak 
berubah menjadi tindakan yang merugikan hak 
masyarakat (Gumilar dkk., 2026). 

Pembatasan kekuasaan negara tetap menjadi 
bagian fundamental. Negara memiliki kewenangan 
untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi 
kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas 
hukum. Teknologi memberikan kemampuan 
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pengawasan yang jauh lebih besar dibandingkan 
masa sebelumnya. Negara dapat mengumpulkan, 
memproses, dan menganalisis informasi dalam skala 
besar. Kemampuan tersebut dapat digunakan untuk 
mencegah kejahatan, tetapi juga dapat menimbulkan 
persoalan privasi dan kebebasan apabila tidak 
memiliki pengawasan yang memadai (Gutwirth & De 
Hert, 2022). 

Persoalan tersebut menjadi lebih sensitif 
ketika pengawasan dilakukan terhadap aktivitas 
politik. Aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat, dan 
warga biasa menggunakan ruang digital untuk 
menyampaikan kritik. Jika aktivitas tersebut 
dipantau secara berlebihan, masyarakat dapat 
mengalami efek takut untuk menyampaikan 
pendapat. Demokrasi tidak hanya membutuhkan hak 
formal untuk berbicara, tetapi juga lingkungan yang 
memungkinkan masyarakat menggunakan hak 
tersebut tanpa rasa takut yang tidak proporsional. 

Di sisi lain, negara memang memiliki alasan 
untuk melakukan pengawasan tertentu. Kejahatan 
siber, penipuan, terorisme, serangan terhadap 
infrastruktur, dan berbagai bentuk ancaman digital 
membutuhkan kemampuan penegakan hukum yang 
memadai. Persoalannya bukan apakah negara boleh 
menggunakan teknologi pengawasan, tetapi 
bagaimana kewenangan tersebut dibatasi, diawasi, 
dan dipertanggungjawabkan. Keseimbangan antara 
keamanan dan kebebasan menjadi salah satu 
persoalan hukum paling penting dalam masyarakat 
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digital (Gupta  Mr. Yogesh Chandra & 
Chhabaria  Pallavi, 2025; Tan dkk., 2026). 

Kekuasaan korporasi juga membutuhkan 
pembatasan. Platform dapat menentukan aturan 
penggunaan, memoderasi konten, mengelola data, 
dan mengatur visibilitas informasi. Keputusan 
tersebut dapat berdampak terhadap kebebasan 
berekspresi dan partisipasi publik. Apabila 
perusahaan memiliki posisi yang sangat dominan, 
masyarakat mungkin tidak memiliki banyak 
alternatif ketika tidak setuju dengan kebijakan 
platform. Situasi tersebut membuat regulasi 
terhadap platform menjadi bagian dari perlindungan 
hak masyarakat. 

Masalahnya menjadi semakin kompleks 
ketika negara sendiri menggunakan platform sebagai 
instrumen pengawasan. Delegasi moderasi atau 
penyaringan konten kepada perusahaan dapat 
menciptakan persoalan mengenai siapa yang 
sebenarnya bertanggung jawab atas keputusan 
tersebut. Ketika keputusan dibuat melalui kombinasi 
kebijakan pemerintah dan sistem platform, batas 
tanggung jawab dapat menjadi kabur. Kondisi 
tersebut berpotensi menciptakan dilusi tanggung 
jawab apabila tidak terdapat mekanisme 
pengawasan yang jelas (Koos, 2022). 

Privasi dan perlindungan data menjadi salah 
satu instrumen utama untuk mengendalikan 
kekuasaan. Data memberikan kemampuan untuk 
mengetahui dan memprediksi perilaku individu. 
Ketika data dikumpulkan secara berlebihan, 
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ketidakseimbangan kekuasaan antara individu dan 
pihak yang mengendalikan data dapat meningkat. 
Perlindungan data karena itu bukan sekadar 
persoalan teknis keamanan informasi, tetapi juga 
persoalan distribusi kekuasaan. Perlindungan 
terhadap data membantu memastikan bahwa 
individu tidak kehilangan kendali sepenuhnya atas 
informasi mengenai dirinya (Gumilar dkk., 2026; 
Gutwirth & De Hert, 2022). 

Kebebasan berekspresi juga harus 
ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak. 
Masyarakat membutuhkan ruang untuk mengkritik 
pemerintah, perusahaan, maupun kelompok sosial 
lainnya. Namun, ruang tersebut juga dapat digunakan 
untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan 
intimidasi, atau mengancam orang lain. Hukum perlu 
menemukan batas yang proporsional agar 
perlindungan terhadap kebebasan tidak berubah 
menjadi pembiaran terhadap penyalahgunaan, 
sementara pembatasan terhadap penyalahgunaan 
tidak berubah menjadi alat untuk membungkam 
kritik. 

Regulasi internet yang terlalu restriktif 
menunjukkan risiko tersebut. Dalam beberapa 
konteks, pembatasan internet dapat dibangun secara 
preventif dengan menggunakan alasan keamanan, 
ketertiban umum, atau perlindungan masyarakat. 
Persoalannya, ketika alasan tersebut digunakan 
terlalu luas, regulasi dapat berubah menjadi 
instrumen pengendalian politik. Karena itu, setiap 
pembatasan terhadap hak digital membutuhkan 
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dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta 
mekanisme pengawasan (Schumann, 2025). 

Pengawasan digital juga dapat dibenarkan 
dengan alasan pemberantasan kejahatan siber dan 
perlindungan privasi. Namun, alasan tersebut tidak 
boleh secara otomatis memberikan kewenangan 
tanpa batas kepada negara. Prinsip proporsionalitas 
menjadi penting agar tindakan pengawasan sesuai 
dengan tujuan yang hendak dicapai. Negara perlu 
menunjukkan bahwa tindakan tersebut benar-benar 
diperlukan dan tidak terdapat cara lain yang kurang 
membatasi hak masyarakat. 

Persoalan hak digital juga memiliki dimensi 
lintas batas. Data dapat disimpan di satu negara, 
diproses di negara lain, dan digunakan untuk 
melayani masyarakat di negara ketiga. Kejahatan 
siber juga dapat dilakukan dari wilayah yang berbeda 
dengan wilayah korban. Kondisi tersebut membuat 
penegakan hukum nasional menghadapi 
keterbatasan yurisdiksi. Kerja sama internasional 
dan pengembangan standar bersama menjadi 
semakin penting (Gupta  Mr. Yogesh Chandra & 
Chhabaria  Pallavi, 2025; Pattanayak dkk., 2025). 

Dalam keadaan demikian, hukum digital 
perlu bergerak menuju pendekatan berbasis hak. 
Regulasi tidak hanya bertanya mengenai apa yang 
boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna, 
tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan negara 
dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan. 
Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi dasar 
dalam merancang sistem pengawasan, perlindungan 
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data, moderasi konten, dan penggunaan kecerdasan 
buatan (Gumilar dkk., 2026; Tan dkk., 2026). 

Akuntabilitas menjadi unsur yang tidak dapat 
dipisahkan dari pendekatan tersebut. Setiap 
keputusan yang memiliki dampak terhadap hak 
seseorang harus memiliki pihak yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban. Penggunaan algoritma tidak 
boleh menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung 
jawab. Demikian pula, penggunaan sistem otomatis 
oleh pemerintah tidak boleh membuat masyarakat 
kehilangan kesempatan untuk meminta penjelasan 
atau mengajukan keberatan. 

Pengawasan independen juga dibutuhkan. 
Lembaga yang menjalankan kewenangan 
pengawasan tidak seharusnya menjadi satu-satunya 
pihak yang menentukan apakah kewenangan 
tersebut digunakan secara benar. Mekanisme 
pengawasan eksternal dapat membantu mencegah 
penyalahgunaan. Transparansi, audit, penilaian 
dampak hak asasi manusia, dan peningkatan 
kapasitas penegak hukum digital merupakan 
beberapa unsur yang dapat memperkuat tata kelola 
(Marwan dkk., 2022; Tan dkk., 2026). 

Demokrasi digital pada akhirnya 
membutuhkan lebih dari sekadar pemilu yang 
menggunakan teknologi. Demokrasi membutuhkan 
ruang publik yang memungkinkan masyarakat 
memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, 
berorganisasi, mengkritik kekuasaan, dan 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Jika 
ruang tersebut dikuasai secara berlebihan oleh 
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negara atau korporasi, kualitas demokrasi dapat 
menurun. Hukum harus memastikan bahwa 
teknologi digunakan untuk memperluas, bukan 
mempersempit, ruang demokrasi. 
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BAB VI 

TEKNOLOGI, ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE, DAN MASA DEPAN 

PENEGAKAN HUKUM 

 
Perkembangan teknologi digital telah membawa 

penegakan hukum ke dalam lingkungan yang berbeda 
dari sebelumnya. Perubahan tersebut tidak hanya 
terlihat dari penggunaan perangkat elektronik dalam 
pekerjaan administratif, tetapi juga dari perubahan cara 
aparat memperoleh informasi, mengumpulkan bukti, 
melakukan penyelidikan, berkomunikasi dengan 
masyarakat, serta mengambil keputusan. Proses hukum 
yang dahulu sangat bergantung pada dokumen fisik, 
pertemuan langsung, dan pemeriksaan manual kini 
semakin banyak berlangsung melalui sistem elektronik. 
Digitalisasi dengan demikian tidak sekadar 
menambahkan teknologi ke dalam sistem hukum, tetapi 
secara bertahap mengubah cara institusi hukum bekerja 
dan berhubungan dengan masyarakat (Khan & Ahmed, 
2024; Prayatno dkk., 2024). 

Perubahan tersebut menjadi semakin kompleks 
ketika artificial intelligence mulai digunakan dalam 
penegakan hukum. AI memungkinkan sistem memproses 
data dalam jumlah besar, mengenali pola, membantu 
analisis dokumen, mendukung pemeriksaan bukti, dan 
menghasilkan rekomendasi berdasarkan data. 
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Kemampuan tersebut menawarkan peluang untuk 
meningkatkan efisiensi penegakan hukum, terutama 
ketika aparat menghadapi volume informasi yang jauh 
lebih besar daripada kemampuan manusia untuk 
memeriksanya secara manual (Situmeang dkk., 2024; 
Talukder & Shompa, 2024). Namun, semakin besar peran 
teknologi dalam proses hukum, semakin besar pula 
kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan 
teknologi tidak menghilangkan prinsip keadilan, 
kepastian hukum, hak asasi manusia, dan 
pertanggungjawaban. 

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masa 
depan penegakan hukum tidak dapat ditentukan hanya 
oleh kemampuan teknologi. Teknologi dapat 
mempercepat pekerjaan, tetapi kecepatan bukan satu-
satunya ukuran keberhasilan hukum. Sistem yang 
mampu menghasilkan keputusan dengan cepat tetap 
bermasalah apabila keputusan tersebut bias, tidak dapat 
dijelaskan, sulit dikoreksi, atau merugikan hak 
seseorang. Oleh karena itu, perkembangan teknologi 
perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang 
menempatkan manusia sebagai subjek utama dan 
teknologi sebagai instrumen untuk membantu mencapai 
keadilan. 
1. Transformasi Teknologi dan Digitalisasi 

Penegakan Hukum 
Digitalisasi penegakan hukum pada tahap 

awal dapat dipahami sebagai perubahan dari sistem 
kerja yang berbasis dokumen dan prosedur manual 
menuju sistem yang menggunakan perangkat 
elektronik dan jaringan digital. Namun, pengertian 
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tersebut menjadi terlalu sederhana apabila 
digunakan untuk menggambarkan perkembangan 
sistem hukum saat ini. Digitalisasi telah masuk ke 
berbagai tahapan pekerjaan, mulai dari administrasi 
perkara, komunikasi antarlembaga, pengumpulan 
informasi, pengelolaan dokumen, pemeriksaan bukti, 
persidangan, sampai pelayanan hukum kepada 
masyarakat. Teknologi kemudian tidak lagi berada di 
luar proses penegakan hukum, tetapi menjadi bagian 
dari infrastruktur yang memungkinkan proses 
tersebut berlangsung (Khan & Ahmed, 2024; 
Prayatno dkk., 2024). 

Perubahan paling mudah dilihat dalam 
pelayanan dan administrasi peradilan. Penggunaan 
e-court dan e-litigation memungkinkan sebagian 
proses perkara dilakukan melalui sistem elektronik. 
Dokumen dapat disampaikan tanpa kehadiran fisik, 
informasi perkara dapat dikelola secara terintegrasi, 
dan komunikasi antarpihak dapat dilakukan melalui 
sistem digital. Perubahan tersebut dapat mengurangi 
waktu dan biaya administratif serta memberikan 
akses yang lebih mudah bagi pihak yang berada jauh 
dari lembaga peradilan. Digitalisasi dengan demikian 
memiliki potensi memperluas akses terhadap 
keadilan, terutama apabila sistem dirancang dengan 
mempertimbangkan kebutuhan pengguna (Khan & 
Ahmed, 2024). 

Perubahan yang sama terlihat dalam 
mekanisme penyelesaian sengketa. Online dispute 

resolution atau ODR memungkinkan pihak yang 
bersengketa berkomunikasi dan menyelesaikan 
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persoalan melalui media elektronik. Mekanisme ini 
menjadi relevan ketika transaksi dan hubungan 
hukum berlangsung melalui internet. Sengketa yang 
muncul dari transaksi digital tidak selalu efisien 
apabila diselesaikan melalui prosedur konvensional 
yang membutuhkan kehadiran fisik. Penggunaan 
sistem digital dapat memberikan alternatif yang 
lebih cepat dan fleksibel, meskipun tetap 
memerlukan jaminan mengenai identitas para pihak, 
keamanan komunikasi, validitas dokumen, dan 
perlindungan hak. 

Digitalisasi juga mengubah pekerjaan 
kepolisian. Informasi yang digunakan dalam 
penyelidikan tidak lagi terbatas pada laporan 
masyarakat atau hasil observasi lapangan. Aparat 
dapat berhadapan dengan rekaman kamera, 
komunikasi elektronik, metadata, transaksi digital, 
lokasi perangkat, aktivitas media sosial, dan berbagai 
bentuk jejak elektronik. Kondisi tersebut membuat 
kemampuan mengelola informasi menjadi bagian 
penting dari penegakan hukum modern. Aparat tidak 
hanya membutuhkan kemampuan investigasi 
konvensional, tetapi juga kompetensi dalam 
memahami lingkungan digital. 

Perubahan tersebut melahirkan istilah 
digital evidence atau bukti digital. Bukti digital dapat 
berupa data yang tersimpan dalam perangkat, 
komunikasi elektronik, rekaman video, metadata, 
informasi transaksi, dan berbagai bentuk data 
lainnya. Dalam perkara modern, bukti digital bahkan 
dapat menjadi bagian penting dari rekonstruksi 
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peristiwa. Keberadaannya memungkinkan aparat 
memperoleh gambaran mengenai aktivitas yang 
sebelumnya sulit dibuktikan melalui bukti 
konvensional (Klasén dkk., 2024; Sujatmiko & 
Soesatyo, 2025). 

Namun, bukti digital memiliki karakter yang 
berbeda dari bukti fisik. Data elektronik dapat 
disalin, dipindahkan, diubah, dihapus, atau 
disembunyikan tanpa meninggalkan perubahan yang 
mudah terlihat. Sebuah berkas dapat memiliki 
banyak salinan yang tampak identik, sedangkan 
perubahan kecil terhadap metadata dapat 
memengaruhi interpretasi terhadap bukti. Karena 
itu, persoalan utama bukan hanya menemukan data, 
tetapi memastikan bahwa data tersebut autentik, 
utuh, relevan, dan diperoleh melalui prosedur yang 
dapat dipertanggungjawabkan (Petryk, 2025). 

Pada titik tersebut, chain of custody menjadi 
sangat penting. Setiap tahapan penguasaan dan 
pengelolaan bukti perlu dapat ditelusuri. Aparat 
harus dapat menjelaskan dari mana bukti diperoleh, 
siapa yang mengaksesnya, bagaimana bukti 
disimpan, bagaimana proses pemeriksaannya, serta 
apakah terdapat kemungkinan perubahan terhadap 
data. Prosedur tersebut dibutuhkan agar bukti digital 
tidak hanya tersedia, tetapi juga memiliki kredibilitas 
ketika digunakan dalam proses hukum (Petryk, 
2025; Stoykova, 2021). 

Forensik digital kemudian menjadi bidang 
yang semakin penting. Ketika data elektronik 
menjadi bagian dari perkara, diperlukan keahlian 
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untuk memperoleh, memulihkan, memeriksa, dan 
menginterpretasikan data tersebut. Data yang tidak 
terlihat oleh pengguna biasa dapat menjadi penting 
dalam proses penyidikan. Perangkat yang rusak, data 
yang terhapus, komunikasi yang tersembunyi, atau 
jejak aktivitas digital dapat memberikan informasi 
mengenai suatu peristiwa. Forensik digital dengan 
demikian membantu menjadikan lingkungan digital 
sebagai sumber informasi yang dapat digunakan 
dalam proses pembuktian (Klasén dkk., 2024). 

Meskipun demikian, penggunaan bukti 
digital tidak otomatis menjamin kebenaran. Data 
yang tersedia tetap harus ditempatkan dalam 
konteks. Rekaman kamera, misalnya, mungkin 
menunjukkan keberadaan seseorang di suatu 
tempat, tetapi belum tentu menjelaskan keseluruhan 
peristiwa. Data komunikasi dapat menunjukkan 
hubungan antara dua pihak, tetapi belum tentu 
menjelaskan maksud komunikasi tersebut. Oleh 
sebab itu, teknologi harus ditempatkan sebagai 
bagian dari proses pembuktian yang tetap 
membutuhkan interpretasi manusia. 

Persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip 
praduga tidak bersalah. Bukti digital yang terlihat 
meyakinkan dapat menghasilkan kesan bahwa 
seseorang pasti bersalah, padahal proses hukum 
tetap membutuhkan pemeriksaan secara 
menyeluruh. Stoykova (2021) menunjukkan bahwa 
bukti digital dapat menimbulkan ancaman terhadap 
fairness dan praduga tidak bersalah apabila proses 
pengumpulan, pemeriksaan, dan interpretasinya 
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tidak memiliki perlindungan yang memadai. Karena 
itu, semakin besar ketergantungan pada bukti digital, 
semakin penting standar validasi dan evaluasi yang 
kuat. 

Digitalisasi juga mengubah hubungan antara 
lembaga penegak hukum. Sistem informasi 
memungkinkan data dibagikan dengan lebih cepat 
dan dapat mengurangi pengulangan pekerjaan 
administratif. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
lembaga terkait dapat menggunakan sistem digital 
untuk mengelola informasi perkara. Integrasi 
tersebut dapat meningkatkan koordinasi, tetapi juga 
menciptakan persoalan mengenai kewenangan 
akses, keamanan data, dan tanggung jawab ketika 
informasi mengalami kesalahan atau kebocoran. 

Keamanan siber menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari digitalisasi penegakan hukum. 
Sistem hukum menyimpan informasi yang sangat 
sensitif, termasuk identitas, bukti perkara, data 
korban, informasi saksi, dan dokumen yang 
berkaitan dengan proses penyidikan. Apabila sistem 
tersebut mengalami serangan, dampaknya tidak 
hanya berupa kerugian administratif, tetapi dapat 
memengaruhi keselamatan pihak yang terlibat dan 
integritas proses hukum. Karena itu, digitalisasi 
harus disertai penguatan keamanan infrastruktur 
dan tata kelola data. 

Perubahan juga terjadi dalam hubungan 
antara lembaga hukum dan masyarakat. Pelayanan 
hukum berbasis elektronik memungkinkan 
masyarakat memperoleh informasi tanpa selalu 
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datang ke kantor lembaga. Masyarakat dapat 
memeriksa status perkara, memperoleh informasi 
prosedur, menyampaikan pengaduan, atau 
menggunakan layanan tertentu secara daring. Pola 
tersebut dapat memperkuat akses terhadap keadilan 
apabila sistem dirancang secara sederhana dan 
mudah digunakan. 

Namun, digitalisasi tidak otomatis bersifat 
inklusif. Masyarakat memiliki kemampuan teknologi, 
akses internet, perangkat, dan literasi digital yang 
berbeda. Sistem hukum yang seluruhnya bergantung 
pada teknologi dapat menciptakan hambatan bagi 
masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau 
fasilitas yang memadai. Karena itu, transformasi 
digital harus tetap menyediakan mekanisme 
alternatif dan bantuan bagi kelompok yang 
mengalami keterbatasan akses (Khan & Ahmed, 
2024). 

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa 
digitalisasi penegakan hukum pada akhirnya 
merupakan persoalan kelembagaan. Teknologi 
hanya akan menghasilkan manfaat apabila aparat 
memiliki kompetensi untuk menggunakannya, 
prosedur hukum mampu menyesuaikan diri, dan 
masyarakat dapat mengakses layanan tersebut. 
Digitalisasi membutuhkan perubahan terhadap 
budaya organisasi, standar kerja, pendidikan aparat, 
keamanan informasi, serta mekanisme pengawasan. 
Dengan kata lain, transformasi teknologi harus 
diikuti transformasi institusional. 
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2. Artificial Intelligence dalam Proses Penegakan 
dan Peradilan Hukum 

Setelah digitalisasi menghasilkan jumlah data 
yang semakin besar, muncul kebutuhan untuk 
mengembangkan sistem yang mampu mengolah data 
tersebut secara lebih cepat. AI menawarkan 
kemampuan tersebut melalui sistem yang dapat 
melakukan klasifikasi, menemukan pola, membuat 
prediksi, mengolah bahasa, dan membantu analisis 
informasi. Dalam penegakan hukum, kemampuan 
tersebut membuka kemungkinan baru karena aparat 
dapat menggunakan AI untuk menangani informasi 
yang volumenya sulit dianalisis secara manual 
(Talukder & Shompa, 2024). 

Penggunaan AI dalam penegakan hukum 
dapat dimulai sejak tahap pencegahan kejahatan. 
Sistem dapat digunakan untuk menganalisis pola 
kejadian dan membantu mengidentifikasi wilayah 
atau situasi yang membutuhkan perhatian. 
Pendekatan tersebut sering dikaitkan dengan 
predictive policing. Tujuannya bukan menentukan 
siapa yang pasti akan melakukan kejahatan, 
melainkan membantu aparat mengalokasikan 
sumber daya berdasarkan pola yang ditemukan 
dalam data (Kahla, 2024; Situmeang dkk., 2024). 

Di sinilah perlu dibedakan antara prediksi 
statistik dan penilaian hukum. Sistem AI dapat 
menemukan korelasi dalam data, tetapi korelasi 
tidak selalu menunjukkan hubungan sebab-akibat. 
Wilayah dengan tingkat laporan kejahatan tinggi, 
misalnya, dapat memperoleh perhatian lebih besar 
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karena memang memiliki tingkat pelaporan yang 
tinggi. Jika data tersebut kemudian digunakan untuk 
menentukan wilayah yang harus terus diawasi, 
sistem dapat menciptakan lingkaran umpan balik 
yang memperkuat pola sebelumnya. Karena itu, hasil 
prediksi AI tidak boleh diperlakukan sebagai fakta 
hukum yang berdiri sendiri. 

AI juga dapat digunakan dalam analisis video 
dan gambar. Sistem dapat membantu menemukan 
objek, mengelompokkan gambar, atau 
mengidentifikasi pola tertentu dalam jumlah data 
yang sangat besar. Dalam investigasi forensik, 
kemampuan tersebut dapat membantu analis 
menyaring bukti sebelum dilakukan pemeriksaan 
lebih mendalam. Penelitian Farber (2025), misalnya, 
menunjukkan kemungkinan penggunaan AI sebagai 
alat pendukung dalam analisis gambar forensik. AI 
dapat membantu mempercepat proses, tetapi 
keputusan akhir tetap memerlukan penilaian 
profesional. 

Dalam pemeriksaan dokumen, AI dapat 
digunakan untuk mencari pola, mengidentifikasi 
bagian tertentu, mengelompokkan dokumen, atau 
membantu mengekstraksi informasi. Kemampuan ini 
penting ketika aparat menghadapi ribuan atau 
bahkan jutaan dokumen dalam suatu perkara. AI 
dapat mengurangi beban pekerjaan yang bersifat 
repetitif sehingga tenaga manusia dapat diarahkan 
pada pekerjaan yang membutuhkan penalaran lebih 
kompleks (Talukder & Shompa, 2024). 
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Penggunaan AI juga berkembang dalam 
bidang peradilan. Sistem dapat digunakan sebagai 
alat bantu untuk melakukan pencarian hukum, 
mengelola dokumen perkara, membantu analisis 
informasi, atau memberikan dukungan terhadap 
pengambilan keputusan. Dalam konteks tertentu, AI 
dapat digunakan untuk melakukan penilaian risiko, 
termasuk dalam persoalan seperti bail atau parole. 
Namun, penggunaannya menimbulkan persoalan 
serius karena keputusan peradilan secara langsung 
berkaitan dengan hak dan kebebasan individu 
(Situmeang dkk., 2024; Tertibi, 2025). 

Keputusan mengenai seseorang tidak dapat 
disederhanakan menjadi persoalan perhitungan 
statistik. Hakim tidak hanya menilai data, tetapi juga 
menilai konteks, kredibilitas, keadaan khusus, 
prinsip keadilan, dan argumentasi para pihak. Hal-
hal tersebut membutuhkan penalaran yang tidak 
selalu dapat direpresentasikan secara utuh dalam 
model algoritmik. Oleh karena itu, AI lebih tepat 
ditempatkan sebagai sistem pendukung daripada 
sebagai pengganti hakim (Talukder & Shompa, 2024; 
Tertibi, 2025). 

Konsep AI-assisted justice berangkat dari 
pemikiran tersebut. AI membantu manusia 
melakukan pekerjaan yang membutuhkan 
pengolahan informasi dalam jumlah besar, 
sedangkan manusia mempertahankan tanggung 
jawab terhadap keputusan. Model tersebut 
memungkinkan teknologi memberikan manfaat 
tanpa menghilangkan fungsi manusia dalam proses 
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hukum. Keputusan akhir tetap harus dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memiliki 
kewenangan hukum. 

Hal yang sama berlaku dalam penyidikan. 
Sistem AI dapat membantu aparat menemukan pola 
hubungan antara berbagai informasi. Misalnya, 
sistem dapat membantu menghubungkan data 
transaksi, komunikasi, lokasi, dan aktivitas digital. 
Namun, hubungan yang ditemukan oleh sistem tetap 
perlu diperiksa oleh penyidik. AI dapat menunjukkan 
bahwa terdapat pola tertentu, tetapi tidak dapat 
secara otomatis menetapkan makna hukum dari pola 
tersebut. 

AI juga dapat membantu mengurangi beban 
administratif. Penyusunan ringkasan dokumen, 
klasifikasi perkara, pencarian informasi, dan 
pengelolaan dokumen merupakan pekerjaan yang 
menyita waktu. Apabila tugas tersebut dapat dibantu 
secara otomatis, aparat dapat menggunakan lebih 
banyak waktu untuk berinteraksi dengan korban, 
saksi, pihak berperkara, dan melakukan analisis 
substantif. Dengan demikian, nilai AI tidak hanya 
terletak pada kemampuannya membuat keputusan, 
tetapi juga pada kemampuannya mengurangi 
pekerjaan repetitif. 

Namun, penggunaan AI tidak boleh 
didasarkan pada asumsi bahwa sistem selalu lebih 
objektif daripada manusia. Algoritma belajar dari 
data dan desain yang dibuat manusia. Apabila data 
mengandung bias, sistem dapat mereproduksi bias 
tersebut. Ferrara (2023) menjelaskan bahwa bias AI 
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dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk data, 
desain model, proses pengembangan, dan cara sistem 
digunakan. Karena itu, penggunaan AI dalam hukum 
harus selalu mempertanyakan kualitas data dan 
proses yang menghasilkan output. 

Kebutuhan terhadap sistem yang dapat 
diawasi manusia menjadi semakin penting. Nowack 
dkk. (2025) menekankan pentingnya desain yang 
berpusat pada pengguna dalam pengembangan AI 
untuk pengambilan keputusan di bidang penegakan 
hukum. Aparat perlu memahami cara kerja sistem, 
batas kemampuan, kemungkinan kesalahan, dan 
kondisi ketika hasil sistem tidak boleh digunakan. 
Sistem yang canggih tetapi tidak dapat dipahami oleh 
penggunanya justru dapat menghasilkan 
ketergantungan yang berbahaya. 

AI juga harus memiliki mekanisme 
pembaruan. Pola kejahatan berubah, teknologi 
berubah, dan perilaku masyarakat berubah. Model 
yang bekerja baik pada satu periode belum tentu 
menghasilkan keputusan yang sama baiknya pada 
periode berikutnya. Karena itu, AI dalam penegakan 
hukum membutuhkan pemantauan dan evaluasi 
berkelanjutan. Sistem tidak boleh dianggap sebagai 
produk yang selesai setelah dipasang. 

Pemanfaatan AI juga membutuhkan standar 
institusional. Lembaga penegak hukum perlu 
menentukan jenis keputusan apa yang boleh dibantu 
AI, data apa yang boleh digunakan, siapa yang 
memiliki kewenangan mengakses sistem, bagaimana 
hasil AI didokumentasikan, dan bagaimana 
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kesalahan ditangani. Tanpa aturan tersebut, 
penggunaan AI dapat berkembang secara tidak 
seragam di antara aparat dan lembaga. 

Dengan demikian, AI-assisted law 

enforcement dan AI-assisted justice seharusnya 
tidak dipahami sebagai upaya menggantikan 
manusia dengan mesin. Konsep tersebut lebih tepat 
dipahami sebagai perubahan pembagian kerja antara 
manusia dan teknologi. AI mengerjakan pekerjaan 
yang membutuhkan pengolahan data dalam skala 
besar, sedangkan manusia mempertahankan fungsi 
penilaian, interpretasi, empati, dan tanggung jawab 
hukum. Pembagian tersebut menjadi dasar penting 
bagi perkembangan penegakan hukum di masa 
depan. 

3. Etika, Hak Asasi Manusia, dan Akuntabilitas AI 
dalam Penegakan Hukum 

Semakin besar penggunaan AI dalam 
penegakan hukum, semakin besar pula persoalan 
mengenai siapa yang bertanggung jawab ketika 
sistem menghasilkan keputusan yang salah. Dalam 
proses hukum konvensional, keputusan dapat 
ditelusuri kepada aparat atau pejabat tertentu. 
Dalam sistem berbasis AI, prosesnya dapat 
melibatkan pengembang, penyedia data, institusi 
pengguna, operator, dan algoritma itu sendiri. 
Kondisi tersebut dapat menyebabkan tanggung 
jawab menjadi tersebar apabila tidak terdapat 
kerangka akuntabilitas yang jelas (Mohammed, 
2025; Tertibi, 2025). 
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Persoalan pertama adalah algorithmic bias. 
AI belajar dari data, sementara data mencerminkan 
realitas sosial yang tidak selalu bebas dari 
ketimpangan. Apabila data historis menunjukkan 
pola diskriminatif, sistem dapat mempelajari pola 
tersebut dan menggunakannya dalam keputusan 
baru. Bias kemudian tidak selalu muncul karena 
seseorang sengaja membuat sistem diskriminatif. 
Bias dapat muncul karena data, desain, variabel yang 
digunakan, atau cara output diterapkan (Ferrara, 
2023; Nuredin, 2024). 

Dalam penegakan hukum, persoalan tersebut 
memiliki dampak yang sangat serius. Kesalahan 
rekomendasi dalam sistem komersial mungkin 
menyebabkan pengguna melihat iklan yang kurang 
relevan. Kesalahan dalam sistem hukum dapat 
memengaruhi kebebasan, reputasi, atau keselamatan 
seseorang. Karena itu, tingkat toleransi terhadap 
kesalahan harus jauh lebih rendah ketika AI 
digunakan untuk keputusan yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia. 

Bias juga dapat menghasilkan lingkaran yang 
memperkuat dirinya sendiri. Apabila suatu wilayah 
terus dianggap sebagai wilayah berisiko tinggi 
berdasarkan data historis, aparat mungkin 
meningkatkan pengawasan di wilayah tersebut. 
Peningkatan pengawasan kemudian menghasilkan 
lebih banyak temuan atau laporan. Data baru 
tersebut dapat digunakan kembali untuk 
membenarkan tingkat risiko yang lebih tinggi. Sistem 
akhirnya dapat menganggap pola yang sebenarnya 
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merupakan hasil kebijakan masa lalu sebagai bukti 
objektif mengenai risiko masa depan. 

Persoalan berikutnya adalah privasi. AI 
membutuhkan data untuk bekerja secara efektif. 
Semakin banyak data yang tersedia, semakin besar 
pula kemampuan sistem untuk menemukan pola. 
Namun, pengumpulan data dalam jumlah besar dapat 
menciptakan risiko terhadap privasi. Data lokasi, 
komunikasi, wajah, aktivitas internet, transaksi, dan 
informasi pribadi lainnya dapat digunakan untuk 
membangun gambaran yang sangat rinci mengenai 
seseorang (Bhimavarapu, 2025; Haley & Burrell, 
2025). 

Penggunaan teknologi pengawasan berbasis 
AI menimbulkan pertanyaan mengenai batas 
kewenangan negara. Kemampuan mengenali wajah 
atau menganalisis perilaku dapat digunakan untuk 
tujuan keamanan, tetapi juga dapat digunakan secara 
berlebihan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa 
aktivitas mereka selalu dapat dipantau, mereka 
mungkin mengubah perilakunya. Dalam konteks 
demokrasi, kondisi tersebut dapat memengaruhi 
kebebasan berekspresi dan berorganisasi. 

Persoalan privasi juga tidak hanya berkaitan 
dengan pengumpulan data. Keamanan data menjadi 
persoalan yang sama penting. Data yang 
dikumpulkan untuk kepentingan penegakan hukum 
harus dilindungi dari akses yang tidak sah. 
Kebocoran data dapat mengungkap identitas korban, 
saksi, atau pihak lain yang terlibat dalam proses 
hukum. Karena itu, penggunaan AI harus disertai tata 
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kelola data yang kuat, termasuk pembatasan akses 
dan prosedur penyimpanan yang aman 
(Bhimavarapu, 2025). 

Masalah ketiga adalah opacity atau 
ketidakjelasan proses algoritmik. Beberapa sistem AI 
sulit dijelaskan secara sederhana kepada pengguna. 
Ketika sistem memberikan suatu rekomendasi, 
pengguna mungkin mengetahui hasilnya tetapi tidak 
memahami faktor yang menghasilkan hasil tersebut. 
Dalam penegakan hukum, kondisi ini menjadi 
persoalan karena keputusan yang memengaruhi hak 
seseorang harus dapat dijelaskan dan 
dipertanggungjawabkan (Mohammed, 2025; 
Radanliev, 2025). 

Explainability menjadi penting bukan hanya 
untuk kepentingan teknis, tetapi juga untuk 
kepentingan hukum. Seseorang yang dirugikan oleh 
keputusan berbasis AI harus memiliki kesempatan 
untuk mengetahui alasan yang relevan. Tanpa 
penjelasan, mekanisme keberatan menjadi sulit 
digunakan. Seseorang tidak dapat secara efektif 
membantah suatu keputusan apabila ia tidak 
mengetahui bagaimana keputusan tersebut 
terbentuk. 

Transparansi juga tidak berarti bahwa 
seluruh kode sumber harus selalu dibuka kepada 
publik. Dalam beberapa keadaan, terdapat alasan 
keamanan atau perlindungan kekayaan intelektual. 
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa 
terdapat mekanisme yang memungkinkan sistem 
diuji, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 143 

 

Transparansi dapat dilakukan melalui dokumentasi, 
audit independen, pengujian model, penjelasan 
faktor keputusan, serta prosedur pemeriksaan ketika 
terjadi kesalahan (Radanliev, 2025). 

Persoalan berikutnya adalah human 

oversight. Kehadiran manusia dalam sistem AI bukan 
sekadar formalitas. Aparat harus memiliki 
kemampuan dan kewenangan untuk menolak hasil 
sistem apabila terdapat alasan yang memadai. Jika 
aparat hanya menerima rekomendasi AI karena 
menganggap sistem selalu lebih akurat, keberadaan 
manusia tidak benar-benar berfungsi sebagai 
pengawasan. 

Human oversight juga membutuhkan 
kompetensi. Aparat yang tidak memahami 
keterbatasan AI akan kesulitan mengidentifikasi 
kesalahan. Mereka dapat menganggap output sebagai 
fakta objektif hanya karena output berasal dari 
sistem teknologi. Pendidikan dan pelatihan karena 
itu menjadi bagian dari tata kelola AI. Aparat perlu 
memahami dasar teknologi, kemungkinan bias, batas 
validitas, dan prosedur ketika sistem menghasilkan 
output yang meragukan (Nowack dkk., 2025). 

Pertanggungjawaban harus ditetapkan sejak 
tahap desain. Sebelum AI digunakan dalam proses 
hukum, lembaga perlu menentukan siapa yang 
bertanggung jawab terhadap kualitas data, siapa 
yang mengawasi sistem, siapa yang mengevaluasi 
hasil, dan siapa yang menangani keberatan 
masyarakat. Tanggung jawab tidak boleh baru 
dibicarakan setelah terjadi kerugian. Mekanisme 
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akuntabilitas harus menjadi bagian dari sistem sejak 
awal (Mohammed, 2025; Tertibi, 2025). 

Penggunaan AI juga harus 
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Tidak 
semua persoalan membutuhkan penggunaan 
teknologi dengan tingkat pengawasan yang sama. 
Penggunaan AI untuk mengelompokkan dokumen 
administratif tentu memiliki risiko berbeda dengan 
penggunaan AI untuk menilai risiko seseorang 
melakukan tindak pidana. Semakin besar dampak 
terhadap hak individu, semakin ketat pula standar 
pengawasan, validasi, dan pertanggungjawaban yang 
diperlukan. 

Fair trial menjadi prinsip yang tidak boleh 
dikorbankan demi efisiensi. Proses hukum harus 
memberikan kesempatan yang wajar kepada pihak 
yang berperkara untuk mengetahui dan membantah 
bukti atau argumen yang digunakan terhadapnya. 
Ketika AI digunakan untuk menghasilkan 
rekomendasi, pihak yang terkena dampak perlu 
memiliki kesempatan untuk menguji dasar 
rekomendasi tersebut. Bukti digital dan output AI 
tidak boleh memperoleh status istimewa hanya 
karena dihasilkan oleh teknologi (Farber, 2025; 
Stoykova, 2021). 

Aspek lain yang penting adalah keamanan 
sistem. AI yang digunakan dalam penegakan hukum 
merupakan target potensial bagi serangan siber. Jika 
sistem dimanipulasi, data pelatihan diubah, atau 
model diserang, hasil yang dikeluarkan dapat 
berubah. Oleh sebab itu, keamanan AI tidak dapat 
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dipisahkan dari validitas keputusan hukum. Sistem 
yang tidak aman dapat menghasilkan keputusan 
yang tidak dapat dipercaya. 

Etika penggunaan AI juga menuntut adanya 
batas terhadap penggunaan teknologi. Tidak semua 
hal yang secara teknis dapat dilakukan harus 
dilakukan. Kemampuan mengenali seseorang, 
misalnya, tidak berarti teknologi tersebut selalu 
tepat digunakan dalam setiap situasi. Kemampuan 
mengumpulkan data tidak berarti seluruh data boleh 
dikumpulkan. Prinsip etika diperlukan untuk 
menentukan batas yang tidak selalu dapat ditemukan 
hanya melalui kemampuan teknis. 

Pada akhirnya, akuntabilitas AI harus 
dibangun melalui pendekatan berlapis. Pengembang 
bertanggung jawab terhadap desain dan kualitas 
teknis. Penyedia data bertanggung jawab terhadap 
kualitas dan legalitas data. Institusi pengguna 
bertanggung jawab terhadap prosedur penggunaan. 
Aparat bertanggung jawab terhadap keputusan 
profesional yang dibuat berdasarkan informasi dari 
sistem. Negara bertanggung jawab menyediakan 
kerangka hukum dan mekanisme pengawasan. 
Pembagian tanggung jawab tersebut mencegah 
terjadinya kondisi ketika semua pihak menyatakan 
bahwa kesalahan merupakan akibat dari “algoritma”. 

4. Masa Depan Penegakan Hukum: Hukum Adaptif, 
Teknologi, dan Keadilan Digital 

Masa depan penegakan hukum tidak 
dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. 
Namun, masa depan tersebut tidak seharusnya 
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dibayangkan sebagai sistem hukum yang 
sepenuhnya otomatis. Penegakan hukum akan 
lebih tepat berkembang menuju sistem yang 
mampu menggabungkan kapasitas teknologi 
dengan penilaian manusia. Teknologi dapat 
membantu mempercepat pengumpulan dan 
analisis informasi, sedangkan manusia tetap 
mempertahankan tanggung jawab terhadap 
keputusan dan perlindungan hak. 

Salah satu arah perkembangan tersebut 
adalah smart law enforcement. Konsep ini 
mengarah pada penggunaan data, sistem digital, 
analitik, dan teknologi cerdas untuk membuat 
penegakan hukum lebih proaktif. Aparat dapat 
menggunakan data untuk memahami perubahan 
pola kejahatan, menentukan prioritas sumber 
daya, dan merancang tindakan pencegahan. 
Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran 
dari penegakan hukum yang hanya bereaksi 
setelah kejahatan terjadi menuju penegakan 
yang lebih berbasis prediksi dan pencegahan 
(Sholahudin dkk., 2026; Sun dkk., 2025). 

Pendekatan berbasis data memiliki 
manfaat ketika data yang digunakan berkualitas 
dan mekanisme pengawasannya kuat. Integrasi 
data dapat membantu aparat melihat hubungan 
yang sebelumnya tersebar dalam berbagai 
sistem. Namun, integrasi tersebut juga dapat 
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memperbesar risiko apabila data tidak akurat 
atau digunakan tanpa batas. Semakin besar 
sistem mengandalkan data, semakin penting 
kualitas data dan tata kelolanya. 

Integrasi antarlembaga menjadi salah 
satu tantangan utama. Kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan 
institusi lain dapat memiliki sistem informasi 
yang berbeda. Integrasi dapat meningkatkan 
koordinasi, tetapi membutuhkan standar 
interoperabilitas, keamanan, serta pembagian 
kewenangan yang jelas. Data tidak boleh 
dibagikan secara bebas hanya karena teknologi 
memungkinkan hal tersebut. Pertukaran data 
harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang 
jelas. 

Masa depan juga akan memperkuat peran 
forensik digital. Ketika aktivitas masyarakat 
semakin banyak berlangsung melalui perangkat 
elektronik, semakin banyak pula bukti yang 
tersedia dalam bentuk digital. Klasén dkk. 
(2024) menunjukkan pentingnya forensik digital 
dalam mengidentifikasi bukti yang tidak selalu 
terlihat melalui pemeriksaan konvensional. 
Aparat masa depan karena itu perlu memiliki 
kemampuan memahami data elektronik 
sekaligus memahami batas hukum 
penggunaannya. 
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Sistem peradilan berbasis elektronik juga 
akan terus berkembang. Penggunaan e-court, e-
litigation, dan ODR dapat menjadi bagian dari 
sistem hukum yang lebih fleksibel. Namun, 
perkembangan tersebut harus tetap 
memperhatikan akses yang setara. Sistem yang 
canggih tidak akan menghasilkan keadilan 
apabila sebagian masyarakat tidak mampu 
menggunakannya. Desain layanan harus 
memperhatikan literasi digital, disabilitas, 
bahasa, dan kondisi sosial pengguna (Dixit dkk., 
2025; Khan & Ahmed, 2024). 

Otomatisasi administrasi juga dapat 
menjadi salah satu arah penting. Pekerjaan yang 
bersifat repetitif dapat dibantu teknologi 
sehingga aparat dapat memusatkan perhatian 
pada pekerjaan yang membutuhkan penalaran. 
Otomatisasi tidak harus diarahkan pada 
penghapusan peran manusia. Tujuannya justru 
meningkatkan kualitas penggunaan waktu dan 
sumber daya manusia. 

Penegakan hukum masa depan juga 
membutuhkan pelatihan yang berubah secara 
adaptif. Aparat tidak cukup hanya mendapatkan 
pelatihan teknologi sekali. Perkembangan AI dan 
sistem digital berlangsung cepat sehingga 
kompetensi harus diperbarui secara berkala. 
Kumar dkk. (2025) menunjukkan relevansi AI 
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adaptif dalam pelatihan penegakan hukum. 
Pendidikan menjadi bagian dari infrastruktur 
teknologi karena sistem yang canggih tidak akan 
berfungsi secara optimal tanpa pengguna yang 
kompeten. 

Perubahan kompetensi tersebut juga 
mengubah pendidikan hukum. Pendidikan 
hukum perlu memperkenalkan isu seperti bukti 
digital, AI, keamanan siber, perlindungan data, 
etika algoritma, dan forensik digital. Sebaliknya, 
pengembang teknologi yang bekerja untuk 
sektor hukum juga perlu memahami prinsip 
hukum dan hak asasi manusia. Kolaborasi antara 
bidang hukum dan teknologi menjadi semakin 
penting. 

Regulasi juga harus bersifat adaptif. 
Regulasi yang terlalu lambat akan tertinggal dari 
perkembangan teknologi. Sebaliknya, regulasi 
yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi 
yang sebenarnya bermanfaat. Karena itu, 
regulasi perlu mampu menetapkan prinsip dan 
batas yang jelas tanpa selalu mengatur setiap 
detail teknis yang dapat berubah dengan cepat 
(Saputra dkk., 2025; Tertibi, 2025). 

Pendekatan berbasis risiko dapat 
menjadi salah satu cara untuk mengembangkan 
regulasi tersebut. Teknologi yang memiliki 
dampak kecil terhadap hak individu dapat 
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dikenai persyaratan yang lebih sederhana. 
Sebaliknya, sistem yang digunakan untuk 
menilai risiko seseorang, melakukan 
pengawasan, atau membantu keputusan yang 
berkaitan dengan kebebasan harus tunduk pada 
persyaratan yang lebih ketat. Pendekatan 
tersebut membuat regulasi lebih proporsional. 

Partisipasi masyarakat juga perlu 
menjadi bagian dari tata kelola teknologi 
penegakan hukum. Masyarakat bukan sekadar 
objek penggunaan teknologi. Masyarakat 
memiliki hak untuk mengetahui bagaimana 
teknologi digunakan, apa tujuan 
penggunaannya, dan bagaimana hak mereka 
dilindungi. Partisipasi dapat memperkuat 
legitimasi karena penggunaan teknologi tidak 
hanya ditentukan oleh institusi secara tertutup 
(Haley & Burrell, 2025; Sandiya dkk., 2025). 

Pengawasan independen menjadi 
semakin penting ketika teknologi memiliki 
kemampuan besar untuk memengaruhi 
kehidupan masyarakat. Lembaga pengawasan 
perlu memiliki kapasitas untuk memahami 
sistem digital dan AI. Pengawasan yang hanya 
memahami prosedur hukum tetapi tidak 
memahami teknologi akan mengalami kesulitan 
dalam menilai apakah sistem digunakan secara 
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benar. Sebaliknya, pengawasan teknis tanpa 
pemahaman hukum juga tidak cukup. 

Masa depan penegakan hukum juga 
membutuhkan kerja sama antara negara dan 
sektor swasta. Banyak teknologi digital 
dikembangkan oleh perusahaan. Negara tidak 
selalu memiliki kemampuan teknis untuk 
membangun seluruh infrastruktur sendiri. 
Kolaborasi dapat mempercepat inovasi, tetapi 
harus dilakukan dengan kontrak, standar, dan 
pengawasan yang jelas. Negara tidak boleh 
kehilangan kendali terhadap fungsi publik hanya 
karena sebagian teknologinya dikembangkan 
oleh pihak swasta (Haley & Burrell, 2025; Sun 
dkk., 2025). 

Keadilan digital pada akhirnya harus 
menjadi ukuran utama. Sistem yang mampu 
bekerja dengan cepat tetapi mengecualikan 
masyarakat tertentu tidak dapat dianggap 
sebagai sistem hukum yang berhasil. Demikian 
pula, sistem yang sangat akurat secara statistik 
tetapi menghasilkan diskriminasi tidak dapat 
disebut adil. Keadilan digital berarti teknologi 
digunakan untuk memperluas akses, 
meningkatkan kualitas proses, melindungi hak, 
dan memperkuat akuntabilitas. 

Dengan demikian, masa depan 
penegakan hukum tidak ditentukan oleh 
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seberapa banyak teknologi yang dapat 
digunakan, tetapi oleh bagaimana teknologi 
tersebut ditempatkan dalam sistem hukum. 
Teknologi yang baik harus dapat 
dipertanggungjawabkan, dapat diawasi, dapat 
diperiksa, dan dapat dikoreksi. Penegakan 
hukum yang semakin digital harus tetap 
memiliki wajah manusia karena hukum pada 
akhirnya mengatur manusia dan melindungi 
kepentingan manusia. 
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BAB VII 

KEADILAN SOSIAL DI TENGAH 

KETIMPANGAN DAN DIRUPSI 

 
Perubahan sosial yang berlangsung dalam 

beberapa dekade terakhir memperlihatkan bahwa 
perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi digital, 
dan perubahan pola kehidupan masyarakat tidak selalu 
menghasilkan manfaat yang tersebar secara merata. 
Teknologi dapat membuka akses terhadap pendidikan, 
pekerjaan, informasi, layanan publik, dan kegiatan 
ekonomi, tetapi manfaat tersebut sangat dipengaruhi 
oleh kemampuan seseorang untuk mengakses dan 
memanfaatkannya. Masyarakat yang memiliki 
perangkat, koneksi, keterampilan, pendidikan, dan 
sumber daya ekonomi yang memadai cenderung lebih 
mudah memperoleh manfaat dari perubahan tersebut. 
Sebaliknya, masyarakat yang berada dalam kondisi 
ekonomi dan sosial yang lebih lemah dapat menghadapi 
hambatan yang semakin kompleks. Ketimpangan yang 
sebelumnya terlihat dalam kepemilikan sumber daya 
kemudian berkembang menjadi ketimpangan dalam 
kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan 
digital (Ahmad dkk., 2025; Rydzewski, 2025). 

Situasi tersebut membawa persoalan keadilan 
sosial ke dalam ruang yang berbeda. Keadilan tidak lagi 
hanya berkaitan dengan bagaimana pendapatan, tanah, 
pekerjaan, atau pelayanan dasar didistribusikan, tetapi 
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juga berkaitan dengan siapa yang memiliki akses 
terhadap teknologi dan siapa yang mampu 
mengendalikan informasi. Seseorang yang tidak memiliki 
akses internet, misalnya, dapat mengalami kesulitan 
memperoleh informasi pekerjaan, mengikuti pendidikan, 
menggunakan pelayanan publik, bahkan memahami 
mekanisme untuk mempertahankan haknya. Dengan 
demikian, keterbatasan digital dapat berkembang 
menjadi keterbatasan sosial dan hukum. Ketimpangan 
digital pada akhirnya tidak berdiri sendiri, melainkan 
berhubungan dengan struktur ketimpangan yang telah 
ada sebelumnya (Orekhov & Chubarov, 2024; Sanders & 
Scanlon, 2021). 

Kondisi tersebut membuat hukum menghadapi 
tuntutan baru. Hukum tidak cukup hanya memastikan 
bahwa setiap orang secara formal memiliki hak yang 
sama. Hukum juga harus memperhatikan apakah 
masyarakat benar-benar memiliki kemampuan untuk 
menggunakan hak tersebut. Kesamaan formal dapat 
kehilangan makna ketika sebagian masyarakat memiliki 
sumber daya yang jauh lebih besar untuk mengakses 
lembaga hukum, memperoleh informasi, atau 
mendapatkan perlindungan. Oleh sebab itu, keadilan 
sosial dalam masyarakat yang mengalami disrupsi 
membutuhkan perhatian terhadap kondisi nyata yang 
memengaruhi kemampuan seseorang untuk 
berpartisipasi dan memperoleh perlindungan. 

Dalam kerangka tersebut, disrupsi tidak 
seharusnya dipahami hanya sebagai perubahan 
teknologi. Disrupsi merupakan perubahan yang 
memengaruhi hubungan antara pekerjaan, ekonomi, 
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negara, masyarakat, dan individu. Otomatisasi dapat 
mengubah kebutuhan tenaga kerja, ekonomi platform 
dapat mengubah hubungan antara pekerja dan 
perusahaan, sedangkan digitalisasi pelayanan publik 
dapat mengubah cara warga memperoleh haknya. Setiap 
perubahan tersebut membawa manfaat sekaligus risiko 
sehingga hukum dituntut untuk memastikan bahwa 
perubahan tidak menghasilkan kelompok yang secara 
sistematis tertinggal. 

Bab ini membahas keadilan sosial melalui tiga 
pembahasan yang saling berkaitan. Bagian pertama 
membahas perubahan bentuk ketimpangan dan 
hubungan antara distribusi sumber daya dengan 
keadilan hukum. Bagian kedua membahas kelompok 
rentan serta persoalan akses terhadap keadilan dalam 
lingkungan yang semakin terdigitalisasi. Bagian ketiga 
membahas rekonstruksi keadilan sosial dengan 
menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan, 
redistribusi, dan pengendalian terhadap risiko disrupsi 
teknologi dan ekonomi. 
1. Ketimpangan Sosial dan Distribusi Keadilan 

dalam Masyarakat yang Berubah 
Ketimpangan sosial pada dasarnya 

menggambarkan adanya perbedaan kemampuan 
antaranggota masyarakat dalam memperoleh 
sumber daya, kesempatan, dan posisi sosial. Dalam 
masyarakat konvensional, ketimpangan sering kali 
dikaitkan dengan pendapatan, kepemilikan aset, 
pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan sosial. 
Perkembangan teknologi kemudian memperluas 
dimensi tersebut. Kemampuan mengakses perangkat 
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digital, internet, informasi, serta keterampilan 
teknologi menjadi sumber daya baru yang 
menentukan kemampuan seseorang untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. 
Ketimpangan digital dengan demikian menjadi 
bagian dari struktur ketimpangan sosial yang lebih 
luas (Orekhov & Chubarov, 2024; Rydzewski, 2025). 

Perbedaan akses teknologi dapat terlihat 
sederhana, tetapi konsekuensinya dapat berlangsung 
secara berantai. Seseorang yang tidak memiliki 
koneksi internet yang memadai mungkin kesulitan 
mengikuti pembelajaran daring. Keterbatasan 
pendidikan kemudian dapat memengaruhi 
kemampuan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 
Kesulitan memperoleh pekerjaan dapat menurunkan 
kemampuan membeli perangkat dan membayar 
koneksi internet. Kondisi tersebut membentuk 
lingkaran yang membuat ketimpangan digital terus 
berhubungan dengan ketimpangan ekonomi dan 
pendidikan. Karena itu, persoalan akses teknologi 
tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial tempat 
teknologi digunakan (Irwani dkk., 2024; Rydzewski, 
2025). 

Ketimpangan juga muncul dalam 
kemampuan menggunakan teknologi. Memiliki 
perangkat tidak otomatis berarti seseorang mampu 
memperoleh manfaat yang sama dari perangkat 
tersebut. Dua orang dapat menggunakan telepon 
pintar yang sama, tetapi memperoleh manfaat yang 
berbeda karena memiliki tingkat pendidikan, 
keterampilan, dan pengetahuan yang berbeda. 
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Seseorang dengan literasi digital tinggi dapat 
memanfaatkan teknologi untuk memperoleh 
informasi pekerjaan, mengikuti pendidikan, 
menjalankan usaha, dan mengakses layanan publik. 
Sebaliknya, pengguna dengan kemampuan terbatas 
mungkin hanya menjadi konsumen teknologi tanpa 
mampu memanfaatkan peluang yang tersedia secara 
optimal (Orekhov & Chubarov, 2024; Petkovic, 
2025). 

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa 
konsep digital divide perlu dipahami lebih luas 
daripada sekadar ada atau tidak adanya jaringan 
internet. Kesenjangan pertama berkaitan dengan 
kepemilikan dan akses terhadap perangkat serta 
konektivitas. Kesenjangan berikutnya berkaitan 
dengan kemampuan menggunakan teknologi. Pada 
tahap yang lebih lanjut, perbedaan muncul dalam 
kemampuan mengubah teknologi menjadi manfaat 
sosial dan ekonomi. Masyarakat yang mampu 
memanfaatkan teknologi untuk memperoleh 
pendidikan, pekerjaan, modal, informasi, dan 
pelayanan memiliki posisi yang berbeda dari 
masyarakat yang hanya memiliki akses terbatas. 
Kesenjangan tersebut dapat memperkuat hierarki 
sosial yang telah terbentuk sebelumnya (Al-Farjani & 
Alazhari, 2026; Rydzewski, 2025). 

Dampaknya menjadi lebih serius ketika 
layanan publik dan pelayanan hukum mulai 
berpindah ke ruang digital. Digitalisasi dapat 
meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus mengubah 
syarat untuk memperoleh layanan. Ketika informasi, 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 158 

 

pendaftaran, pengaduan, atau pelayanan tertentu 
hanya dapat diakses secara efektif melalui sistem 
digital, kemampuan menggunakan teknologi menjadi 
bagian dari kemampuan untuk menikmati hak 
sebagai warga negara. Masyarakat yang tidak 
memiliki akses atau keterampilan dapat mengalami 
hambatan yang sebelumnya tidak ditemukan dalam 
sistem pelayanan konvensional. Dalam kondisi 
demikian, eksklusi digital dapat berubah menjadi 
eksklusi sosial dan hukum (Ahmad dkk., 2025; 
Sanders & Scanlon, 2021). 

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa 
distribusi keadilan tidak dapat hanya dilihat dari isi 
peraturan. Perlu dilihat pula bagaimana suatu aturan 
bekerja dalam kondisi sosial yang berbeda. Aturan 
yang memberikan hak yang sama kepada semua 
orang belum tentu menghasilkan manfaat yang sama 
ketika kemampuan masyarakat untuk menggunakan 
hak tersebut berbeda. Oleh karena itu, pendekatan 
terhadap keadilan harus memperhatikan distribusi 
kemampuan, kesempatan, dan akses. Keadilan 
membutuhkan lingkungan yang memungkinkan 
masyarakat menggunakan haknya secara nyata, 
bukan sekadar pengakuan formal terhadap hak 
tersebut. 

Disrupsi ekonomi memperluas persoalan 
tersebut melalui perubahan dalam dunia kerja. 
Ekonomi digital menciptakan jenis pekerjaan baru, 
termasuk pekerjaan berbasis platform. Model ini 
memberikan fleksibilitas dan membuka kesempatan 
memperoleh pendapatan tanpa struktur pekerjaan 
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konvensional. Namun, hubungan kerja yang tidak 
selalu sesuai dengan kategori pekerja tradisional 
menimbulkan persoalan mengenai upah, jaminan 
sosial, perlindungan kecelakaan, waktu kerja, dan 
kepastian hubungan kerja. Ketika status hukum 
pekerja tidak jelas, posisi tawar pekerja dapat 
menjadi lebih lemah (Shepherd, 2025; Yusdanial & 
Yuda, 2025). 

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa 
teknologi dapat menghasilkan dua sisi yang berbeda. 
Di satu sisi, teknologi membuka kesempatan 
ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia. Di sisi lain, 
teknologi dapat mengalihkan sebagian risiko 
ekonomi kepada individu. Pekerja platform dapat 
memperoleh fleksibilitas, tetapi sekaligus 
menghadapi pendapatan yang tidak stabil dan 
keterbatasan perlindungan sosial. Dalam kondisi 
tersebut, keadilan sosial menuntut hukum untuk 
tidak hanya melihat hubungan kontraktual secara 
formal, tetapi juga memahami posisi sosial dan 
ekonomi para pihak. 

Ketimpangan juga memiliki dimensi 
geografis. Masyarakat yang berada di wilayah 
terpencil dapat menghadapi persoalan konektivitas, 
transportasi, ketersediaan layanan publik, dan 
keterbatasan fasilitas pendidikan. Digitalisasi secara 
teoritis dapat mengurangi jarak tersebut karena 
pelayanan dapat diberikan secara daring. Namun, 
manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila 
infrastruktur tersedia dan masyarakat memiliki 
kemampuan menggunakannya. Pengalaman 
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masyarakat di wilayah Amazon menunjukkan bahwa 
kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur 
dapat menjadi hambatan serius bagi akses terhadap 
pelayanan hukum digital (De Araujo Filho dkk., 2024; 
De Moraes dkk., 2024). 

Kondisi tersebut memberikan pelajaran 
penting bagi pembangunan sistem hukum. 
Digitalisasi tidak boleh digunakan dengan asumsi 
bahwa masyarakat memiliki kondisi yang sama. 
Sistem hukum perlu mengenali perbedaan sosial 
yang ada sebelum merancang pelayanan berbasis 
teknologi. Masyarakat perkotaan dengan koneksi 
internet yang baik mungkin dapat menggunakan 
pengadilan elektronik secara mandiri, sedangkan 
masyarakat di wilayah terpencil mungkin 
membutuhkan titik layanan, pendamping, atau 
mekanisme pelayanan alternatif. Kesetaraan dalam 
pelayanan membutuhkan desain yang 
memperhatikan perbedaan kondisi pengguna. 

Ketimpangan juga berkaitan dengan 
kemampuan memperoleh informasi. Informasi 
hukum merupakan sumber daya penting karena 
masyarakat perlu mengetahui hak, kewajiban, 
prosedur, dan mekanisme perlindungan yang 
tersedia. Ketika informasi hukum hanya tersedia 
dalam bentuk yang sulit dipahami, masyarakat 
dengan pendidikan dan literasi rendah akan 
mengalami hambatan lebih besar. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak 
cukup hanya dengan menyediakan informasi. 
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Informasi harus dapat dipahami dan digunakan oleh 
masyarakat. 

Dalam masyarakat digital, persoalan tersebut 
semakin kompleks karena jumlah informasi 
meningkat sangat cepat. Masyarakat dapat 
memperoleh informasi hukum melalui situs 
pemerintah, media sosial, mesin pencari, dan 
berbagai platform. Akan tetapi, banyaknya informasi 
tidak selalu meningkatkan pemahaman. Informasi 
yang keliru, tidak lengkap, atau sulit diverifikasi 
dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami 
hak. Karena itu, keadilan informasi menjadi bagian 
dari keadilan sosial dalam masyarakat digital. 

Ketimpangan juga dapat diperkuat oleh 
kemampuan masyarakat untuk mengembangkan 
jaringan sosial dan ekonomi. Teknologi 
memungkinkan seseorang membangun usaha, 
mencari pekerjaan, memperoleh pelanggan, atau 
mengembangkan jejaring profesional tanpa batas 
geografis. Namun, kemampuan tersebut lebih mudah 
dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki 
pendidikan, modal, keterampilan, dan akses 
terhadap jaringan. Kelompok yang tidak memiliki 
sumber daya tersebut dapat tetap berada di luar 
ekosistem ekonomi digital meskipun secara teknis 
memiliki akses internet. 

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut 
memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap 
masyarakat tidak dapat hanya dilakukan melalui 
larangan dan sanksi. Hukum perlu berperan dalam 
menciptakan kondisi yang memungkinkan 
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masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih 
setara. Kebijakan pendidikan digital, pembangunan 
infrastruktur, perlindungan pekerja, bantuan hukum, 
dan perlindungan konsumen menjadi bagian dari 
upaya mengurangi ketimpangan. Hukum dapat 
menjadi instrumen yang menghubungkan perubahan 
teknologi dengan tujuan keadilan sosial (Ahmad dkk., 
2025; Al-Farjani & Alazhari, 2026). 

Pada akhirnya, distribusi keadilan dalam 
masyarakat yang berubah harus melihat siapa yang 
memperoleh manfaat dari perubahan dan siapa yang 
menanggung risikonya. Disrupsi tidak dapat dinilai 
hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau 
peningkatan efisiensi. Ukuran yang lebih penting 
adalah apakah perubahan tersebut memperluas 
kesempatan dan mengurangi eksklusi. Apabila 
teknologi hanya meningkatkan kapasitas kelompok 
yang sudah kuat, perubahan dapat memperlebar 
kesenjangan. Sebaliknya, apabila teknologi 
digunakan untuk memperluas akses dan 
perlindungan, teknologi dapat menjadi sarana untuk 
memperkuat keadilan sosial (Petkovic, 2025; 
Rydzewski, 2025). 

2. Perlindungan Kelompok Rentan dan Akses 
terhadap Keadilan di Era Disrupsi 

Kelompok rentan menempati posisi penting 
dalam pembahasan keadilan sosial karena mereka 
biasanya mengalami dampak perubahan secara lebih 
besar dan memiliki sumber daya yang lebih terbatas 
untuk menghadapinya. Kerentanan tidak selalu 
disebabkan oleh satu faktor. Kondisi ekonomi dapat 
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bertemu dengan keterbatasan pendidikan, lokasi 
geografis, usia, kondisi fisik, status pekerjaan, atau 
kemampuan menggunakan teknologi. Ketika 
beberapa faktor tersebut muncul secara bersamaan, 
hambatan terhadap akses keadilan dapat menjadi 
semakin berat (De Araujo Filho dkk., 2024; Flora 
dkk., 2025). 

Masyarakat berpenghasilan rendah 
merupakan salah satu kelompok yang menghadapi 
persoalan tersebut. Biaya transportasi, biaya 
konsultasi, kehilangan pendapatan karena harus 
meninggalkan pekerjaan, serta keterbatasan 
pengetahuan hukum dapat membuat proses 
memperoleh bantuan hukum menjadi sulit. 
Digitalisasi memiliki potensi mengurangi sebagian 
biaya tersebut karena konsultasi dan informasi dapat 
dilakukan secara daring. Namun, manfaat tersebut 
bergantung pada kemampuan masyarakat 
menggunakan teknologi dan ketersediaan 
pendampingan yang memadai (De Carvalho Dos Reis, 
2023; Flora dkk., 2025). 

Bantuan hukum digital karena itu tidak 
cukup hanya menyediakan dokumen hukum melalui 
internet. Masyarakat perlu memperoleh informasi 
dalam bahasa yang mudah dipahami dan melalui 
media yang sesuai dengan kemampuan mereka. 
Materi hukum yang terlalu teknis dapat tetap sulit 
dipahami meskipun tersedia secara gratis. 
Pendidikan hukum digital perlu dirancang dengan 
pendekatan yang sederhana, visual, dan kontekstual 
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sehingga masyarakat dapat memahami persoalan 
yang mereka hadapi (De Carvalho Dos Reis, 2023). 

Masyarakat di wilayah terpencil menghadapi 
bentuk kerentanan yang berbeda. Jarak geografis 
dapat membuat akses terhadap pengadilan, advokat, 
kepolisian, atau lembaga bantuan hukum menjadi 
mahal dan memakan waktu. Digitalisasi dapat 
mengurangi persoalan jarak tersebut, tetapi 
konektivitas menjadi prasyarat. Apabila jaringan 
internet tidak stabil atau fasilitas digital tidak 
tersedia, pengadilan elektronik justru dapat 
menciptakan bentuk hambatan baru (De Araujo Filho 
dkk., 2024; De Moraes dkk., 2024). 

Karena itu, pembangunan akses keadilan 
digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya 
berorientasi pada aplikasi. Negara dapat 
menyediakan inclusion points, pusat layanan digital, 
fasilitas konsultasi, layanan keliling, atau 
pendamping yang membantu masyarakat 
menggunakan sistem. Model tersebut 
memungkinkan teknologi tetap digunakan tanpa 
meninggalkan masyarakat yang belum mampu 
mengaksesnya secara mandiri. Teknologi kemudian 
menjadi sarana untuk mendekatkan hukum, bukan 
alat untuk memindahkan seluruh beban akses 
kepada masyarakat. 

Kelompok pekerja informal juga menghadapi 
persoalan khusus. Digitalisasi administrasi dapat 
memudahkan proses registrasi dan pendataan 
pekerja, tetapi registrasi tidak otomatis 
menghasilkan perlindungan. Pekerja dapat tercatat 
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dalam sistem tanpa memperoleh jaminan sosial, 
perlindungan kerja, atau akses terhadap layanan 
yang memadai. Kondisi tersebut disebut sebagai 
narrow formalisation, yaitu formalisasi yang terbatas 
pada proses administratif tanpa diikuti perubahan 
substantif terhadap perlindungan sosial (Sinha dkk., 
2026). 

Persoalan pekerja informal memperlihatkan 
pentingnya membedakan antara keterdaftaran dan 
perlindungan. Negara dapat mengetahui keberadaan 
seseorang dalam sistem, tetapi tujuan kebijakan 
sosial bukan hanya membuat masyarakat terlihat 
dalam data. Tujuannya adalah memastikan bahwa 
masyarakat memperoleh hak yang melekat pada 
status sosial dan pekerjaannya. Sistem digital harus 
digunakan untuk memperluas perlindungan, bukan 
hanya memperluas kemampuan administrasi negara. 

Pekerja platform digital menghadapi 
persoalan yang serupa dalam bentuk berbeda. 
Hubungan kerja dalam ekonomi platform sering 
berada di antara kategori pekerja dan mitra. Status 
tersebut dapat memengaruhi hak atas upah, jaminan 
sosial, perlindungan kecelakaan, dan mekanisme 
penyelesaian sengketa. Apabila hukum hanya 
menggunakan kategori hubungan kerja 
konvensional, sebagian pekerja dapat berada dalam 
wilayah perlindungan yang tidak jelas (Shepherd, 
2025; Yusdanial & Yuda, 2025). 

Perubahan tersebut membutuhkan 
pendekatan hukum yang lebih adaptif. Perlindungan 
tidak harus selalu bergantung pada satu kategori 
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hubungan kerja. Hukum dapat mempertimbangkan 
karakteristik pekerjaan, tingkat ketergantungan 
terhadap platform, risiko yang ditanggung pekerja, 
serta kemampuan para pihak dalam hubungan 
tersebut. Pendekatan demikian memungkinkan 
hukum memberikan perlindungan tanpa 
menghilangkan fleksibilitas yang menjadi karakter 
ekonomi digital. 

Penyandang disabilitas dan masyarakat 
lanjut usia juga perlu mendapatkan perhatian dalam 
desain layanan hukum digital. Sistem yang 
menggunakan prosedur rumit, tampilan yang tidak 
aksesibel, atau hanya menyediakan komunikasi 
dalam format tertentu dapat membuat kelompok 
tersebut mengalami hambatan. Prinsip inklusivitas 
harus dimasukkan sejak tahap perancangan sistem. 
Aksesibilitas tidak seharusnya diperlakukan sebagai 
tambahan setelah sistem selesai dibangun. 

Masyarakat dengan literasi digital rendah 
juga menghadapi risiko yang berbeda. Mereka dapat 
menjadi sasaran penipuan, kesalahan transaksi, 
manipulasi informasi, atau kesalahan dalam 
menggunakan layanan digital. Dalam konteks hukum, 
kesalahan tersebut dapat berakibat pada hilangnya 
hak atau kesulitan mendapatkan pemulihan. Karena 
itu, literasi digital dan literasi hukum perlu berjalan 
bersama. 

Akses terhadap keadilan juga berkaitan 
dengan kemampuan masyarakat untuk mengajukan 
keberatan. Sistem digital yang otomatis harus 
menyediakan jalur ketika masyarakat tidak setuju 
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dengan hasil atau keputusan yang diperoleh. Hak 
untuk mengajukan keberatan, meminta peninjauan, 
memperoleh bantuan manusia, dan mendapatkan 
penjelasan menjadi penting ketika pelayanan 
menggunakan teknologi. Digitalisasi tidak boleh 
menghilangkan kesempatan masyarakat untuk 
berinteraksi dengan manusia dalam situasi yang 
kompleks. 

Persoalan tersebut semakin penting dalam 
sistem peradilan yang menggunakan konferensi 
video atau mekanisme jarak jauh. Teknologi dapat 
mengurangi kebutuhan perjalanan, tetapi partisipasi 
seseorang dalam proses hukum tidak hanya 
ditentukan oleh kemampuan melihat dan mendengar 
persidangan. Pihak yang berperkara perlu 
memahami proses, dapat berkomunikasi dengan 
penasihat hukum, dan memiliki kesempatan 
menyampaikan kepentingannya. Penelitian 
mengenai masyarakat dalam penjara menunjukkan 
bahwa penggunaan teknologi jarak jauh dapat 
menciptakan bentuk kerentanan digital tertentu 
yang berpengaruh terhadap partisipasi dalam proses 
hukum (McKay & Macintosh, 2024). 

Oleh sebab itu, prinsip access to justice dalam 
masyarakat digital harus dipahami secara substantif. 
Akses bukan hanya kemampuan membuka situs atau 
masuk ke sistem. Akses berarti kemampuan 
memahami prosedur, menyampaikan kepentingan, 
memperoleh bantuan, memperoleh keputusan yang 
adil, dan menggunakan mekanisme pemulihan 
apabila hak dilanggar. Dengan pengertian tersebut, 
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teknologi hanyalah salah satu sarana dalam 
keseluruhan sistem keadilan. 

Perlindungan kelompok rentan juga 
membutuhkan kerja sama berbagai institusi. Negara 
memiliki tanggung jawab membangun infrastruktur 
dan regulasi. Lembaga hukum bertanggung jawab 
memastikan prosedur dapat diakses. Institusi 
pendidikan dapat memperkuat literasi. Organisasi 
masyarakat sipil dapat memberikan pendampingan. 
Sektor teknologi dapat memastikan sistem yang 
dikembangkan tidak menciptakan hambatan bagi 
pengguna dengan kondisi berbeda. 

Dengan demikian, digitalisasi pelayanan 
hukum harus dibangun berdasarkan prinsip tidak 
meninggalkan siapa pun. Kelompok yang paling sulit 
beradaptasi justru harus menjadi salah satu 
pertimbangan utama dalam desain kebijakan. 
Keberhasilan teknologi dalam bidang hukum bukan 
hanya terlihat dari jumlah pengguna atau kecepatan 
layanan, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut 
menjangkau masyarakat yang sebelumnya paling 
sulit memperoleh keadilan. 

3. Rekonstruksi Keadilan Sosial dalam Menghadapi 
Disrupsi Teknologi dan Ekonomi 

Perubahan teknologi dan ekonomi menuntut 
pemaknaan kembali terhadap keadilan sosial. 
Keadilan tidak lagi cukup dipahami sebagai 
pembagian sumber daya secara merata. Masyarakat 
juga membutuhkan kemampuan untuk 
berpartisipasi, memperoleh perlindungan, 
mengakses teknologi, memahami informasi, dan 
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menghadapi risiko yang muncul dari perubahan. 
Dalam masyarakat digital, keadilan harus mencakup 
dimensi sosial, ekonomi, teknologi, informasi, dan 
hukum secara bersamaan (Ahmad dkk., 2025; Al-
Farjani & Alazhari, 2026). 

Rekonstruksi keadilan sosial dimulai dari 
perubahan cara melihat teknologi. Teknologi tidak 
bersifat netral dalam dampaknya terhadap 
masyarakat. Cara teknologi dirancang, siapa yang 
memiliki akses, siapa yang mengendalikan data, dan 
siapa yang memperoleh keuntungan akan 
menentukan konsekuensi sosialnya. Karena itu, 
kebijakan teknologi perlu mempertimbangkan 
distribusi manfaat dan risiko. Teknologi yang 
memberikan keuntungan besar kepada sebagian 
kelompok tetapi membebankan risiko kepada 
kelompok lain perlu memperoleh perhatian hukum. 

Hukum dapat memainkan peran penting 
sebagai instrumen redistribusi. Redistribusi dalam 
konteks masyarakat digital tidak hanya berarti 
pembagian pendapatan. Redistribusi juga dapat 
berupa pemerataan akses internet, pendidikan 
digital, perlindungan sosial, informasi, dan 
kesempatan ekonomi. Kebijakan publik perlu 
memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital 
tidak membuat sumber daya semakin terkonsentrasi 
pada pihak yang telah memiliki modal, teknologi, dan 
data. 

Perlindungan pekerja menjadi salah satu 
agenda utama. Perubahan pola kerja menciptakan 
kebutuhan terhadap model perlindungan yang dapat 
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mengikuti pekerja ketika mereka berpindah platform 
atau jenis pekerjaan. Sistem jaminan sosial yang 
terlalu bergantung pada hubungan kerja 
konvensional dapat kesulitan menjangkau pekerja 
digital. Karena itu, gagasan mengenai manfaat sosial 
yang dapat mengikuti pekerja atau portable benefits 
menjadi relevan dalam merancang perlindungan di 
pasar kerja digital (Shepherd, 2025). 

Perlindungan juga perlu diberikan kepada 
konsumen digital. Konsumen tidak selalu memahami 
bagaimana data mereka dikumpulkan, bagaimana 
algoritma memengaruhi pilihan, atau bagaimana 
risiko transaksi digital dapat muncul. Hukum 
perlindungan konsumen perlu menyesuaikan diri 
dengan karakter transaksi digital. Konsumen harus 
memiliki informasi yang cukup, mekanisme 
pengaduan yang mudah, dan pemulihan ketika 
mengalami kerugian. 

Data juga menjadi bagian penting dalam 
rekonstruksi keadilan. Dalam masyarakat digital, 
data dapat menjadi sumber kekuasaan ekonomi dan 
administratif. Pengumpulan data dalam jumlah besar 
dapat membantu pemerintah menyediakan layanan 
yang lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat 
menciptakan risiko pengawasan dan 
penyalahgunaan. Karena itu, pengelolaan data perlu 
dilihat dari perspektif data justice, yaitu memastikan 
bahwa penggunaan data tidak menghasilkan 
diskriminasi, eksklusi, atau distribusi manfaat yang 
tidak adil (Masiero & Buddha, 2021). 
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Persoalan tersebut menunjukkan bahwa 
efisiensi administratif tidak boleh menjadi satu-
satunya ukuran keberhasilan sistem digital. Sistem 
yang dapat memproses jutaan data dengan cepat 
belum tentu adil apabila sebagian masyarakat salah 
dikategorikan atau tidak dapat mengakses 
mekanisme koreksi. Data harus digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi keputusan 
yang memengaruhi hak masyarakat harus tetap 
dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan. 

Hak atas akses internet juga memperoleh 
relevansi yang semakin besar. Internet telah menjadi 
sarana untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, 
informasi, komunikasi, dan pelayanan publik. Ketika 
berbagai hak semakin bergantung pada teknologi, 
keterbatasan akses internet dapat berpengaruh 
terhadap kemampuan menikmati hak lainnya. 
Karena itu, gagasan mengenai akses internet sebagai 
bagian dari hak universal memperoleh relevansi 
dalam pembahasan keadilan sosial digital (Petkovic, 
2025; Sanders & Scanlon, 2021). 

Namun, menjadikan akses internet sebagai 
hak tidak berarti persoalan selesai. Akses harus 
disertai kualitas koneksi, keterjangkauan biaya, 
perangkat yang memadai, keterampilan, dan 
perlindungan hukum. Masyarakat yang memiliki 
koneksi lambat atau tidak mampu memahami sistem 
tetap dapat mengalami eksklusi. Oleh sebab itu, 
keadilan digital harus memperhatikan keseluruhan 
ekosistem akses. 
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Rekonstruksi keadilan sosial juga 
memerlukan pembaruan terhadap pelayanan publik. 
Pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi 
tidak menghilangkan alternatif pelayanan bagi 
masyarakat yang belum mampu menggunakan 
sistem digital. Sistem daring dapat menjadi saluran 
utama, tetapi mekanisme bantuan manusia dan 
pelayanan luring tetap diperlukan untuk situasi 
tertentu. Prinsip tersebut memungkinkan efisiensi 
berjalan bersama inklusivitas. 

Pengembangan infrastruktur juga harus 
dipandang sebagai bagian dari kebijakan keadilan 
sosial. Investasi pada jaringan internet di wilayah 
terpencil, fasilitas publik, pusat layanan digital, dan 
pendidikan teknologi dapat memperluas kesempatan 
masyarakat. Rydzewski (2025) menempatkan 
pengurangan ketimpangan digital sebagai bagian 
penting dari pembangunan berkelanjutan. 
Infrastruktur dengan demikian bukan hanya 
persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari 
kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan modern. 

Pendidikan menjadi instrumen lain yang 
sangat penting. Literasi digital tidak cukup hanya 
mengajarkan cara menggunakan perangkat. 
Masyarakat juga perlu memahami keamanan data, 
hak konsumen, risiko penipuan, perlindungan 
privasi, dan mekanisme pengaduan. Pendidikan 
semacam itu membuat masyarakat tidak hanya 
menjadi pengguna teknologi, tetapi juga subjek yang 
mampu memahami dan mempertahankan haknya. 
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Keadilan sosial juga membutuhkan 
pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan digital. 
Perusahaan teknologi yang menguasai platform, 
data, dan infrastruktur dapat memiliki pengaruh 
besar terhadap kehidupan masyarakat. Kekuasaan 
tersebut tidak selalu berbentuk kewenangan formal, 
tetapi dapat muncul melalui kemampuan 
menentukan aturan penggunaan platform, 
mengendalikan data, dan memengaruhi informasi 
yang diterima pengguna. Hukum perlu memastikan 
bahwa kekuatan ekonomi dan teknologi tidak 
berkembang menjadi kekuasaan yang tidak dapat 
diawasi (Ahmad dkk., 2025; Orekhov & Chubarov, 
2024). 

Dalam konteks tersebut, hukum harus 
mampu menjalankan dua fungsi sekaligus. Hukum 
perlu memberikan ruang bagi inovasi agar teknologi 
dapat berkembang, tetapi juga harus memberikan 
batas agar inovasi tidak menghasilkan eksploitasi. 
Regulasi yang terlalu lemah dapat membiarkan 
ketimpangan berkembang, sedangkan regulasi yang 
terlalu kaku dapat menghambat inovasi. 
Keseimbangan tersebut membutuhkan hukum yang 
adaptif terhadap perubahan tetapi tetap memiliki 
orientasi terhadap perlindungan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat menjadi unsur 
penting dalam proses tersebut. Kebijakan digital 
yang dibuat tanpa mempertimbangkan pengalaman 
pengguna dapat menghasilkan sistem yang secara 
teknis baik tetapi secara sosial tidak sesuai 
kebutuhan. Masyarakat, kelompok rentan, pekerja, 
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konsumen, akademisi, dan organisasi masyarakat 
sipil perlu memiliki ruang untuk menyampaikan 
pengalaman dan kepentingannya. Pendekatan 
kolaboratif membantu memastikan bahwa kebijakan 
tidak hanya dibentuk berdasarkan kepentingan 
institusi atau sektor teknologi. 

Keadilan sosial digital pada akhirnya 
membutuhkan perubahan paradigma dari digitalisasi 
pelayanan menuju digitalisasi yang berkeadilan. 
Perbedaannya terletak pada orientasi. Digitalisasi 
pelayanan berfokus pada penggunaan teknologi 
untuk meningkatkan efisiensi. Digitalisasi yang 
berkeadilan menempatkan efisiensi sebagai salah 
satu tujuan, tetapi tetap mempertimbangkan akses, 
kesetaraan, perlindungan, partisipasi, dan pemulihan 
hak. Dengan paradigma tersebut, teknologi tidak 
menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk 
memperbaiki kehidupan masyarakat. 

 
 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 175 

 

BAB VIII 

FLURALISME HUKUM DAN 

KEARIFAN LOKAL 

 
Masyarakat tidak pernah hidup hanya di bawah 

satu sistem norma. Dalam kehidupan sehari-hari, 
seseorang dapat sekaligus terikat oleh hukum negara, 
hukum adat, norma agama, kebiasaan keluarga, 
kesepakatan komunitas, dan berbagai aturan sosial yang 
berkembang dalam lingkungannya. Setiap norma 
memiliki sumber legitimasi dan cara kerja yang berbeda. 
Sebagian memperoleh kekuatan dari negara, sebagian 
berasal dari keyakinan keagamaan, sementara yang lain 
bertahan karena diterima, diwariskan, dan dijalankan 
oleh masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa 
hukum tidak selalu hadir dalam bentuk peraturan 
tertulis. Hukum juga hidup melalui praktik sosial yang 
terus diproduksi dan dinegosiasikan oleh masyarakat. 
Dalam perspektif ini, pluralisme hukum menjadi cara 
untuk memahami kenyataan bahwa kehidupan hukum 
jauh lebih beragam daripada apa yang tampak dalam 
peraturan perundang-undangan (Lubis, 2025; Meiyani & 
Mochammad, 2026; Narwadan, 2025).  

Keberagaman norma tersebut menjadi semakin 
penting ketika masyarakat mengalami perubahan. 
Modernisasi, globalisasi, mobilitas penduduk, 
perkembangan ekonomi, dan digitalisasi membuat 
hubungan sosial semakin kompleks. Norma yang 
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sebelumnya berlaku dalam lingkungan lokal kini dapat 
berhadapan dengan aturan yang berasal dari negara, 
pasar, agama, bahkan sistem digital yang dikelola oleh 
perusahaan teknologi. Perubahan tersebut tidak selalu 
menghilangkan norma lama. Sebaliknya, berbagai norma 
dapat hidup berdampingan, saling memengaruhi, atau 
mengalami penyesuaian. Kondisi tersebut menjadikan 
pluralisme hukum bukan sekadar persoalan keberadaan 
hukum adat, tetapi persoalan mengenai bagaimana 
berbagai sistem normatif berinteraksi dalam masyarakat 
yang terus berubah. 

Kearifan lokal menempati posisi penting dalam 
situasi tersebut. Kearifan lokal tidak hanya merupakan 
warisan budaya, melainkan juga mengandung 
pengetahuan, nilai, kebiasaan, dan mekanisme sosial 
yang digunakan masyarakat untuk menjaga hubungan 
antarmanusia dan lingkungan. Dalam banyak komunitas, 
penyelesaian persoalan tidak selalu diarahkan pada 
pemberian hukuman. Musyawarah, mediasi, pemulihan 
hubungan, dan rekonsiliasi dapat menjadi pilihan utama 
untuk menjaga keseimbangan sosial. Mekanisme 
tersebut menunjukkan bahwa keadilan dapat memiliki 
bentuk yang berbeda sesuai dengan pengalaman sosial 
masyarakat (Diab dkk., 2022; Sukriono dkk., 2025). 

Hubungan antara hukum negara dan hukum lokal 
juga tidak selalu bersifat pertentangan. Dalam praktik, 
keduanya dapat berinteraksi melalui proses pengakuan, 
negosiasi, penyesuaian, dan integrasi. Persoalan muncul 
ketika negara memasuki ruang sosial yang sebelumnya 
telah memiliki sistem pengaturan sendiri. Tanah adat, 
sumber daya alam, perkawinan, pewarisan, dan 
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penyelesaian konflik merupakan contoh bidang yang 
memperlihatkan adanya pertemuan antara norma 
negara dan norma lokal. Karena itu, hukum nasional 
perlu memahami keberagaman sosial sebagai bagian dari 
realitas yang harus dikelola, bukan sebagai hambatan 
yang harus dihilangkan (Anjani dkk., 2026; Lestaluhu 
dkk., 2026). 

Perubahan teknologi memberikan dimensi baru 
bagi pluralisme hukum. Kearifan lokal yang dahulu 
diwariskan melalui keluarga, komunitas, ritual, dan 
interaksi langsung kini dapat didokumentasikan melalui 
media digital. Pengetahuan yang sebelumnya hanya 
diketahui oleh komunitas tertentu dapat diperkenalkan 
kepada generasi muda melalui arsip digital, media 
interaktif, dan berbagai platform pendidikan. Namun, 
digitalisasi juga membawa risiko karena pengetahuan 
lokal dapat dikomersialisasikan, dipisahkan dari konteks 
budaya, atau digunakan tanpa persetujuan komunitas. 
Pelestarian melalui teknologi karena itu harus berjalan 
bersama dengan perlindungan terhadap hak dan 
otonomi masyarakat adat (Putri dkk., 2026; Tella dkk., 
2025). 

Bab ini menempatkan pluralisme hukum sebagai 
realitas sosial yang perlu dipahami secara kontekstual. 
Pembahasan tidak diarahkan untuk mempertentangkan 
hukum negara dengan hukum adat, melainkan untuk 
melihat bagaimana berbagai sistem norma bekerja dalam 
kehidupan masyarakat. Kearifan lokal dibahas sebagai 
sumber nilai dan mekanisme penyelesaian konflik, 
sedangkan hubungan antara hukum negara dan hukum 
lokal dilihat sebagai proses yang terus mengalami 
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negosiasi. Pada bagian akhir, pembahasan diarahkan 
pada masa depan pluralisme hukum dalam masyarakat 
yang semakin terdigitalisasi. 
1. Pluralisme Hukum dalam Kehidupan Masyarakat 

Pluralisme hukum menggambarkan keadaan 
ketika lebih dari satu tertib normatif hidup dan 
bekerja secara bersamaan dalam suatu ruang sosial. 
Dalam kondisi tersebut, hukum negara bukan satu-
satunya sumber aturan yang digunakan masyarakat 
untuk menentukan perilaku. Hukum adat, norma 
agama, kebiasaan, kesepakatan komunitas, dan nilai 
sosial dapat menjadi dasar seseorang dalam 
mengambil keputusan. Masing-masing memiliki cara 
memperoleh legitimasi yang berbeda. Hukum negara 
memperoleh kekuatan dari kewenangan formal, 
sedangkan norma lokal dapat memperoleh legitimasi 
dari sejarah, tradisi, kepercayaan, hubungan sosial, 
dan penerimaan masyarakat. Keadaan ini 
menunjukkan bahwa kehidupan hukum tidak dapat 
dipahami hanya dengan membaca peraturan tertulis 
(Lubis, 2025; Meiyani & Mochammad, 2026; 
Narwadan, 2025).  

Pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa 
masyarakat memiliki kemampuan untuk membentuk 
dan mempertahankan keteraturan melalui berbagai 
sumber norma. Seseorang mungkin mematuhi 
peraturan negara karena adanya ancaman sanksi, 
tetapi pada saat yang sama ia juga mematuhi aturan 
adat karena adanya rasa memiliki terhadap 
komunitas. Kepatuhan terhadap norma lokal dapat 
muncul dari rasa malu, penghormatan terhadap 
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leluhur, hubungan kekerabatan, atau keinginan 
menjaga keharmonisan. Dengan demikian, alasan 
seseorang mematuhi hukum tidak selalu bersifat 
formal. Dimensi moral, sosial, dan identitas dapat 
menjadi faktor yang sama kuatnya dalam 
menentukan perilaku masyarakat (Lubis, 2025; 
Narwadan, 2025). 

Keberadaan living law memperjelas 
hubungan antara hukum dan masyarakat. Living law 
dapat dipahami sebagai aturan yang benar-benar 
hidup dan dijalankan dalam kehidupan sosial, 
meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk 
peraturan resmi. Norma tersebut bertahan karena 
dianggap relevan dengan kehidupan masyarakat. 
Ketika masyarakat terus menggunakan suatu 
kebiasaan untuk mengatur hubungan sosial, 
menyelesaikan konflik, atau menentukan hak dan 
kewajiban, kebiasaan tersebut memperoleh 
kekuatan normatif. Dalam kondisi tertentu, living law 
bahkan dapat lebih mudah diterima daripada aturan 
formal karena masyarakat merasa bahwa norma 
tersebut merupakan bagian dari kehidupan mereka 
sendiri (Lubis, 2025; Meiyani & Mochammad, 2026; 
Narwadan, 2025). 

Keberadaan living law tidak berarti bahwa 
hukum negara kehilangan kedudukannya. Kedua 
sistem dapat bekerja dalam ruang yang berbeda. 
Hukum negara biasanya dibutuhkan ketika suatu 
persoalan memerlukan pengakuan formal, daya 
paksa, atau keputusan yang memiliki kekuatan 
hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat memilih 
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mekanisme adat ketika yang dianggap penting adalah 
pemulihan hubungan, keharmonisan, dan 
penerimaan komunitas. Pilihan terhadap forum 
tertentu dapat bersifat pragmatis sesuai dengan 
kebutuhan pihak yang menghadapi persoalan. 
Kondisi tersebut dapat disebut sebagai forum choice, 
yaitu kecenderungan masyarakat memilih 
mekanisme penyelesaian berdasarkan tujuan yang 
hendak dicapai (Lestaluhu dkk., 2026; Meiyani & 
Mochammad, 2026). 

Pertanahan merupakan salah satu bidang 
yang memperlihatkan pluralisme hukum secara jelas. 
Dalam masyarakat adat, tanah tidak selalu dipandang 
sebagai benda ekonomi yang dapat dipisahkan dari 
hubungan sosial. Tanah dapat berkaitan dengan 
identitas komunitas, sejarah leluhur, ruang hidup, 
dan keberlanjutan generasi. Sementara itu, sistem 
hukum negara cenderung membutuhkan 
administrasi, bukti tertulis, registrasi, dan kepastian 
mengenai subjek serta objek hak. Perbedaan cara 
memandang tanah tersebut dapat menimbulkan 
persoalan ketika hak yang diakui oleh komunitas 
tidak mudah diterjemahkan ke dalam mekanisme 
administratif negara (Anjani dkk., 2026; Bakri, 2024). 

Persoalan yang sama dapat ditemukan dalam 
hubungan keluarga, perkawinan, dan pewarisan. 
Masyarakat dapat memiliki cara sendiri dalam 
menentukan hubungan keluarga dan pembagian hak 
berdasarkan adat atau agama. Pada saat yang sama, 
negara memiliki aturan formal yang menentukan 
status hukum suatu hubungan. Ketika keduanya 
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berjalan selaras, masyarakat dapat menggunakan 
lebih dari satu sistem tanpa mengalami konflik 
berarti. Namun, ketika norma yang berlaku 
memberikan konsekuensi berbeda, individu dan 
keluarga dapat menghadapi situasi yang 
membutuhkan negosiasi antara berbagai sumber 
hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa 
pluralisme hukum berlangsung dalam persoalan 
yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari 
(Meiyani & Mochammad, 2026; Narwadan, 2025). 

Pluralisme juga terlihat dalam penyelesaian 
sengketa. Tidak semua konflik langsung dibawa ke 
pengadilan. Dalam komunitas tertentu, persoalan 
dapat terlebih dahulu dibicarakan melalui keluarga, 
tokoh adat, tokoh agama, atau pemimpin komunitas. 
Penyelesaian semacam itu biasanya menekankan 
komunikasi, permintaan maaf, pemulihan hubungan, 
dan penerimaan bersama. Ketika mekanisme 
tersebut berhasil, konflik dapat dihentikan tanpa 
proses litigasi yang panjang. Kekuatan mekanisme ini 
terletak pada legitimasi sosial yang dimiliki oleh 
pihak yang memfasilitasi penyelesaian (Diab dkk., 
2022; Sukriono dkk., 2025). 

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa 
pluralisme hukum tidak harus dipandang sebagai 
kekacauan normatif. Keberadaan beberapa sistem 
hukum justru dapat menyediakan lebih banyak 
pilihan untuk menyelesaikan persoalan. 
Persoalannya terletak pada bagaimana hubungan 
antaraturan tersebut dikelola. Apabila terdapat 
mekanisme komunikasi dan pembagian kewenangan 
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yang jelas, pluralisme dapat menghasilkan 
fleksibilitas. Sebaliknya, apabila terdapat konflik 
kewenangan, diskriminasi, atau ketidakjelasan 
mengenai forum yang berwenang, pluralisme dapat 
menghasilkan ketidakpastian. 

Karena itu, pluralisme hukum membutuhkan 
pendekatan yang mengakui keberagaman tanpa 
mengabaikan prinsip dasar negara hukum. 
Pengakuan terhadap norma lokal tidak berarti 
seluruh praktik yang dilakukan atas nama adat harus 
diterima tanpa evaluasi. Norma yang hidup dalam 
masyarakat tetap perlu dilihat dalam hubungannya 
dengan hak asasi manusia, perlindungan kelompok 
rentan, dan prinsip keadilan. Dalam situasi tertentu, 
hukum negara dapat berfungsi sebagai batas untuk 
memastikan bahwa keberagaman norma tidak 
digunakan untuk membenarkan tindakan yang 
melanggar hak dasar. 

Di sisi lain, hukum negara juga tidak 
seharusnya menganggap bahwa semua persoalan 
dapat diselesaikan dengan pendekatan yang 
seragam. Norma formal yang sama dapat 
menghasilkan dampak berbeda ketika diterapkan 
pada masyarakat dengan latar sosial yang berbeda. 
Pemahaman terhadap kondisi lokal diperlukan agar 
penerapan hukum tidak kehilangan konteks. Dalam 
perspektif ini, pluralisme hukum mendorong sistem 
hukum untuk lebih peka terhadap pengalaman 
masyarakat. 

Pluralisme juga berkaitan dengan identitas 
sosial. Norma adat sering kali menjadi bagian dari 
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identitas kelompok. Ketika seseorang mengikuti 
aturan komunitas, ia tidak hanya sedang menaati 
suatu aturan, tetapi juga menunjukkan hubungan 
dengan kelompoknya. Oleh sebab itu, perubahan 
hukum yang mengabaikan identitas sosial dapat 
menimbulkan resistensi. Masyarakat mungkin 
menerima hukum formal dalam satu aspek, tetapi 
tetap mempertahankan norma lokal dalam aspek lain 
karena norma tersebut memiliki arti simbolik dan 
sosial. 

Globalisasi tidak serta-merta menghilangkan 
kondisi tersebut. Modernisasi memang membawa 
pola kehidupan baru, tetapi masyarakat dapat 
mempertahankan unsur lokal sambil menerima 
unsur baru. Hukum adat dapat mengalami 
perubahan bentuk tanpa kehilangan seluruh nilai 
dasarnya. Proses tersebut menunjukkan bahwa 
hukum lokal bukan sesuatu yang statis. Ia dapat 
berubah mengikuti kebutuhan masyarakat dan 
berinteraksi dengan sistem hukum lainnya (Bakri, 
2024; Meiyani & Mochammad, 2026). 

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum 
menjadi bagian penting karena masyarakat terdiri 
atas berbagai komunitas dengan sejarah, budaya, dan 
tradisi yang berbeda. Sistem hukum nasional harus 
bekerja dalam lingkungan sosial yang beragam. 
Karena itu, pembangunan hukum membutuhkan 
kemampuan memahami perbedaan tersebut. Hukum 
yang sensitif terhadap konteks lokal dapat 
memperoleh legitimasi yang lebih kuat karena 
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masyarakat melihat hubungan antara aturan formal 
dengan realitas kehidupannya. 

Pada akhirnya, pluralisme hukum 
memperlihatkan bahwa hukum bukan hanya produk 
negara, tetapi juga hasil dari proses sosial. 
Masyarakat membentuk norma, memberikan 
legitimasi, menjalankannya, dan mengubahnya 
ketika kondisi berubah. Hukum negara kemudian 
berinteraksi dengan norma tersebut dalam ruang 
kehidupan yang sama. Hubungan inilah yang 
menjadikan hukum sebagai fenomena sosial yang 
terus bergerak. 

2. Kearifan Lokal sebagai Sumber Norma dan 
Penyelesaian Konflik 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan dan 
nilai yang berkembang melalui pengalaman panjang 
suatu komunitas. Ia dapat berupa kebiasaan, prinsip 
moral, aturan hubungan sosial, cara mengelola 
sumber daya, maupun mekanisme menyelesaikan 
persoalan. Kearifan lokal diwariskan melalui 
keluarga, pendidikan informal, kegiatan sosial, ritual, 
cerita, dan praktik kehidupan sehari-hari. Karena 
terus digunakan, kearifan lokal dapat berfungsi 
sebagai sumber norma yang mengarahkan perilaku 
masyarakat (Damanhuri dkk., 2025; Lubis, 2025; Ufie 
dkk., 2021). 

Nilai kearifan lokal sering kali tidak 
dituangkan dalam bentuk pasal atau peraturan 
tertulis. Meskipun demikian, keberadaannya dapat 
dirasakan melalui perilaku masyarakat. Seseorang 
memahami bahwa tindakan tertentu dianggap 
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pantas atau tidak pantas karena adanya pengetahuan 
sosial yang telah diwariskan. Norma tersebut dapat 
mengatur cara berbicara, cara memperlakukan 
anggota komunitas, cara menyelesaikan perselisihan, 
dan cara menggunakan sumber daya alam. Kekuatan 
kearifan lokal terletak pada kemampuannya menjadi 
bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya 
menjadi aturan yang berada di luar individu. 

Dalam konteks penyelesaian konflik, kearifan 
lokal sering mengutamakan terciptanya kembali 
hubungan sosial. Konflik dipandang bukan hanya 
sebagai pelanggaran terhadap aturan, tetapi juga 
sebagai gangguan terhadap keseimbangan 
komunitas. Karena itu, penyelesaian diarahkan untuk 
memperbaiki hubungan antara pihak yang berselisih. 
Musyawarah, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan 
rekonsiliasi menjadi mekanisme yang banyak 
ditemukan dalam berbagai komunitas (Diab dkk., 
2022; Lestaluhu dkk., 2026; Sukriono dkk., 2025). 

Orientasi tersebut memiliki kedekatan 
dengan pendekatan Restorative justice. Fokusnya 
bukan semata-mata menentukan siapa yang salah 
dan siapa yang benar, tetapi melihat akibat konflik 
serta bagaimana hubungan sosial dapat dipulihkan. 
Pelaku dapat diminta mengakui kesalahan, meminta 
maaf, memberikan ganti rugi, atau melakukan 
tindakan tertentu yang disepakati. Korban 
memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian 
dan kebutuhannya. Komunitas juga memiliki 
kesempatan untuk memastikan bahwa penyelesaian 
diterima secara sosial. 
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Mekanisme adat memiliki kekuatan karena 
pihak yang terlibat biasanya memahami nilai yang 
menjadi dasar penyelesaian. Tokoh adat atau tokoh 
masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengambil 
keputusan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki 
legitimasi sosial. Keputusan yang dihasilkan dapat 
diterima karena masyarakat mengenal sejarah, 
karakter, dan kedudukan orang yang menjalankan 
proses tersebut. Kondisi ini berbeda dari proses 
formal yang terkadang terasa jauh dari pengalaman 
kehidupan masyarakat (Diab dkk., 2022; Sukriono 
dkk., 2025). 

Kearifan lokal juga berfungsi sebagai sarana 
mencegah konflik. Nilai persaudaraan, gotong 
royong, penghormatan, dan tolong-menolong dapat 
membentuk kebiasaan yang mendorong masyarakat 
menghindari tindakan yang dapat merusak 
hubungan. Pendidikan nilai tersebut berlangsung 
dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak 
mempelajari cara berinteraksi bukan hanya melalui 
pendidikan formal, tetapi juga melalui pengamatan 
dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat (Ahmar 
& Azzajjad, 2025; Ufie dkk., 2021). 

Fungsi tersebut menjadi penting ketika 
masyarakat menghadapi konflik antarkelompok. 
Konflik yang melibatkan identitas agama, etnis, atau 
komunitas dapat berkembang menjadi persoalan 
yang lebih luas apabila tidak dikelola dengan baik. 
Dalam kondisi demikian, kearifan lokal dapat 
dipadukan dengan peran tokoh agama, tokoh adat, 
dan pemerintah. Penyelesaian menjadi lebih efektif 
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ketika berbagai sumber legitimasi bekerja secara 
bersama-sama untuk mengembalikan hubungan 
sosial (Rasyid dkk., 2023). 

Kearifan lokal juga memiliki dimensi 
ekologis. Banyak komunitas memiliki aturan 
mengenai hubungan manusia dengan alam yang 
berkembang berdasarkan pengalaman panjang 
dalam mengelola lingkungan. Aturan tersebut dapat 
mengatur kapan sumber daya boleh digunakan, 
bagaimana suatu kawasan dijaga, serta bagaimana 
hubungan manusia dengan lingkungan 
dipertahankan. Nilai tersebut relevan dengan 
persoalan lingkungan modern karena menunjukkan 
bahwa keberlanjutan bukan hanya gagasan 
kontemporer, tetapi juga dapat ditemukan dalam 
pengetahuan masyarakat lokal (Abas dkk., 2022; 
Damanhuri dkk., 2025). 

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa 
kearifan lokal tidak seharusnya diposisikan sebagai 
tradisi yang hanya memiliki nilai budaya. Ia dapat 
mengandung pengetahuan praktis mengenai tata 
kelola kehidupan. Ketika kebijakan modern 
menghadapi persoalan lingkungan, konflik sumber 
daya, dan ketahanan komunitas, pengetahuan lokal 
dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan. 
Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan 
menghormati komunitas yang menjadi pemilik 
pengetahuan tersebut. 

Kearifan lokal juga dapat menjadi sarana 
pendidikan hukum. Pendidikan tidak harus selalu 
dimulai dari peraturan formal. Masyarakat dapat 
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diperkenalkan pada konsep tanggung jawab, 
keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap 
orang lain melalui nilai yang dekat dengan kehidupan 
mereka. Pendekatan tersebut dapat membuat 
pendidikan hukum lebih kontekstual. Integrasi nilai 
lokal dalam pendidikan juga dapat membantu 
membangun keterampilan sosial dan kemampuan 
menyelesaikan konflik pada generasi muda (Ahmar 
& Azzajjad, 2025; Ufie dkk., 2021). 

Meski demikian, pelestarian kearifan lokal 
membutuhkan sikap kritis. Tidak semua praktik yang 
disebut sebagai tradisi selalu sesuai dengan 
perkembangan prinsip hak asasi manusia dan 
kesetaraan. Perubahan masyarakat dapat 
menyebabkan sebagian praktik perlu ditafsirkan 
kembali. Tujuannya bukan menghilangkan identitas 
lokal, melainkan memastikan bahwa nilai yang 
dipertahankan tetap dapat hidup dalam masyarakat 
modern. 

Kearifan lokal juga tidak seharusnya 
dibekukan sebagai sesuatu yang hanya boleh 
dilakukan persis seperti masa lalu. Masyarakat selalu 
mengalami perubahan. Generasi baru memiliki 
pengalaman yang berbeda, menghadapi teknologi 
yang berbeda, dan berinteraksi dengan kelompok 
yang lebih luas. Karena itu, keberlanjutan kearifan 
lokal justru bergantung pada kemampuannya 
beradaptasi tanpa kehilangan nilai inti. 

Hubungan antara kearifan lokal dan hukum 
formal dapat dibangun melalui pengakuan yang 
proporsional. Negara dapat memberikan ruang bagi 
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mekanisme adat dalam penyelesaian persoalan 
tertentu selama mekanisme tersebut tidak 
bertentangan dengan hak dasar dan hukum yang 
lebih tinggi. Model tersebut memungkinkan 
masyarakat mempertahankan mekanisme sosialnya 
sekaligus tetap berada dalam kerangka negara 
hukum. 

Dengan demikian, kearifan lokal dapat 
dipahami sebagai modal sosial dan normatif. Ia 
membantu masyarakat mengatur hubungan, 
mencegah konflik, menyelesaikan perselisihan, 
menjaga lingkungan, serta mewariskan nilai kepada 
generasi berikutnya. Tantangannya adalah 
bagaimana menjaga agar nilai tersebut tetap hidup 
tanpa menjadikannya artefak budaya yang 
kehilangan fungsi sosial. 

3. Interaksi Hukum Negara, Hukum Adat, dan 
Norma Sosial 

Pertemuan antara hukum negara dan hukum 
adat merupakan proses yang dinamis. Negara 
memiliki kewenangan membentuk dan menjalankan 
hukum formal, sementara masyarakat memiliki 
sistem norma yang telah berkembang sebelum atau 
bersamaan dengan pembentukan aturan negara. 
Ketika hukum formal masuk ke dalam kehidupan 
masyarakat, ia tidak selalu menggantikan norma 
yang sudah ada. Masyarakat dapat menerima 
sebagian aturan, menyesuaikannya, atau 
mempertahankan praktik lokal. Hubungan tersebut 
membentuk ruang negosiasi antara berbagai sistem 
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hukum (Lestaluhu dkk., 2026; Meiyani & 
Mochammad, 2026; Mubarok dkk., 2023). 

Perbedaan paling jelas dapat terlihat pada 
cara masing-masing sistem menentukan sumber 
legitimasi. Hukum negara menempatkan peraturan, 
lembaga, dan prosedur formal sebagai dasar 
kewenangan. Hukum adat lebih banyak bertumpu 
pada pengakuan komunitas, sejarah, hubungan 
kekerabatan, dan praktik yang diwariskan. 
Perbedaan tersebut tidak selalu menghasilkan 
konflik. Dalam banyak keadaan, masyarakat dapat 
menggunakan keduanya secara bersamaan. 
Persoalan muncul ketika satu sistem memberikan 
hak atau kewajiban yang berbeda dari sistem lainnya. 

Tanah ulayat menjadi contoh penting. Dalam 
perspektif masyarakat adat, tanah dapat menjadi 
bagian dari identitas dan ruang kehidupan 
komunitas. Hak atas tanah dapat dikaitkan dengan 
sejarah penguasaan dan hubungan kolektif. Sistem 
administrasi negara, di sisi lain, membutuhkan 
identifikasi objek, subjek, batas, dan bukti yang dapat 
dicatat secara formal. Ketika hak adat tidak mudah 
diterjemahkan ke dalam administrasi tersebut, 
masyarakat dapat mengalami kesulitan 
mempertahankan haknya dalam proses hukum 
formal (Anjani dkk., 2026; Bakri, 2024). 

Persoalan yang sama dapat muncul dalam 
pengelolaan sumber daya alam. Negara dapat 
memberikan izin pemanfaatan berdasarkan aturan 
perizinan, sementara komunitas adat memiliki 
aturan mengenai kawasan yang dianggap memiliki 
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nilai sosial atau ekologis tertentu. Apabila kebijakan 
pembangunan tidak memperhitungkan norma lokal, 
konflik dapat muncul. Persoalannya bukan hanya 
mengenai siapa yang memiliki hak secara formal, 
tetapi juga mengenai siapa yang memiliki legitimasi 
sosial untuk menentukan penggunaan sumber daya. 

Dalam kondisi demikian, pengakuan 
terhadap hukum adat menjadi penting. Akan tetapi, 
pengakuan normatif saja belum tentu menyelesaikan 
persoalan. Komunitas membutuhkan prosedur yang 
memungkinkan hak tersebut benar-benar 
diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. 
Tanpa mekanisme implementasi, pengakuan dapat 
berhenti pada tingkat simbolik. Karena itu, integrasi 
antara hukum adat dan hukum nasional perlu 
mencakup dimensi kelembagaan dan prosedural 
(Anjani dkk., 2026; Maswatu dkk., 2025). 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 
adalah model hibrid. Dalam model ini, konflik dapat 
terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat 
apabila persoalan tersebut berada dalam ruang yang 
dapat ditangani komunitas. Apabila tidak tercapai 
kesepakatan atau perkara berkaitan dengan hak yang 
membutuhkan perlindungan formal, persoalan dapat 
diteruskan ke lembaga negara. Model tersebut 
memungkinkan mekanisme lokal berfungsi tanpa 
menghilangkan peran hukum negara (Lestaluhu dkk., 
2026; Maswatu dkk., 2025; Narwadan, 2025). 

Model hibrid juga memberikan ruang bagi 
hukum untuk mempertahankan kedekatan dengan 
masyarakat. Mekanisme adat dapat menyelesaikan 
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konflik secara lebih cepat dan mempertahankan 
hubungan sosial. Sementara itu, sistem formal 
memberikan kepastian dan daya paksa ketika 
dibutuhkan. Kedua mekanisme tersebut dapat saling 
melengkapi selama terdapat batas kewenangan yang 
jelas dan prosedur yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Namun, hubungan tersebut tidak selalu 
berjalan harmonis. Inkonsistensi putusan atau 
perbedaan pendekatan lembaga negara dapat 
membuat masyarakat adat menerima sinyal hukum 
yang berbeda. Dalam satu perkara, norma adat dapat 
diakui, sedangkan dalam perkara lain mungkin 
kurang diperhatikan. Ketidakseragaman tersebut 
dapat menciptakan ketidakpastian bagi komunitas 
yang berusaha memahami posisi hukum mereka 
(Narwadan, 2025). 

Persoalan lain muncul ketika norma lokal 
berhadapan dengan prinsip hak asasi manusia. 
Pengakuan terhadap pluralisme tidak dapat berarti 
bahwa semua praktik lokal otomatis memperoleh 
legitimasi tanpa batas. Hukum perlu membangun 
mekanisme dialog untuk menentukan praktik mana 
yang dapat dipertahankan, mana yang perlu 
disesuaikan, dan bagaimana perubahan tersebut 
dapat dilakukan tanpa menghilangkan identitas 
komunitas. 

Pendekatan dialogis lebih produktif daripada 
pendekatan yang langsung menghapus norma lokal. 
Ketika hukum negara datang dengan pendekatan 
yang sepenuhnya seragam, masyarakat dapat 
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melihatnya sebagai bentuk intervensi terhadap 
identitas. Sebaliknya, ketika negara membuka ruang 
komunikasi dan mengakui pengalaman sosial 
masyarakat, proses integrasi hukum dapat 
berlangsung lebih baik. Dialog memungkinkan 
masing-masing sistem menjelaskan tujuan dan 
batasannya. 

Norma agama juga menjadi bagian dari 
interaksi tersebut. Dalam banyak masyarakat, hukum 
agama memiliki pengaruh terhadap keluarga, 
perkawinan, pewarisan, dan hubungan sosial. Norma 
agama dapat hidup berdampingan dengan hukum 
negara dan adat. Dalam beberapa situasi, ketiganya 
dapat memberikan dukungan terhadap nilai yang 
sama. Dalam situasi lain, terdapat perbedaan yang 
membutuhkan penyesuaian. 

Interaksi tersebut memperlihatkan bahwa 
masyarakat tidak selalu berpikir dalam kategori 
hukum yang terpisah. Dalam kehidupan nyata, 
seseorang dapat menggunakan norma agama untuk 
menentukan kewajiban moral, norma adat untuk 
menjaga hubungan komunitas, dan hukum negara 
untuk memperoleh kepastian formal. Sistem-sistem 
tersebut dapat bekerja secara bersamaan dalam satu 
keputusan sosial. Karena itu, analisis hukum perlu 
memperhatikan bagaimana masyarakat benar-benar 
menggunakan berbagai sumber norma. 

Hukum negara juga dapat memperoleh 
manfaat dari pengetahuan yang berasal dari 
komunitas. Pengelolaan sumber daya, penyelesaian 
konflik, dan pemeliharaan hubungan sosial 
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merupakan bidang yang sering memiliki 
pengetahuan lokal yang kuat. Ketika pengetahuan 
tersebut diabaikan, kebijakan dapat menjadi kurang 
sesuai dengan kondisi lapangan. Sebaliknya, 
integrasi pengetahuan lokal dapat memperkuat 
legitimasi dan efektivitas kebijakan. 

Masa depan hubungan antara hukum negara 
dan hukum adat karena itu tidak dapat dibangun 
hanya melalui pilihan antara menerima atau 
menolak. Yang dibutuhkan adalah kemampuan 
melakukan seleksi, dialog, dan integrasi. Hukum 
nasional perlu menjaga kepastian dan perlindungan 
hak, sementara norma lokal perlu memperoleh ruang 
untuk menjalankan fungsi sosialnya. Hubungan 
tersebut harus terus dinegosiasikan mengikuti 
perkembangan masyarakat. 

Dengan demikian, pluralisme hukum bukan 
berarti negara kehilangan otoritas. Pluralisme justru 
menuntut negara menggunakan otoritasnya secara 
lebih cermat. Negara perlu menentukan batas yang 
melindungi hak universal sekaligus memberikan 
ruang bagi keberagaman. Pada saat yang sama, 
komunitas perlu mengembangkan norma lokal yang 
mampu menjawab tantangan masyarakat modern. 
Hubungan tersebut dapat membentuk sistem hukum 
yang lebih kontekstual dan legitimate secara sosial. 

4. Pluralisme Hukum dan Masa Depan Kearifan 
Lokal di Era Disrupsi 

Perubahan sosial yang berlangsung melalui 
globalisasi, mobilitas penduduk, digitalisasi, dan 
perkembangan ekonomi membawa tantangan baru 
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bagi keberlangsungan kearifan lokal. Generasi muda 
semakin banyak memperoleh pengetahuan dari luar 
komunitas. Interaksi sosial tidak lagi terbatas pada 
lingkungan geografis tertentu. Budaya global dapat 
masuk melalui media sosial, hiburan, pendidikan, 
dan platform digital. Perubahan tersebut dapat 
memengaruhi cara generasi baru memahami tradisi 
dan norma lokal (Meiyani & Mochammad, 2026; 
Putri dkk., 2026). 

Perubahan tersebut tidak selalu berarti 
hilangnya kearifan lokal. Norma lokal dapat berubah 
bentuk dan cara diwariskan. Tradisi yang dahulu 
hanya disampaikan melalui pertemuan komunitas 
dapat didokumentasikan dalam bentuk video, 
tulisan, arsip digital, atau materi pendidikan. 
Teknologi memungkinkan pengetahuan lokal 
menjangkau generasi yang lebih muda dan 
masyarakat yang berada di luar wilayah asalnya. 
Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi sarana 
baru untuk memperpanjang kehidupan kearifan 
lokal. 

Namun, terdapat risiko ketika kearifan lokal 
dipindahkan ke ruang digital. Pengetahuan yang 
sebelumnya berada dalam konteks komunitas dapat 
dipisahkan dari nilai dan aturan yang menyertainya. 
Informasi dapat digunakan oleh pihak lain tanpa 
persetujuan masyarakat. Tradisi juga dapat 
dikomersialisasikan hanya untuk kepentingan 
ekonomi. Karena itu, digitalisasi kearifan lokal 
membutuhkan prinsip perlindungan terhadap hak 
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masyarakat adat dan kekayaan intelektual komunal 
(Putri dkk., 2026; Taufiq dkk., 2025). 

Teknologi kecerdasan buatan memberikan 
peluang yang lebih besar sekaligus tantangan yang 
lebih kompleks. AI dapat membantu 
mendokumentasikan bahasa, mengelola arsip, 
mengenali pola budaya, dan menyediakan akses 
terhadap pengetahuan lokal. Teknologi digital juga 
dapat membantu proses pelestarian pengetahuan 
yang sebelumnya rentan hilang karena 
berkurangnya jumlah orang yang menguasainya. 
Pemanfaatan teknologi untuk pelestarian 
pengetahuan masyarakat adat telah menjadi salah 
satu bidang yang berkembang dalam diskursus 
preservasi pengetahuan pribumi (Tella dkk., 2025). 

Penggunaan AI dan teknologi digital tetap 
membutuhkan batas etis. Pengetahuan lokal tidak 
selalu merupakan informasi yang dapat 
diperlakukan sebagai data terbuka. Sebagian 
pengetahuan mungkin bersifat sakral, terbatas pada 
kelompok tertentu, atau memiliki aturan khusus 
mengenai siapa yang boleh mengaksesnya. Teknologi 
tidak boleh menghilangkan kontrol komunitas atas 
pengetahuan tersebut. Digitalisasi yang baik harus 
dimulai dari persetujuan dan partisipasi masyarakat 
pemilik pengetahuan. 

Pendidikan menjadi salah satu ruang penting 
untuk mempertahankan kearifan lokal. Nilai lokal 
dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran 
agar generasi muda memahami bahwa tradisi bukan 
sekadar peninggalan masa lalu. Nilai gotong royong, 
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penghormatan, musyawarah, kepedulian terhadap 
lingkungan, dan penyelesaian konflik dapat menjadi 
materi yang relevan dengan kehidupan modern. 
Integrasi tersebut juga dapat memperkuat 
keterampilan sosial dan kemampuan membangun 
hubungan dengan masyarakat yang berbeda (Ahmar 
& Azzajjad, 2025; Ufie dkk., 2021). 

Pendidikan kearifan lokal perlu menghindari 
pendekatan yang hanya menghafalkan tradisi. 
Generasi muda perlu memahami alasan sosial dan 
nilai yang berada di balik suatu praktik. Dengan 
demikian, mereka memiliki kemampuan untuk 
mempertahankan nilai sekaligus menyesuaikan 
bentuknya dengan perkembangan zaman. 
Pendekatan tersebut membuat kearifan lokal 
menjadi pengetahuan yang hidup, bukan sekadar 
simbol budaya. 

Pemerintah daerah juga memiliki peran 
dalam menjaga keberlangsungan budaya dan norma 
lokal. Kebijakan daerah dapat memberikan ruang 
bagi kegiatan budaya, dokumentasi, pendidikan, dan 
perlindungan terhadap komunitas. Kebijakan 
tersebut dapat menjadi jembatan antara kepentingan 
pembangunan modern dengan kebutuhan 
mempertahankan identitas lokal. Pengalaman 
kebijakan pemerintah daerah dalam 
mempertahankan budaya menunjukkan bahwa 
regulasi dan program publik dapat menjadi 
instrumen penting bagi keberlanjutan tradisi (Taufiq 
dkk., 2025). 
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Pelestarian juga membutuhkan partisipasi 
masyarakat. Program yang dibuat tanpa keterlibatan 
komunitas dapat kehilangan relevansi. Masyarakat 
harus dilibatkan dalam menentukan apa yang perlu 
didokumentasikan, bagaimana pengetahuan 
disebarkan, dan batas penggunaan informasi. 
Partisipasi tersebut juga membantu memastikan 
bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat 
komunitas, bukan mengambil alih kontrol terhadap 
budaya mereka. 

Globalisasi juga dapat menjadi ruang 
pertukaran. Kearifan lokal tidak harus ditempatkan 
dalam posisi tertutup terhadap pengaruh luar. Nilai 
lokal dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, 
sementara masyarakat lokal dapat belajar dari 
pengalaman komunitas lain. Pertukaran tersebut 
dapat memperkaya kearifan lokal selama identitas 
dan hak komunitas tetap dihormati. 

Dalam masyarakat yang semakin digital, 
pluralisme hukum juga dapat mengambil bentuk 
baru. Norma lokal dapat berinteraksi dengan aturan 
platform digital, kebijakan pemerintah, dan norma 
global. Komunitas dapat menggunakan media sosial 
untuk menyampaikan aspirasi, mendokumentasikan 
konflik, atau memperjuangkan hak adat. Ruang 
digital dengan demikian dapat menjadi arena baru 
bagi negosiasi hukum dan identitas. 

Perubahan tersebut membuat kemampuan 
adaptasi menjadi penting. Hukum adat yang 
sepenuhnya tertutup terhadap perubahan dapat 
kehilangan daya hidupnya. Sebaliknya, perubahan 
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yang terlalu jauh dapat menghilangkan karakter 
lokal. Keseimbangan diperlukan agar nilai inti tetap 
dipertahankan sementara bentuk penerapannya 
dapat menyesuaikan dengan kondisi baru. 
Pluralisme hukum yang adaptif memberikan ruang 
untuk proses tersebut. 

Masa depan kearifan lokal juga bergantung 
pada perlindungan terhadap hak masyarakat adat. 
Pelestarian tidak boleh hanya menjadikan budaya 
sebagai objek wisata atau sumber ekonomi. 
Masyarakat yang menjadi pemilik budaya harus 
memiliki posisi dalam menentukan bagaimana 
budaya tersebut digunakan. Perlindungan hukum 
perlu mencakup hak atas tanah, sumber daya, 
pengetahuan, identitas budaya, dan kekayaan 
intelektual komunal (Bakri, 2024; Maswatu dkk., 
2025). 

Karena itu, strategi pelestarian kearifan lokal 
perlu menggabungkan beberapa pendekatan. 
Regulasi memberikan perlindungan, pendidikan 
menjamin pewarisan, teknologi memperluas 
dokumentasi, sedangkan masyarakat 
mempertahankan fungsi sosialnya. Kolaborasi antara 
komunitas, pemerintah, sekolah, lembaga budaya, 
dan sektor teknologi menjadi semakin penting. 
Pendekatan semacam ini dinilai lebih realistis 
dibandingkan mengandalkan satu institusi saja 
(Luqmi dkk., 2025; Taufiq dkk., 2025; Yusuf dkk., 
2025). 

Pada akhirnya, masa depan pluralisme 
hukum bukan terletak pada kemampuan 
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mempertahankan semua praktik lama secara utuh, 
tetapi pada kemampuan menjaga nilai yang hidup 
sambil menyesuaikan bentuknya dengan perubahan 
masyarakat. Teknologi dapat digunakan untuk 
mendokumentasikan dan memperkenalkan kearifan 
lokal, tetapi tidak boleh mengambil alih otonomi 
masyarakat. Hukum negara dapat memberikan 
perlindungan, tetapi tidak seharusnya menghapus 
keberagaman normatif yang memiliki fungsi sosial. 
Dengan cara tersebut, pluralisme hukum dapat tetap 
hidup dalam masyarakat modern tanpa kehilangan 
akar sosialnya (Putri dkk., 2026; Tella dkk., 2025). 
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BAB IX 

REKONSTRUKSI HUKUM MENUJU 

KEADILAN YANG ADAPTIF 

 

Perubahan masyarakat selalu membawa 
konsekuensi terhadap hukum. Ketika struktur sosial, 
teknologi, ekonomi, dan pola hubungan antarmanusia 
berubah, hukum menghadapi tuntutan untuk 
menyesuaikan diri tanpa kehilangan fungsi dasarnya 
sebagai instrumen ketertiban, perlindungan, dan 
keadilan. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks 
pada masyarakat kontemporer karena perubahan 
berlangsung dalam waktu yang semakin cepat. 
Perkembangan teknologi digital, artificial intelligence, 
ekonomi platform, perubahan pola kerja, mobilitas 
sosial, dan globalisasi menciptakan situasi yang tidak 
selalu dapat dijawab oleh konstruksi hukum yang 
dibentuk berdasarkan kondisi masa lalu. Hukum karena 
itu tidak cukup dipahami sebagai seperangkat aturan 
yang telah selesai setelah diundangkan, tetapi sebagai 
sistem yang harus terus berinteraksi dengan realitas 
sosial. Rekonstruksi hukum diperlukan agar hukum tetap 
memiliki relevansi ketika masyarakat mengalami 
perubahan yang mendasar (Firdaus dkk., 2025; Mujiono 
& Ticualu, 2025; Mustafa dkk., 2025). 

Rekonstruksi tersebut tidak berarti bahwa 
seluruh bangunan hukum lama harus ditinggalkan. 
Prinsip kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, 
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perlindungan hak asasi manusia, dan due process tetap 
menjadi fondasi penting dalam negara hukum. 
Persoalannya terletak pada cara prinsip tersebut 
diterjemahkan ke dalam norma dan kelembagaan ketika 
lingkungan sosial telah berubah. Hukum yang 
mempertahankan bentuk lama tanpa mengevaluasi 
dampaknya dapat kehilangan kemampuan untuk 
memberikan perlindungan yang efektif. Sebaliknya, 
perubahan yang dilakukan tanpa memperhatikan 
kepastian hukum dapat menghasilkan ketidakstabilan. 
Karena itu, rekonstruksi hukum membutuhkan 
keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan, antara 
stabilitas norma dan kemampuan beradaptasi, serta 
antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Deny 
dkk., 2026; Mujiono & Ticualu, 2025). 

Dalam kerangka tersebut, keadilan adaptif 
menjadi orientasi penting. Keadilan adaptif tidak berarti 
bahwa hukum harus berubah mengikuti setiap tuntutan 
yang muncul dalam masyarakat. Keadilan adaptif justru 
menempatkan kemampuan belajar, evaluasi, dan 
penyesuaian sebagai bagian dari sistem hukum, dengan 
tetap mempertahankan prinsip dasar yang melindungi 
manusia. Hukum perlu mampu membaca perubahan 
sebelum perubahan tersebut berkembang menjadi 
persoalan yang lebih besar. Kemampuan antisipatif 
tersebut menjadi semakin penting ketika perubahan 
teknologi dapat menghasilkan dampak yang belum 
sepenuhnya diketahui pada saat regulasi dibuat (Horváth 
dkk., 2025; Ishaq, 2025). 

Bab ini membahas rekonstruksi hukum melalui 
tiga dimensi yang saling berhubungan. Pertama, 
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perubahan paradigma dan kelembagaan diperlukan agar 
hukum tidak berhenti pada pembaruan norma formal. 
Kedua, hukum perlu memiliki kemampuan adaptif untuk 
merespons perubahan sosial dan teknologi secara 
berkelanjutan. Ketiga, seluruh proses rekonstruksi 
tersebut pada akhirnya harus diarahkan pada keadilan 
substantif dan berkelanjutan. Dengan kerangka tersebut, 
pembaruan hukum tidak dipahami sebagai kegiatan 
legislasi semata, melainkan sebagai proses menyeluruh 
yang mencakup cara berpikir, institusi, prosedur, 
teknologi, budaya hukum, dan hubungan antara negara 
dengan masyarakat. 
1. Rekonstruksi Paradigma dan Kelembagaan 

Hukum 
Paradigma hukum menentukan cara suatu 

masyarakat memahami tujuan, fungsi, dan cara kerja 
hukum. Paradigma yang terlalu menekankan aturan 
formal cenderung melihat keberhasilan hukum dari 
keberadaan peraturan dan kepatuhan terhadap 
prosedur. Pendekatan tersebut memiliki arti penting 
karena hukum memang membutuhkan kepastian 
mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan 
prosedur. Namun, persoalan muncul ketika 
kepastian formal dianggap sudah cukup untuk 
menunjukkan bahwa hukum telah menghasilkan 
keadilan. Dalam kehidupan sosial, suatu aturan dapat 
berlaku secara sah tetapi menghasilkan dampak yang 
tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Situasi 
tersebut menunjukkan perlunya pergeseran 
paradigma dari hukum yang hanya berorientasi pada 
aturan menuju hukum yang juga memperhatikan 
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dampak sosial, legitimasi, dan pengalaman 
masyarakat (Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025). 

Perubahan paradigma tidak berarti 
mengurangi kedudukan hukum sebagai instrumen 
kepastian. Kepastian tetap diperlukan agar 
masyarakat dapat memprediksi konsekuensi 
tindakannya dan memperoleh perlindungan dari 
kesewenang-wenangan. Akan tetapi, kepastian 
hukum perlu ditempatkan bersama kemanfaatan dan 
keadilan. Ketiganya tidak seharusnya diperlakukan 
sebagai tujuan yang selalu bertentangan. Hukum 
yang baik justru berusaha membangun 
keseimbangan di antara ketiganya. Ketika aturan 
memberikan kepastian tetapi tidak memberikan 
perlindungan yang layak, hukum kehilangan 
sebagian fungsi sosialnya. Sebaliknya, ketika 
keadilan dikejar tanpa prosedur yang jelas, 
keputusan hukum dapat menjadi tidak konsisten dan 
sulit dipertanggungjawabkan (Deny dkk., 2026; 
Mujiono & Ticualu, 2025). 

Perubahan paradigma juga membutuhkan 
cara pandang yang menempatkan masyarakat 
sebagai bagian penting dari sistem hukum. 
Masyarakat bukan hanya objek yang harus mematuhi 
aturan, tetapi juga pihak yang mengalami secara 
langsung dampak dari penerapan hukum. 
Pengalaman masyarakat dapat menunjukkan apakah 
suatu norma benar-benar dapat dijalankan, apakah 
prosedurnya dapat diakses, dan apakah 
perlindungan yang dijanjikan dapat diperoleh. 
Hukum yang responsif karena itu perlu membuka 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 205 

 

ruang bagi pengalaman sosial dalam proses 
pembentukan dan evaluasi hukum. Pendekatan 
semacam ini memungkinkan hukum bergerak dari 
pola state-centered menuju pendekatan yang lebih 
berorientasi pada masyarakat tanpa menghilangkan 
kewenangan negara (Mujiono & Ticualu, 2025; 
Mustafa dkk., 2025). 

Rekonstruksi paradigma kemudian harus 
diterjemahkan ke dalam kelembagaan. Peraturan 
yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila 
lembaga yang menjalankannya memiliki kapasitas 
yang terbatas, koordinasi yang buruk, atau 
mekanisme pengawasan yang lemah. Reformasi 
hukum karena itu perlu memperhatikan kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga bantuan 
hukum, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga 
pengawasan sebagai satu ekosistem. Masing-masing 
institusi memiliki fungsi berbeda, tetapi seluruhnya 
berhubungan dalam proses memberikan akses dan 
perlindungan hukum. Ketidakseimbangan pada satu 
bagian dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan 
sistem (Mustafa dkk., 2025; Suryawati dkk., 2026). 

Kelembagaan hukum yang adaptif 
membutuhkan kemampuan untuk belajar dari 
pengalaman. Institusi tidak cukup menjalankan 
prosedur yang sama secara berulang, tetapi perlu 
melakukan evaluasi terhadap hasil kerjanya. Evaluasi 
dapat diarahkan pada kualitas pelayanan, waktu 
penyelesaian perkara, akses masyarakat, konsistensi 
putusan, efektivitas pengawasan, dan dampak 
keputusan terhadap kelompok yang terdampak. 
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Proses evaluasi tersebut membuat kelembagaan 
hukum menjadi lebih dinamis. Institusi dapat 
mengidentifikasi kelemahan dan melakukan 
perbaikan sebelum masalah berkembang menjadi 
ketidakpercayaan publik. Prinsip tersebut sejalan 
dengan kebutuhan membangun tata kelola yang 
adaptif dalam lingkungan sosial yang terus berubah 
(Aleksin, 2025; Suryawati dkk., 2026). 

Rekonstruksi kelembagaan juga berkaitan 
dengan kapasitas aparat penegak hukum. Perubahan 
hukum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan 
manusia yang menjalankannya. Aparat perlu 
memahami perkembangan teknologi, perubahan 
sosial, pola kejahatan baru, serta kebutuhan 
kelompok masyarakat yang beragam. Dalam 
lingkungan digital, misalnya, aparat tidak cukup 
memahami prosedur hukum konvensional, tetapi 
juga membutuhkan kemampuan membaca bukti 
elektronik, memahami teknologi informasi, dan 
menilai risiko penggunaan sistem otomatis. 
Keterampilan tersebut harus dipadukan dengan 
kemampuan etis agar teknologi tidak digunakan 
secara berlebihan atau menghasilkan keputusan 
yang diskriminatif (Firdaus dkk., 2025; Horváth dkk., 
2025). 

Pengawasan menjadi unsur lain yang 
menentukan kualitas kelembagaan. Semakin besar 
kewenangan lembaga hukum, semakin besar pula 
kebutuhan untuk memastikan kewenangan tersebut 
digunakan secara bertanggung jawab. Pengawasan 
tidak seharusnya hanya dilakukan setelah terjadi 
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pelanggaran. Sistem pengawasan perlu dibangun 
sebagai mekanisme pencegahan melalui standar 
operasional, audit, transparansi, pelaporan, dan 
evaluasi berkala. Pengawasan yang efektif juga perlu 
memiliki tingkat independensi yang memadai 
sehingga dapat menguji tindakan lembaga tanpa 
dipengaruhi kepentingan yang sedang diperiksa 
(Amelya, 2026; Fattah dkk., 2026). 

Hubungan antara negara dan masyarakat 
juga perlu direkonstruksi. Negara tetap memiliki 
fungsi penting dalam membentuk hukum dan 
menjamin ketertiban, tetapi masyarakat perlu 
diposisikan sebagai mitra dalam proses hukum. 
Partisipasi publik dapat dilakukan melalui konsultasi 
dalam pembentukan regulasi, mekanisme 
pengaduan, akses terhadap informasi, serta 
keterlibatan dalam evaluasi kebijakan. Partisipasi 
tersebut bukan sekadar formalitas. Masyarakat perlu 
memiliki kesempatan untuk memengaruhi substansi 
kebijakan dan memperoleh penjelasan mengenai 
alasan suatu keputusan dibuat. Dengan demikian, 
partisipasi dapat menjadi sumber legitimasi 
sekaligus mekanisme pengawasan sosial. 

Perubahan kelembagaan juga perlu 
memperhatikan hubungan antara institusi formal 
dan norma yang hidup dalam masyarakat. Tidak 
semua persoalan dapat diselesaikan secara efektif 
melalui pendekatan birokratis. Mekanisme mediasi, 
penyelesaian sengketa alternatif, komunitas hukum, 
dan pendekatan restoratif dapat melengkapi sistem 
formal. Hal ini tidak berarti bahwa mekanisme 
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informal harus menggantikan institusi negara. 
Keduanya dapat berfungsi secara komplementer 
sepanjang terdapat batas kewenangan, standar 
perlindungan hak, dan mekanisme pengawasan yang 
jelas (Deny dkk., 2026; D. Ismail dkk., 2024). 

Kelembagaan yang kuat juga membutuhkan 
koordinasi. Banyak persoalan hukum kontemporer 
tidak berada dalam satu sektor. Kejahatan siber, 
perlindungan data, ekonomi digital, perdagangan 
lintas batas, dan penggunaan AI melibatkan berbagai 
lembaga sekaligus. Apabila masing-masing institusi 
bekerja dalam ruang yang terpisah, respons hukum 
dapat menjadi lambat dan tidak konsisten. 
Koordinasi antarlembaga memungkinkan 
pertukaran informasi, pembagian tanggung jawab, 
dan penyusunan respons yang lebih terpadu (Rohid 
dkk., 2026; Suryawati dkk., 2026). 

Pada akhirnya, rekonstruksi paradigma dan 
kelembagaan harus mengubah cara hukum melihat 
keberhasilan. Keberhasilan hukum tidak cukup 
diukur dari jumlah peraturan yang dibuat atau 
banyaknya perkara yang diselesaikan. Pertanyaan 
yang lebih penting adalah apakah masyarakat 
memperoleh perlindungan, apakah hak dapat 
digunakan, apakah konflik dapat diselesaikan secara 
adil, dan apakah institusi memperoleh kepercayaan 
publik. Perubahan ukuran keberhasilan tersebut 
membawa hukum lebih dekat kepada fungsi 
sosialnya. 

Rekonstruksi paradigma juga harus 
memperhatikan keberagaman masyarakat. Hukum 
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yang responsif tidak dapat menganggap seluruh 
kelompok memiliki kondisi yang sama. Perbedaan 
ekonomi, pendidikan, lokasi geografis, kemampuan 
teknologi, dan posisi sosial memengaruhi 
kemampuan seseorang menggunakan hak. Karena 
itu, perlakuan yang sama secara formal tidak selalu 
menghasilkan kesempatan yang sama secara nyata. 
Hukum perlu mengenali kondisi tersebut agar 
prinsip kesetaraan dapat menghasilkan 
perlindungan yang substantif (Christiani dkk., 2026). 

Dengan demikian, rekonstruksi kelembagaan 
merupakan proses yang lebih luas daripada 
perubahan struktur organisasi. Rekonstruksi 
mencakup perubahan orientasi, kapasitas, prosedur, 
budaya kerja, pengawasan, dan hubungan dengan 
masyarakat. Hukum perlu bergerak dari institusi 
yang hanya menjalankan aturan menuju institusi 
yang mampu membaca perubahan, belajar dari 
pengalaman, dan memperbaiki diri. Paradigma 
tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya hukum 
yang adaptif. 

2. Hukum Adaptif dalam Menghadapi Perubahan 
Sosial dan Teknologi 

Perubahan sosial dan teknologi menciptakan 
persoalan yang bergerak lebih cepat daripada proses 
pembentukan hukum. Teknologi baru dapat 
digunakan masyarakat sebelum pembentuk undang-
undang memahami seluruh dampaknya. Kondisi 
tersebut menghasilkan apa yang sering disebut 
sebagai regulatory lag, yaitu jarak antara munculnya 
perubahan atau risiko baru dengan kemampuan 
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hukum memberikan respons. Kesenjangan tersebut 
terlihat pada perkembangan kecerdasan buatan, 
robotika, ekonomi digital, platform teknologi, dan 
berbagai sistem otomatis yang berkembang dalam 
waktu relatif singkat (Akpuokwe dkk., 2024; Ishaq, 
2025). 

Regulatory lag tidak hanya disebabkan oleh 
lambatnya proses legislasi. Pembentukan hukum 
membutuhkan proses politik, kajian akademik, 
konsultasi, pembahasan, dan prosedur kelembagaan. 
Sementara itu, teknologi dapat berkembang melalui 
inovasi yang berlangsung secara eksponensial. 
Pembentuk hukum juga tidak selalu memiliki 
pengetahuan teknis yang cukup mengenai teknologi 
yang sedang diatur. Perbedaan kemampuan tersebut 
dapat menyebabkan hukum membuat aturan yang 
terlalu umum, terlalu sempit, atau bahkan tidak 
sesuai dengan karakter teknologi yang hendak 
dikendalikan (Horváth dkk., 2025; Ishaq, 2025). 

Hukum adaptif menawarkan cara berbeda 
dalam menghadapi keadaan tersebut. Hukum 
dipandang sebagai sistem yang dapat belajar dari 
penerapan dan melakukan penyesuaian berdasarkan 
informasi baru. Artinya, pembentukan hukum tidak 
berhenti pada saat suatu peraturan diberlakukan. 
Setelah diterapkan, hukum perlu dievaluasi untuk 
mengetahui apakah tujuan yang dirancang benar-
benar tercapai. Apabila ditemukan kelemahan, 
norma atau mekanisme pelaksanaannya dapat 
diperbaiki. Dengan pola tersebut, hukum memiliki 
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kemampuan untuk berkembang bersama perubahan 
masyarakat (Dubniak, 2025; Firdaus dkk., 2025). 

Kemampuan belajar tersebut membutuhkan 
sistem evaluasi regulasi yang berkelanjutan. Evaluasi 
dapat dilakukan dengan melihat perubahan perilaku 
masyarakat, perkembangan teknologi, jumlah dan 
karakter sengketa, dampak ekonomi, perlindungan 
kelompok rentan, serta efektivitas penegakan. Data 
tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki 
regulasi. Dengan demikian, evaluasi hukum tidak 
hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian 
dari proses pembelajaran institusional. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 
adalah regulatory sandbox. Melalui mekanisme ini, 
inovasi tertentu dapat diuji dalam lingkungan yang 
terbatas dengan pengawasan regulator. Pengujian 
tersebut memungkinkan pembentuk kebijakan 
memperoleh informasi mengenai manfaat, risiko, 
dan dampak suatu teknologi sebelum aturan 
diterapkan secara lebih luas. Sandbox juga 
memungkinkan regulator memahami teknologi 
tanpa harus langsung membangun regulasi yang 
sangat rinci. Pendekatan tersebut menjadi salah satu 
instrumen yang relevan dalam membangun regulasi 
yang adaptif (Firdaus dkk., 2025; Manrique & 
Mukhtar, 2025). 

Pendekatan adaptif juga membutuhkan kerja 
lintas disiplin. Persoalan teknologi tidak dapat 
dipahami hanya melalui perspektif hukum. 
Pemahaman mengenai AI, data, keamanan siber, 
ekonomi digital, psikologi, sosiologi, dan etika 
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diperlukan untuk membangun regulasi yang tepat. 
Kolaborasi antara ahli hukum, ilmuwan teknologi, 
akademisi, pelaku industri, masyarakat sipil, dan 
pemerintah dapat memperkecil kesenjangan 
pengetahuan. Kapasitas tersebut semakin penting 
karena kesalahan memahami teknologi dapat 
menghasilkan regulasi yang tidak efektif (Firdaus 
dkk., 2025; Horváth dkk., 2025). 

Perubahan pola kerja merupakan contoh 
bagaimana hukum adaptif diperlukan. Ekonomi 
platform menghasilkan hubungan kerja yang tidak 
selalu sesuai dengan kategori hubungan kerja 
konvensional. Pekerja dapat menerima pekerjaan 
melalui aplikasi, bekerja berdasarkan permintaan, 
dan memiliki hubungan yang tidak sederhana 
dengan perusahaan platform. Apabila hukum hanya 
menggunakan kategori lama, sebagian pekerja dapat 
berada dalam wilayah perlindungan yang tidak jelas. 
Adaptasi hukum diperlukan untuk menentukan 
bentuk perlindungan yang sesuai tanpa menghambat 
inovasi ekonomi digital. 

Perubahan teknologi juga mengubah 
hubungan antara negara dan warga negara. 
Pelayanan publik dapat dilakukan secara digital, 
proses pengadilan dapat menggunakan sistem 
elektronik, dan keputusan administratif dapat 
dibantu oleh sistem otomatis. Kondisi tersebut dapat 
meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan 
persoalan mengenai akses, transparansi, keamanan 
data, dan pertanggungjawaban. Hukum adaptif perlu 
memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 213 

 

mempercepat pelayanan, tetapi juga 
mempertahankan hak masyarakat untuk 
mengetahui, mengajukan keberatan, dan 
memperoleh pemulihan ketika terjadi kesalahan. 

AI menjadi salah satu contoh paling jelas 
mengenai kebutuhan tersebut. Sistem AI dapat 
membantu menganalisis data dalam jumlah besar, 
tetapi hasil yang dihasilkan tidak selalu bebas dari 
bias. Data yang digunakan untuk melatih sistem 
dapat membawa pola diskriminasi dari masa lalu. 
Model yang tidak transparan juga dapat menyulitkan 
masyarakat memahami alasan suatu keputusan. 
Karena itu, regulasi AI perlu mengatur tidak hanya 
penggunaan teknologi, tetapi juga pengujian, 
transparansi, pengawasan, keamanan data, dan 
pertanggungjawaban (Akpuokwe dkk., 2024; 
Manrique & Mukhtar, 2025). 

Hukum adaptif juga perlu membedakan 
antara teknologi yang memiliki risiko rendah dan 
teknologi yang memiliki dampak tinggi terhadap hak 
manusia. Tidak semua teknologi membutuhkan 
tingkat pengawasan yang sama. Sistem yang 
digunakan untuk tujuan administratif sederhana 
dapat diperlakukan berbeda dari sistem yang 
digunakan untuk menentukan akses seseorang 
terhadap pekerjaan, layanan publik, atau proses 
hukum. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan 
sumber daya pengawasan difokuskan pada teknologi 
yang memiliki potensi dampak paling besar. 

Dalam proses adaptasi, soft law juga dapat 
memainkan peran tertentu. Pedoman, standar teknis, 
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kode etik, dan prinsip tata kelola dapat digunakan 
ketika perkembangan teknologi terlalu cepat untuk 
diatur melalui undang-undang yang sangat rinci. 
Instrumen tersebut dapat memberikan arahan 
sementara sekaligus menjadi bahan pembelajaran 
sebelum regulasi formal dibentuk. Namun, 
penggunaan soft law tetap perlu berada dalam 
kerangka hukum yang jelas agar tidak digunakan 
untuk menghindari kewajiban perlindungan hak. 

Adaptasi hukum juga harus 
mempertimbangkan dimensi global. Teknologi 
digital tidak berhenti pada batas negara. Data dapat 
berpindah lintas wilayah, perusahaan teknologi 
dapat beroperasi dari negara lain, dan kejahatan 
siber dapat dilakukan dari lokasi yang berbeda 
dengan korban. Karena itu, regulasi nasional perlu 
memiliki kemampuan berinteraksi dengan standar 
dan mekanisme internasional. Harmonisasi tertentu 
diperlukan agar perbedaan hukum tidak menjadi 
celah bagi pelaku untuk menghindari 
pertanggungjawaban (Horváth dkk., 2025; Ishaq, 
2025). 

Meski demikian, hukum adaptif tidak boleh 
dipahami sebagai hukum yang selalu berubah. 
Stabilitas tetap diperlukan agar masyarakat dapat 
mengetahui aturan yang berlaku. Prinsip dasar 
seperti perlindungan HAM, kepastian hukum, 
persamaan, dan due process harus menjadi fondasi 
yang relatif stabil. Yang dapat berubah adalah 
instrumen, prosedur, dan metode penerapan sesuai 
dengan perkembangan kondisi. Dengan cara 
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tersebut, hukum dapat fleksibel tanpa kehilangan 
identitas normatifnya. 

Hukum adaptif pada akhirnya membutuhkan 
budaya kelembagaan yang terbuka terhadap 
pembelajaran. Institusi hukum harus berani 
mengakui bahwa suatu kebijakan dapat memiliki 
kekurangan. Kesalahan bukan semata-mata alasan 
untuk menghukum pihak yang membuat keputusan, 
tetapi juga sumber informasi untuk memperbaiki 
sistem. Budaya belajar semacam ini memungkinkan 
hukum berkembang berdasarkan pengalaman nyata. 

Dengan demikian, hukum adaptif merupakan 
upaya membangun hubungan yang lebih dinamis 
antara norma dan perubahan sosial. Hukum tidak lagi 
menunggu perubahan menghasilkan masalah 
sebelum bertindak. Melalui evaluasi, pengawasan, 
analisis risiko, kerja lintas disiplin, dan partisipasi 
masyarakat, hukum dapat mengembangkan 
kemampuan antisipatif. Tujuan akhirnya bukan 
mempercepat perubahan hukum semata, melainkan 
memastikan bahwa perubahan berlangsung dengan 
tetap melindungi manusia dan kepentingan publik. 

3. Rekonstruksi Hukum untuk Mewujudkan 
Keadilan Substantif dan Berkelanjutan 

Tujuan akhir dari rekonstruksi hukum adalah 
menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan dalam 
kehidupan nyata. Keadilan tidak cukup dipahami 
sebagai penerapan aturan yang sama kepada setiap 
orang. Kondisi sosial, ekonomi, teknologi, dan posisi 
seseorang dalam struktur masyarakat dapat 
memengaruhi kemampuan untuk menggunakan hak 
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dan memperoleh perlindungan. Karena itu, aturan 
yang sama dapat menghasilkan konsekuensi yang 
berbeda bagi kelompok yang berbeda. Keadilan 
substantif berusaha melihat akibat tersebut dan 
memastikan bahwa hukum tidak justru memperkuat 
ketimpangan (Christiani dkk., 2026; Deny dkk., 2026; 
Mujiono & Ticualu, 2025). 

Keadilan substantif memiliki hubungan erat 
dengan keadilan distributif. Keadilan distributif 
memperhatikan bagaimana manfaat, sumber daya, 
kesempatan, dan beban didistribusikan di antara 
anggota masyarakat. Dalam konteks pembangunan, 
pertanyaan mengenai siapa yang menikmati manfaat 
teknologi dan siapa yang menanggung risikonya 
menjadi penting. Digitalisasi dapat menghasilkan 
keuntungan ekonomi yang besar, tetapi manfaat 
tersebut dapat terkonsentrasi pada kelompok yang 
memiliki modal, pengetahuan, dan akses teknologi. 
Hukum perlu memastikan agar perkembangan 
tersebut tidak memperlebar ketimpangan (Christiani 
dkk., 2026). 

Dimensi kedua adalah keadilan prosedural. 
Keadilan substantif tidak dapat dicapai melalui hasil 
yang dianggap baik apabila proses untuk 
mencapainya tidak adil. Setiap orang perlu 
memperoleh kesempatan untuk didengar, 
memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, 
dan mendapatkan keputusan dari lembaga yang 
berwenang. Prosedur memberikan perlindungan 
terhadap kesewenang-wenangan sekaligus 
menciptakan legitimasi. Karena itu, rekonstruksi 
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hukum harus menjaga keseimbangan antara hasil 
yang adil dan proses yang dapat 
dipertanggungjawabkan (Deny dkk., 2026). 

Dimensi berikutnya adalah keadilan korektif. 
Hukum harus mampu memperbaiki kerugian ketika 
seseorang telah mengalami pelanggaran hak. 
Pemulihan dapat berbentuk ganti kerugian, 
pengembalian hak, pemulihan nama baik, 
rehabilitasi, atau bentuk lain sesuai dengan sifat 
kerugian. Sistem hukum yang hanya memberikan 
putusan tanpa memastikan pemulihan dapat 
kehilangan fungsi korektifnya. Karena itu, 
mekanisme remedial perlu menjadi bagian dari 
rekonstruksi hukum. 

Keadilan restoratif menambahkan dimensi 
pemulihan hubungan sosial. Dalam pendekatan ini, 
korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang 
memberikan kesaksian, tetapi sebagai subjek yang 
memiliki kebutuhan dan kepentingan dalam proses 
penyelesaian. Pelaku juga didorong untuk 
memahami akibat perbuatannya dan mengambil 
tanggung jawab. Komunitas dapat dilibatkan ketika 
konflik memiliki dampak sosial yang lebih luas. 
Pendekatan tersebut berusaha mempertemukan 
kepastian hukum dengan kebutuhan pemulihan 
(Deny dkk., 2026; Philona & Listyaningrum, 2025; 
Purnomo dkk., 2026). 

Restorative justice tidak berarti 
menghilangkan hukum pidana atau mengabaikan 
kepentingan korban. Pendekatan tersebut justru 
membutuhkan kerangka hukum yang jelas agar 
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proses pemulihan tidak dilakukan secara sewenang-
wenang. Standar prosedural, pengawasan, dan 
perlindungan terhadap pihak yang rentan tetap 
diperlukan. Tanpa mekanisme tersebut, fleksibilitas 
dapat berubah menjadi diskresi yang tidak 
terkendali. Karena itu, penerapan keadilan restoratif 
perlu disertai koordinasi kelembagaan dan 
perubahan budaya aparat (Amelya, 2026; Deny dkk., 
2026; D. Ismail dkk., 2024). 

Keadilan substantif juga harus menjangkau 
kelompok yang mengalami kerentanan struktural. 
Kelompok miskin, pekerja informal, pekerja 
platform, masyarakat dengan keterbatasan akses 
teknologi, masyarakat adat, penyandang disabilitas, 
dan kelompok lain dapat mengalami hambatan yang 
tidak terlihat dalam aturan formal. Ketika hukum 
memberikan hak yang sama tetapi tidak 
menyediakan akses untuk menggunakan hak 
tersebut, kesetaraan formal belum menghasilkan 
keadilan substantif. Rekonstruksi hukum perlu 
memperhatikan kondisi tersebut melalui bantuan 
hukum, akses layanan, penyederhanaan prosedur, 
dan kebijakan afirmatif yang tepat. 

Perkembangan teknologi menambahkan 
dimensi baru dalam keadilan. Layanan publik, 
pengadilan, bantuan hukum, dan transaksi ekonomi 
semakin banyak dilakukan melalui sistem digital. 
Digitalisasi dapat mengurangi biaya dan jarak, tetapi 
masyarakat yang tidak memiliki perangkat, koneksi, 
atau literasi digital dapat tertinggal. Keadilan digital 
karena itu tidak hanya berbicara mengenai 
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kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga 
mengenai hak untuk memperoleh layanan alternatif 
ketika akses digital tidak tersedia. 

Perlindungan data juga merupakan bagian 
dari keadilan. Ketika masyarakat semakin 
bergantung pada layanan digital, data pribadi 
menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi 
dan sosial. Penggunaan data tanpa perlindungan 
dapat menyebabkan kerugian yang tidak mudah 
terlihat. Individu mungkin kehilangan kontrol 
terhadap informasi mengenai dirinya, sementara 
perusahaan atau institusi memperoleh kekuasaan 
yang besar untuk menganalisis dan menggunakan 
data tersebut. Hukum perlu membangun 
keseimbangan antara pemanfaatan data dan 
perlindungan hak individu (Rizki dkk., 2025; Rohid 
dkk., 2026). 

Keadilan substantif juga membutuhkan 
perlindungan terhadap kelompok yang terdampak 
oleh perubahan ekonomi. Transformasi digital dapat 
menghilangkan jenis pekerjaan tertentu sekaligus 
menciptakan pekerjaan baru. Tidak semua pekerja 
memiliki kemampuan untuk berpindah dengan 
cepat. Hukum perlu menyediakan mekanisme 
perlindungan sosial, pelatihan, dan jaminan agar 
biaya perubahan tidak sepenuhnya dibebankan 
kepada kelompok yang memiliki daya tawar rendah. 
Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai 
instrumen untuk mengelola transisi sosial secara 
lebih adil. 
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Dimensi keberlanjutan memperluas konsep 
keadilan dari hubungan antarmanusia saat ini 
menuju hubungan antargenerasi. Keputusan hukum 
mengenai lingkungan, sumber daya alam, teknologi, 
dan pembangunan dapat memberikan dampak yang 
berlangsung dalam jangka panjang. Generasi 
mendatang tidak dapat ikut dalam proses 
pengambilan keputusan saat ini, tetapi 
kepentingannya tetap perlu diperhitungkan. Karena 
itu, rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan 
keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan 
sebagai bagian dari keadilan. 

Keadilan berkelanjutan juga menuntut 
hukum untuk tidak hanya menyelesaikan konflik 
setelah terjadi. Hukum perlu berfungsi preventif 
dengan mengidentifikasi risiko dan membangun 
mekanisme pencegahan. Pendekatan preventif 
menjadi semakin penting dalam persoalan teknologi 
karena dampak suatu inovasi dapat berkembang 
dalam skala besar sebelum mekanisme pemulihan 
tersedia. Regulasi yang berbasis risiko, pengawasan 
awal, dan evaluasi berkelanjutan dapat menjadi 
bagian dari strategi tersebut (Fattah dkk., 2026; 
Ishaq, 2025). 

Partisipasi masyarakat menjadi unsur 
penting dalam membangun keadilan yang 
berkelanjutan. Masyarakat perlu memperoleh 
kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan 
kebijakan yang memengaruhi kehidupannya. 
Partisipasi juga membantu pemerintah memahami 
dampak yang mungkin tidak terlihat dari perspektif 
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birokrasi. Kelompok yang terdampak langsung perlu 
memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman 
dan kepentingannya. Dengan demikian, partisipasi 
bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi juga 
sumber pengetahuan bagi pembentukan hukum. 

Keadilan substantif pada akhirnya 
membutuhkan institusi yang mampu 
menerjemahkan nilai ke dalam tindakan. Prinsip 
keadilan tidak akan berarti apabila lembaga hukum 
tidak memiliki kapasitas untuk menjalankannya. 
Reformasi regulasi, kelembagaan, teknologi, dan 
sumber daya manusia harus berjalan bersama. 
Institusi juga perlu memiliki mekanisme evaluasi 
agar dapat mengetahui apakah kebijakan yang dibuat 
benar-benar mengurangi ketimpangan atau justru 
menciptakan bentuk ketidakadilan baru (Mustafa 
dkk., 2025; Suryawati dkk., 2026). 

Dengan demikian, rekonstruksi hukum 
menuju keadilan adaptif bukanlah proyek yang 
memiliki titik akhir. Masyarakat akan terus berubah, 
teknologi akan terus berkembang, dan struktur 
ekonomi serta sosial akan terus mengalami 
transformasi. Sistem hukum harus memiliki 
kemampuan untuk menghadapi perubahan tersebut 
tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kepastian hukum 
memberikan stabilitas, hukum adaptif memberikan 
kemampuan untuk menyesuaikan diri, sedangkan 
keadilan substantif memberikan arah mengenai 
tujuan yang hendak dicapai. 
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BAB X 

SOSIOLOGI HUKUM DAN 

REKAYASA SOSIAL MASA DEPAN 

 
Masyarakat tidak pernah berada dalam keadaan 

yang sepenuhnya tetap. Perubahan struktur sosial, 
perkembangan ekonomi, pergeseran nilai, perubahan 
politik, dan kemajuan teknologi terus membentuk cara 
manusia berhubungan satu sama lain. Hukum berada di 
tengah perubahan tersebut. Di satu sisi, hukum dibentuk 
oleh kebutuhan dan nilai yang berkembang dalam 
masyarakat. Di sisi lain, hukum dapat digunakan untuk 
mengarahkan perilaku, membangun keteraturan, 
melindungi kepentingan tertentu, dan mendorong 
perubahan sosial. Hubungan timbal balik inilah yang 
menjadi salah satu dasar penting dalam kajian sosiologi 
hukum (Mustafa dkk., 2025; Pratiwi dkk., 2026; Watif 
dkk., 2024).  

Perubahan tersebut semakin kompleks ketika 
teknologi digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-
hari. Kehadiran artificial intelligence, media sosial, big 
data, platform digital, algoritma, dan sistem informasi 
telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, 
bekerja, bertransaksi, berkomunikasi, bahkan 
mengambil keputusan. Perubahan teknologi pada 
akhirnya tidak hanya menghasilkan persoalan teknis, 
tetapi juga mengubah hubungan kekuasaan, perilaku 
sosial, dan cara hukum bekerja. Dalam keadaan seperti 
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itu, hukum dituntut untuk tidak sekadar mengikuti 
perubahan setelah perubahan terjadi, tetapi juga mampu 
memahami arah perubahan dan memperkirakan 
dampaknya terhadap masyarakat. 

Bab ini menempatkan sosiologi hukum sebagai 
landasan untuk membaca hubungan tersebut. 
Pembahasan dimulai dengan kedudukan sosiologi 
hukum dalam memahami perubahan masyarakat, 
kemudian bergerak pada fungsi hukum sebagai 
instrumen rekayasa sosial. Perhatian selanjutnya 
diarahkan pada perubahan rekayasa sosial ketika 
teknologi mulai memainkan peran dalam membentuk 
perilaku masyarakat. Pembahasan kemudian mengarah 
pada pentingnya partisipasi masyarakat agar perubahan 
melalui hukum tidak berlangsung secara sepihak. Bagian 
akhir membahas masa depan sosiologi hukum dan 
rekayasa sosial yang menempatkan keadilan, hak asasi 
manusia, partisipasi, serta tanggung jawab teknologi 
sebagai orientasi utama. 
1. Sosiologi Hukum sebagai Landasan Memahami 

Perubahan Masyarakat 
Hukum pada dasarnya hidup di tengah 

masyarakat. Sebuah aturan tidak memperoleh 
maknanya hanya karena telah ditulis dalam 
peraturan perundang-undangan, melainkan karena 
aturan tersebut diterima, dipahami, digunakan, dan 
dijalankan dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang 
menaati aturan lalu lintas, menyelesaikan sengketa 
melalui lembaga hukum, memenuhi kewajiban 
kontraktual, atau menggunakan haknya untuk 
memperoleh pelayanan publik, hukum sedang 
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bekerja sebagai bagian dari kehidupan sosial. Karena 
itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi 
masyarakat yang menjadi tempat hukum tersebut 
berlaku (Kaharuddin, 2023; Watif dkk., 2024). 

Cara pandang tersebut membedakan 
sosiologi hukum dari pendekatan yang hanya melihat 
hukum sebagai kumpulan norma. Sosiologi hukum 
berusaha memahami mengapa suatu aturan ditaati, 
mengapa aturan tertentu ditolak, mengapa 
masyarakat memilih lembaga formal atau 
mekanisme sosial dalam menyelesaikan persoalan, 
serta mengapa aturan yang sama dapat 
menghasilkan akibat yang berbeda dalam kelompok 
masyarakat yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut membawa kajian hukum ke dalam wilayah 
kehidupan sosial. Hukum kemudian dipahami 
sebagai institusi yang berhubungan dengan budaya, 
struktur sosial, ekonomi, politik, dan perkembangan 
teknologi (Anisa dkk., 2024; Pratiwi dkk., 2026). 

Hubungan antara hukum dan masyarakat 
bersifat dua arah. Masyarakat dapat memengaruhi 
hukum melalui perubahan kebutuhan, nilai, 
kebiasaan, tuntutan kelompok sosial, serta 
perubahan struktur kehidupan. Ketika pola 
pekerjaan berubah, misalnya, muncul kebutuhan 
untuk mengatur bentuk hubungan kerja yang 
sebelumnya belum dikenal. Ketika transaksi 
berpindah ke ruang digital, muncul kebutuhan 
terhadap perlindungan konsumen, keamanan data, 
dan mekanisme penyelesaian sengketa baru. Dalam 
arah sebaliknya, hukum dapat memengaruhi 
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masyarakat melalui larangan, kewajiban, hak, sanksi, 
maupun kelembagaan yang dibentuk untuk 
mencapai tujuan tertentu (Anisa dkk., 2024; Ren, 
2024). 

Hubungan tersebut dapat dilihat melalui 
perbedaan antara law in books dan law in action. 

Law in books menggambarkan hukum sebagaimana 
dirumuskan dalam teks formal. Sementara itu, law in 

action memperlihatkan bagaimana hukum benar-
benar dijalankan dalam kehidupan. Perbedaan 
keduanya menjadi penting karena aturan yang secara 
normatif memberikan hak belum tentu 
menghasilkan perlindungan yang sama dalam 
praktik. Hambatan administratif, keterbatasan akses, 
rendahnya pengetahuan hukum, budaya 
kelembagaan, atau kondisi ekonomi masyarakat 
dapat membuat hak yang secara formal tersedia 
menjadi sulit digunakan (Anisa dkk., 2024; 
Kaharuddin, 2023). 

Dalam konteks tersebut, keberlakuan hukum 
tidak cukup diukur berdasarkan keberadaan aturan. 
Hukum membutuhkan legitimasi sosial agar 
masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang 
layak ditaati. Kepatuhan yang hanya didasarkan pada 
rasa takut terhadap sanksi memiliki karakter 
berbeda dengan kepatuhan yang muncul karena 
masyarakat memahami tujuan dan menganggap 
aturan tersebut adil. Legitimasi menjadi penting 
karena hukum berhadapan dengan manusia yang 
memiliki pengalaman, kepentingan, dan penilaian 
terhadap institusi. Ketika hukum dianggap tidak adil 
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atau tidak mampu memberikan perlindungan, 
kepercayaan terhadap institusi hukum dapat 
melemah (Kandia & Wiryawan, 2025; Mustafa dkk., 
2025; Watif dkk., 2024). 

Kondisi masyarakat juga menentukan 
bagaimana hukum dipahami. Masyarakat perkotaan 
dengan akses teknologi tinggi dapat memiliki 
pengalaman hukum yang berbeda dengan 
masyarakat di wilayah terpencil. Demikian pula 
kelompok yang memiliki pendidikan dan sumber 
daya ekonomi lebih besar dapat memiliki 
kemampuan yang berbeda dalam menggunakan 
mekanisme hukum dibandingkan kelompok yang 
memiliki keterbatasan. Perbedaan tersebut 
menunjukkan bahwa kesetaraan formal belum selalu 
menghasilkan kesetaraan substantif. Sosiologi 
hukum membantu memperlihatkan kondisi tersebut 
dengan menempatkan pengalaman sosial sebagai 
bagian dari analisis hukum. 

Perkembangan teknologi membuat 
kebutuhan terhadap pendekatan tersebut semakin 
besar. Masyarakat digital menghasilkan hubungan 
yang tidak selalu berlangsung dalam batas geografis 
atau kelembagaan yang jelas. Seseorang dapat 
bekerja untuk perusahaan di negara lain, melakukan 
transaksi melalui platform global, menyampaikan 
pendapat kepada masyarakat luas melalui media 
sosial, atau menggunakan layanan yang 
keputusannya ditentukan oleh algoritma. Perubahan 
ini memperluas objek kajian hukum sekaligus 
memperumit hubungan antara individu, negara, 
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perusahaan, dan masyarakat. Teknologi pada 
akhirnya menjadi salah satu faktor sosial yang perlu 
diperhitungkan dalam memahami keberlakuan 
hukum (Firdaus dkk., 2025; Mujiono & Ticualu, 
2025). 

Sosiologi hukum juga membantu melihat 
bahwa perubahan hukum tidak selalu dimulai dari 
negara. Perubahan dapat muncul dari masyarakat 
melalui kebiasaan baru, gerakan sosial, perubahan 
pola ekonomi, atau perkembangan teknologi. Ketika 
praktik sosial baru semakin meluas, hukum pada 
akhirnya menghadapi kebutuhan untuk memberikan 
respons. Dalam konteks tersebut, hukum dapat 
menjadi hasil dari perubahan sosial. Namun, hukum 
juga dapat menjadi penyebab perubahan ketika 
aturan digunakan untuk membentuk kebiasaan dan 
hubungan sosial baru. Hubungan dua arah tersebut 
menjadikan hukum sebagai bagian aktif dari 
dinamika masyarakat (Mustafa dkk., 2025; Ren, 
2024). 

Pendekatan sosiologi hukum dengan 
demikian memberikan dasar bagi pembentukan 
hukum yang lebih kontekstual. Pembentuk hukum 
perlu mengetahui bagaimana masyarakat 
menjalankan kehidupan, masalah apa yang mereka 
hadapi, dan bagaimana aturan yang dirancang akan 
berinteraksi dengan kondisi sosial yang telah ada. 
Aturan yang tidak mempertimbangkan realitas sosial 
berisiko menciptakan kesenjangan antara tujuan 
hukum dan praktiknya. Sebaliknya, hukum yang 
dibentuk berdasarkan pemahaman terhadap 
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masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk 
memperoleh penerimaan dan menghasilkan 
perubahan yang diharapkan (Mujiono & Ticualu, 
2025; Pratiwi dkk., 2026). 

Pada akhirnya, sosiologi hukum tidak hanya 
berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah 
hukum diterapkan. Pendekatan ini juga dapat 
digunakan sebelum suatu kebijakan dibentuk. 
Pemahaman mengenai struktur sosial, nilai, 
kepentingan, budaya, dan perilaku masyarakat 
memungkinkan pembentuk kebijakan 
memperkirakan konsekuensi sosial dari suatu 
aturan. Hukum dengan demikian tidak lagi 
dipandang sebagai produk yang selesai setelah 
diundangkan, tetapi sebagai bagian dari proses sosial 
yang terus berkembang. 

2. Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dan 
Transformasi Masyarakat 

Hukum memiliki kemampuan untuk 
mengarahkan perubahan. Ketika negara menetapkan 
larangan terhadap tindakan tertentu, memberikan 
hak baru kepada kelompok masyarakat, mengatur 
hubungan kerja, menetapkan standar perlindungan 
lingkungan, atau membangun mekanisme 
perlindungan konsumen, hukum sedang berusaha 
membentuk perilaku dan hubungan sosial. Hukum 
tidak hanya menjaga keadaan yang telah ada, tetapi 
dapat digunakan untuk menciptakan keadaan yang 
dianggap lebih baik. Gagasan tersebut dikenal 
melalui konsep law as a tool of social engineering, 
yaitu hukum sebagai sarana untuk mengarahkan 
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perubahan sosial (Kaharuddin, 2023; Kandia & 
Wiryawan, 2025). 

Rekayasa sosial melalui hukum dapat 
berlangsung dalam berbagai bentuk. Hukum dapat 
mengubah kebiasaan melalui kewajiban tertentu, 
mengurangi konflik melalui mekanisme penyelesaian 
sengketa, melindungi kelompok yang berada pada 
posisi lemah, dan menciptakan standar baru dalam 
kehidupan ekonomi maupun sosial. Perubahan 
tersebut tidak selalu dilakukan melalui sanksi. 
Hukum juga dapat menggunakan insentif, pelayanan 
publik, pendidikan hukum, kelembagaan, dan 
pemberian hak sebagai instrumen untuk membentuk 
perilaku masyarakat (Mujiono & Ticualu, 2025; 
Wahyu dkk., 2025). 

Misalnya, ketika hukum mengharuskan 
pelaku usaha memberikan informasi yang benar 
kepada konsumen, tujuan pengaturan tidak berhenti 
pada kewajiban administratif. Hubungan antara 
konsumen dan pelaku usaha diharapkan menjadi 
lebih seimbang. Demikian pula ketika hukum 
memberikan perlindungan terhadap pekerja, tujuan 
akhirnya bukan sekadar menetapkan norma 
mengenai hubungan kerja, tetapi menciptakan 
hubungan ekonomi yang lebih adil. Dalam contoh 
tersebut terlihat bahwa perubahan norma diarahkan 
pada perubahan hubungan sosial. 

Akan tetapi, hukum tidak memiliki kekuatan 
tanpa batas. Masyarakat bukan objek pasif yang 
dapat diubah hanya dengan menerbitkan peraturan. 
Setiap individu dan kelompok memiliki nilai, 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 230 

 

kepentingan, kebiasaan, serta pengalaman yang 
memengaruhi cara mereka menerima hukum. Aturan 
yang bertentangan dengan kondisi sosial dapat 
mengalami penolakan, diabaikan, atau dijalankan 
hanya secara formal. Karena itu, rekayasa sosial tidak 
dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap 
masyarakat yang hendak diubah (Mustafa dkk., 2025; 
Ren, 2024). 

Keberhasilan rekayasa sosial juga 
bergantung pada kemampuan institusi hukum. 
Perubahan norma tidak akan menghasilkan 
perubahan perilaku apabila aparat tidak memiliki 
kemampuan untuk menerapkannya. Demikian pula, 
aturan yang baik dapat kehilangan daya 
transformasinya ketika pengawasan lemah atau 
masyarakat tidak memperoleh informasi yang 
memadai. Rekayasa sosial karena itu bukan hanya 
persoalan legislasi. Di dalamnya terdapat hubungan 
antara norma, institusi, aparat, budaya hukum, 
masyarakat, dan kondisi ekonomi (Kandia & 
Wiryawan, 2025). 

Budaya hukum memiliki posisi penting dalam 
proses tersebut. Masyarakat memiliki kebiasaan 
tertentu dalam memandang hukum dan lembaga 
hukum. Ada masyarakat yang terbiasa 
menyelesaikan persoalan melalui lembaga formal, 
sementara masyarakat lain lebih memilih 
musyawarah atau mekanisme komunitas. Ketika 
hukum negara berusaha memperkenalkan 
mekanisme baru, kebiasaan tersebut perlu 
diperhitungkan. Rekayasa sosial yang mengabaikan 
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budaya hukum dapat menghasilkan perubahan yang 
tidak mendalam karena aturan hanya dipatuhi secara 
formal tanpa menjadi bagian dari kesadaran 
masyarakat. 

Rekayasa sosial juga harus dibatasi oleh hak 
asasi manusia. Kemampuan hukum untuk 
mengarahkan perilaku tidak boleh berubah menjadi 
legitimasi bagi pengendalian masyarakat tanpa 
batas. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, 
tetapi kewenangan tersebut harus digunakan 
berdasarkan tujuan yang sah, proporsional, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Hukum yang 
digunakan untuk membentuk masyarakat tetap 
harus memberikan ruang bagi kebebasan, 
perbedaan, dan perlindungan terhadap kelompok 
yang rentan (Anisa dkk., 2024; Wahyu dkk., 2025). 

Karena itu, rekayasa sosial yang baik 
bukanlah rekayasa yang menghasilkan kepatuhan 
terbesar, melainkan rekayasa yang mampu 
menghasilkan perubahan yang memiliki legitimasi. 
Masyarakat perlu memahami alasan perubahan, 
memperoleh kesempatan untuk menyampaikan 
pandangan, dan merasakan manfaat dari perubahan 
tersebut. Dengan demikian, perubahan sosial tidak 
semata-mata terjadi karena adanya ancaman sanksi, 
tetapi karena masyarakat menginternalisasi nilai 
yang hendak dibangun melalui hukum. 

Dalam konteks pembangunan, hukum dapat 
digunakan untuk menciptakan lingkungan yang 
mendukung perubahan sosial. Hukum dapat 
memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi, 
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memperkuat perlindungan sosial, mengatur 
pemanfaatan sumber daya, serta mendorong 
perlindungan lingkungan. Namun, tujuan 
pembangunan tersebut harus tetap ditempatkan 
dalam kerangka keadilan. Pembangunan yang hanya 
meningkatkan efisiensi tanpa memperhatikan 
distribusi manfaat dapat memperbesar ketimpangan. 
Karena itu, rekayasa sosial melalui hukum perlu 
mempertimbangkan siapa yang memperoleh 
manfaat dan siapa yang menanggung beban dari 
suatu perubahan. 

Pada akhirnya, hukum sebagai instrumen 
rekayasa sosial harus dipahami sebagai proses, 
bukan tindakan satu kali. Peraturan yang dibentuk 
perlu diterapkan, diamati, dievaluasi, dan diperbaiki 
berdasarkan pengalaman masyarakat. Cara tersebut 
membuat hukum mampu belajar dari dampaknya 
sendiri. Rekayasa sosial menjadi lebih adaptif ketika 
pembentuk hukum tidak menganggap aturan sebagai 
produk yang sempurna, tetapi sebagai instrumen 
yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan 
masyarakat (Kandia & Wiryawan, 2025; Mustafa 
dkk., 2025). 

3. Rekayasa Sosial, Teknologi, dan Transformasi 
Perilaku Masyarakat 

Teknologi telah mengubah cara rekayasa 
sosial berlangsung. Pada masa ketika kehidupan 
sosial terutama berlangsung melalui institusi fisik, 
hukum negara menjadi salah satu instrumen utama 
dalam mengarahkan perilaku. Saat ini, perilaku 
masyarakat juga dibentuk oleh sistem digital. 
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Platform, algoritma, aplikasi, media sosial, dan sistem 
informasi dapat menentukan informasi yang dilihat 
seseorang, layanan yang dapat diakses, rekomendasi 
yang diterima, bahkan peluang tertentu yang 
tersedia. Rekayasa sosial dengan demikian tidak lagi 
hanya berlangsung melalui peraturan formal, tetapi 
juga melalui arsitektur teknologi (Firdaus dkk., 2025; 
Mukabbir, 2025). 

Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara 
algoritma bekerja. Algoritma melakukan 
penyaringan dan pengurutan informasi berdasarkan 
data tertentu. Dalam media sosial, misalnya, 
pengguna tidak menerima seluruh informasi yang 
tersedia secara acak. Sistem memilih dan menyusun 
informasi berdasarkan karakteristik tertentu dengan 
tujuan meningkatkan relevansi atau keterlibatan 
pengguna. Proses tersebut dapat memengaruhi 
perhatian, pilihan, dan kebiasaan masyarakat. 
Algoritma pada akhirnya memiliki fungsi sosial 
karena ikut menentukan lingkungan informasi 
tempat seseorang membuat keputusan (Metzler & 
García, 2023; Morales-Muñoz dkk., 2026). 

Pengaruh teknologi juga terlihat dalam 
aktivitas ekonomi. Platform digital dapat 
mempertemukan pekerja dan konsumen, 
menentukan reputasi melalui sistem penilaian, serta 
menggunakan data untuk menentukan rekomendasi 
dan prioritas layanan. Sistem scoring dan ranking 
dapat membuka peluang bagi sebagian orang, tetapi 
pada saat yang sama dapat menciptakan hambatan 
bagi orang lain. Ketika keputusan tersebut dilakukan 
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secara otomatis, masyarakat sering kali tidak 
mengetahui bagaimana penilaian dibuat. Persoalan 
tersebut menunjukkan bahwa desain teknologi dapat 
menghasilkan konsekuensi yang serupa dengan 
pengaturan hukum (Mukabbir, 2025). 

Teknologi juga dapat digunakan untuk 
memperluas pengawasan. Data mengenai aktivitas 
masyarakat dapat dikumpulkan, dianalisis, dan 
digunakan untuk memprediksi pola perilaku. Dari 
sisi tertentu, kemampuan tersebut dapat membantu 
meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan. 
Namun, semakin besar kemampuan pengawasan, 
semakin besar pula kebutuhan untuk membatasi 
penggunaannya. Pengawasan tanpa dasar hukum 
dan mekanisme kontrol dapat mengganggu privasi 
dan menciptakan ketimpangan kekuasaan antara 
pihak yang menguasai data dan pihak yang datanya 
dikumpulkan (Mukabbir, 2025). 

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika 
artificial intelligence digunakan untuk 
menghasilkan keputusan atau rekomendasi. AI dapat 
bekerja dengan data dalam jumlah besar dan 
menemukan pola yang sulit dikenali secara manual. 
Kemampuan tersebut memberikan manfaat bagi 
berbagai sektor, termasuk administrasi, ekonomi, 
pelayanan publik, dan penegakan hukum. Namun, 
sistem AI juga dapat membawa bias dari data yang 
digunakan untuk melatihnya. Jika data masa lalu 
mengandung ketimpangan, sistem dapat 
menghasilkan keputusan yang mempertahankan 
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ketimpangan tersebut dalam bentuk baru (Morales-
Muñoz dkk., 2026; Mukabbir, 2025). 

Karena itu, teknologi tidak dapat dianggap 
sebagai instrumen yang sepenuhnya netral. 
Teknologi selalu dirancang untuk tujuan tertentu dan 
bekerja berdasarkan pilihan manusia. Ketika suatu 
platform memilih sistem rekomendasi tertentu, 
terdapat keputusan mengenai apa yang dianggap 
relevan. Ketika suatu institusi menggunakan sistem 
prediksi, terdapat keputusan mengenai data apa yang 
digunakan dan risiko apa yang dianggap penting. 
Pilihan tersebut memiliki konsekuensi sosial dan 
karenanya perlu dapat dipertanggungjawabkan. 

Konsentrasi teknologi juga membawa 
persoalan kekuasaan. Pihak yang menguasai data, 
infrastruktur, platform, dan algoritma memiliki 
kemampuan lebih besar untuk menentukan 
bagaimana informasi bergerak dan bagaimana 
pengguna berinteraksi. Kekuasaan tersebut berbeda 
dengan kekuasaan negara yang biasanya memiliki 
dasar kewenangan formal. Kekuasaan teknologi 
dapat bekerja melalui desain dan ketergantungan 
masyarakat terhadap sistem tertentu. Karena itu, 
sosiologi hukum perlu memperluas perhatian dari 
kekuasaan negara menuju kekuasaan yang muncul 
dari penguasaan teknologi (Mujiono & Ticualu, 2025; 
Mukabbir, 2025). 

Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola 
yang menempatkan teknologi dalam kerangka 
hukum dan etika. Sistem yang digunakan untuk 
memengaruhi keputusan masyarakat harus dapat 
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diperiksa. Masyarakat perlu memiliki ruang untuk 
mengetahui alasan keputusan yang berdampak 
terhadap dirinya dan memperoleh mekanisme 
keberatan ketika terjadi kesalahan. Transparansi, 
perlindungan data, pengujian bias, dan pengawasan 
manusia menjadi bagian penting dari rekayasa sosial 
berbasis teknologi. 

Transformasi digital juga tidak boleh dilihat 
hanya dari sisi efisiensi. Sistem yang cepat belum 
tentu sistem yang adil. Personalisasi informasi dapat 
meningkatkan engagement, tetapi juga dapat 
memperkuat pola informasi yang sudah ada. Sistem 
penilaian dapat mempermudah pengambilan 
keputusan, tetapi dapat memberikan dampak lebih 
berat kepada kelompok tertentu. Karena itu, 
penggunaan teknologi harus selalu diikuti 
pertanyaan mengenai dampaknya terhadap 
masyarakat (Metzler & García, 2023; Morales-Muñoz 
dkk., 2026). 

Masa depan rekayasa sosial akan semakin 
bergantung pada kemampuan menggabungkan 
hukum dan teknologi secara bertanggung jawab. 
Teknologi dapat membantu hukum memahami 
perubahan, sedangkan hukum dapat memberikan 
batas terhadap penggunaan teknologi. Hubungan 
tersebut tidak seharusnya menghasilkan dominasi 
salah satu pihak. Teknologi perlu diarahkan oleh 
prinsip hukum, sementara hukum perlu memahami 
karakter teknologi agar regulasi yang dibentuk tidak 
tertinggal dari perubahan yang hendak diaturnya 
(Firdaus dkk., 2025). 
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4. Partisipasi Masyarakat dan Rekayasa Sosial yang 
Demokratis 

Perubahan sosial melalui hukum tidak 
seharusnya berlangsung hanya dari atas ke bawah. 
Masyarakat yang menjadi sasaran perubahan 
memiliki pengetahuan mengenai persoalan yang 
mereka hadapi dan pengalaman mengenai dampak 
suatu kebijakan. Karena itu, masyarakat perlu 
ditempatkan sebagai subjek dalam proses 
pembentukan hukum. Rekayasa sosial yang 
demokratis dimulai dari pengakuan bahwa 
perubahan yang berkelanjutan membutuhkan 
keterlibatan pihak yang mengalami perubahan 
tersebut. 

Partisipasi dapat dimulai dari tahap 
identifikasi masalah. Sebelum suatu aturan dibentuk, 
pembentuk kebijakan perlu mengetahui persoalan 
yang benar-benar dirasakan masyarakat. Data 
administratif memang penting, tetapi pengalaman 
masyarakat dapat memperlihatkan persoalan yang 
tidak selalu terlihat dalam statistik. Ketika 
masyarakat diberi kesempatan untuk 
menyampaikan pengalaman, hukum memiliki 
peluang lebih besar untuk menjawab persoalan yang 
nyata. 

Partisipasi juga penting dalam pembentukan 
peraturan. Masyarakat dapat menyampaikan 
pendapat, memberikan kritik, mengusulkan 
perubahan, dan mengawasi proses legislasi. 
Keterlibatan tersebut memperkuat legitimasi karena 
masyarakat tidak hanya menjadi penerima aturan, 
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tetapi turut menjadi bagian dari proses 
pembentukannya. Namun, partisipasi harus 
berlangsung secara bermakna. Kehadiran 
masyarakat dalam suatu forum tidak cukup apabila 
pandangan yang disampaikan tidak 
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 
(Beni & Malik, 2026; Sánchez-Soriano dkk., 2024). 

Teknologi digital membuka kemungkinan 
baru bagi partisipasi. Masyarakat dapat 
menyampaikan aspirasi tanpa harus selalu hadir 
secara fisik dalam suatu lembaga. Platform digital 
memungkinkan konsultasi publik, penyebaran 
dokumen, diskusi, pengumpulan masukan, dan 
penyampaian pengaduan berlangsung lebih cepat. 
Konsep civic engagement 4.0 menunjukkan 
bagaimana kanal digital dapat digunakan untuk 
memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses 
pemerintahan dan pembentukan kebijakan 
(Manurung dkk., 2025). 

Namun, partisipasi digital juga memiliki 
keterbatasan. Tidak semua masyarakat memiliki 
akses internet, perangkat, atau kemampuan untuk 
memahami informasi kebijakan. Kelompok yang 
paling rentan justru dapat menjadi kelompok yang 
paling sulit berpartisipasi. Karena itu, digitalisasi 
partisipasi tidak boleh dianggap sebagai pengganti 
seluruh mekanisme partisipasi konvensional. 
Saluran tatap muka, konsultasi komunitas, 
pendidikan kewargaan, dan mekanisme representasi 
tetap diperlukan agar partisipasi tidak hanya 
dinikmati oleh masyarakat yang memiliki 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 239 

 

kemampuan digital tinggi (Beni & Malik, 2026; Ter-
Minassian, 2025). 

Partisipasi juga harus disertai keterbukaan 
informasi. Masyarakat tidak dapat berpartisipasi 
secara bermakna apabila informasi yang diperlukan 
tidak tersedia atau sulit dipahami. Transparansi 
bukan hanya persoalan membuka dokumen, tetapi 
juga membuat informasi dapat dimengerti oleh 
masyarakat. Pendidikan kewargaan dan literasi 
hukum menjadi penting agar masyarakat dapat 
memahami konsekuensi kebijakan dan 
menyampaikan pendapat berdasarkan informasi 
yang memadai (Manurung dkk., 2025; Sánchez-
Soriano dkk., 2024). 

Kelompok rentan memerlukan perhatian 
khusus. Partisipasi yang tidak memperhitungkan 
ketimpangan sosial dapat menghasilkan kebijakan 
yang lebih banyak mencerminkan kepentingan 
kelompok yang kuat. Kelompok miskin, masyarakat 
terpencil, penyandang disabilitas, pekerja informal, 
kelompok lanjut usia, dan masyarakat dengan literasi 
digital rendah perlu memperoleh ruang partisipasi 
yang sesuai dengan kondisi mereka. Prinsip 
inklusivitas mengharuskan proses perubahan sosial 
tidak meninggalkan pihak yang paling mudah 
terdampak oleh perubahan (Sánchez-Soriano dkk., 
2024). 

Dalam kerangka tersebut, konsep legal 

empowerment menjadi penting. Masyarakat perlu 
memiliki kemampuan untuk memahami haknya, 
mengenali persoalan hukum, menggunakan 
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mekanisme penyelesaian masalah, dan berinteraksi 
dengan institusi hukum. Pemberdayaan hukum 
membuat masyarakat tidak hanya menjadi objek 
perlindungan, tetapi memiliki kemampuan untuk 
memperjuangkan kepentingannya. Hukum yang 
demokratis dengan demikian tidak hanya 
memberikan hak secara formal, tetapi juga 
membangun kemampuan masyarakat untuk 
menggunakan hak tersebut. 

Partisipasi juga dapat dikembangkan melalui 
co-production of justice. Keadilan tidak selalu 
dihasilkan oleh lembaga negara secara sendirian. 
Masyarakat, organisasi sosial, komunitas, lembaga 
pendidikan, organisasi profesi, dan kelompok 
kepentingan dapat berperan dalam menciptakan 
kondisi sosial yang mendukung keadilan. Hubungan 
tersebut membuat proses hukum lebih dekat dengan 
pengalaman masyarakat dan memungkinkan 
munculnya solusi yang sesuai dengan konteks lokal. 

Pada akhirnya, rekayasa sosial yang 
demokratis membutuhkan keseimbangan antara 
kewenangan negara dan kemampuan masyarakat. 
Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk 
membentuk aturan dan melindungi kepentingan 
umum. Namun, masyarakat harus memiliki ruang 
untuk memengaruhi arah perubahan, mengawasi 
pelaksanaan, dan memberikan evaluasi. Dengan cara 
tersebut, hukum tidak hanya memperoleh legitimasi 
dari prosedur formal, tetapi juga dari keterlibatan 
masyarakat yang merasakan langsung akibatnya 
(Mustafa dkk., 2025). 
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5. Masa Depan Sosiologi Hukum dan Rekayasa 
Sosial yang Berkeadilan 

Masyarakat masa depan akan ditandai oleh 
perubahan yang semakin cepat. Teknologi baru dapat 
muncul sebelum hukum memiliki kesempatan untuk 
memahami seluruh konsekuensinya. Pola kerja dapat 
berubah, hubungan ekonomi dapat berpindah ke 
platform digital, dan interaksi sosial dapat 
berlangsung melalui sistem yang dikendalikan 
algoritma. Dalam kondisi tersebut, hukum tidak 
dapat terus-menerus menunggu persoalan muncul 
sebelum melakukan perubahan. Diperlukan 
kemampuan untuk membaca kecenderungan sosial 
dan memperkirakan risiko yang mungkin muncul 
(Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025). 

Sosiologi hukum memiliki peran penting 
dalam proses tersebut karena perubahan hukum 
harus dimulai dari pemahaman mengenai perubahan 
masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum 
melihat hubungan antara teknologi, struktur sosial, 
perilaku, kekuasaan, dan institusi. Hukum tidak 
hanya bertanya apakah suatu tindakan sesuai dengan 
aturan, tetapi juga mempertanyakan mengapa 
tindakan tersebut terjadi, siapa yang terdampak, dan 
bagaimana aturan dapat menghasilkan konsekuensi 
sosial tertentu. Dengan pendekatan demikian, hukum 
dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan. 

Masa depan hukum juga membutuhkan 
anticipatory governance. Pemerintah dan lembaga 
hukum perlu membangun mekanisme untuk 
mengidentifikasi risiko sebelum berkembang 
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menjadi persoalan besar. Evaluasi teknologi, 
pengujian kebijakan, konsultasi publik, dan 
pemantauan dampak regulasi dapat digunakan untuk 
mengembangkan kemampuan tersebut. Hukum 
kemudian menjadi sistem yang belajar dari 
pengalaman, bukan sistem yang hanya bergerak 
setelah krisis terjadi (Firdaus dkk., 2025). 

Kemampuan adaptif tersebut tidak berarti 
bahwa setiap aturan harus mudah berubah. Hukum 
tetap membutuhkan stabilitas agar masyarakat 
memperoleh kepastian. Adaptivitas berarti memiliki 
kemampuan melakukan penyesuaian ketika terdapat 
alasan yang kuat berdasarkan perubahan sosial dan 
pengalaman penerapan. Keseimbangan antara 
stabilitas dan perubahan menjadi penting agar 
hukum tidak tertinggal, tetapi juga tidak 
menciptakan ketidakpastian akibat perubahan yang 
terlalu cepat. 

Evaluasi dampak hukum menjadi bagian 
penting dari proses tersebut. Suatu aturan perlu 
dilihat berdasarkan hasil yang dihasilkan dalam 
kehidupan masyarakat. Apakah aturan tersebut 
benar-benar mencapai tujuan? Apakah terdapat 
kelompok yang menerima beban lebih besar? Apakah 
terdapat dampak yang tidak diperkirakan? Apakah 
teknologi yang digunakan menghasilkan 
diskriminasi? Pertanyaan tersebut membuat proses 
pembentukan hukum tidak berhenti pada tahap 
legislasi, tetapi berlanjut hingga tahap evaluasi. 

Pendekatan lintas disiplin juga akan semakin 
diperlukan. Persoalan mengenai AI, misalnya, 
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membutuhkan pengetahuan hukum sekaligus 
pemahaman mengenai teknologi, ekonomi, sosiologi, 
etika, dan kebijakan publik. Persoalan ketimpangan 
digital juga tidak dapat diselesaikan melalui hukum 
saja karena berkaitan dengan infrastruktur, 
pendidikan, pendapatan, dan budaya. Hukum masa 
depan karena itu perlu terbuka terhadap 
pengetahuan dari berbagai bidang agar mampu 
memahami persoalan secara utuh. 

Keadilan substantif harus menjadi orientasi 
dalam proses tersebut. Efisiensi tidak dapat dijadikan 
satu-satunya ukuran keberhasilan hukum. Sistem 
digital yang mempercepat pelayanan tetapi tidak 
dapat digunakan kelompok tertentu belum dapat 
disebut adil. Algoritma yang menghasilkan 
keputusan secara cepat tetapi tidak memberikan 
kesempatan untuk memperoleh penjelasan juga 
memiliki persoalan keadilan. Karena itu, teknologi 
perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap hak 
dan posisi sosial masyarakat (Christiani dkk., 2026; 
Mujiono & Ticualu, 2025). 

Perlindungan hak asasi manusia menjadi 
batas penting bagi rekayasa sosial. Negara dan 
perusahaan teknologi memiliki kemampuan yang 
semakin besar untuk mengumpulkan informasi dan 
memengaruhi perilaku. Kemampuan tersebut harus 
diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan 
pertanggungjawaban. Masyarakat perlu memiliki 
hak untuk mengetahui bagaimana data digunakan, 
bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana 
keberatan dapat diajukan ketika terjadi kesalahan. 



 

Sosiologi Hukum di Era Disrupsi: Membangun Keadilan 
yang Adaptif                                 | 244 

 

Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika 
keputusan yang dihasilkan teknologi berdampak 
terhadap pekerjaan, pelayanan publik, akses 
ekonomi, atau kebebasan seseorang. 

Masa depan sosiologi hukum juga 
membutuhkan masyarakat yang memiliki 
kemampuan berpartisipasi. Hukum yang adaptif 
tidak akan berjalan apabila masyarakat tidak 
memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman 
dan kebutuhan. Partisipasi publik, legal 

empowerment, pendidikan hukum, dan literasi digital 
menjadi bagian dari infrastruktur sosial bagi hukum 
masa depan. Dengan masyarakat yang lebih berdaya, 
perubahan hukum dapat berlangsung melalui proses 
dialog, bukan hanya melalui perintah. 

Rekayasa sosial masa depan dengan 
demikian harus meninggalkan pandangan bahwa 
perubahan dapat dicapai hanya melalui peningkatan 
kontrol. Kontrol tetap menjadi salah satu fungsi 
hukum, tetapi tidak dapat menjadi tujuan tunggal. 
Masyarakat yang tertib bukan hanya masyarakat 
yang takut melanggar aturan, melainkan masyarakat 
yang memahami alasan suatu aturan, percaya 
terhadap institusi, dan melihat hukum sebagai 
instrumen yang melindungi kepentingannya. 

Dalam konteks tersebut, teknologi harus 
ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan. AI, big data, 
algoritma, dan platform digital dapat memperkuat 
kemampuan lembaga hukum, tetapi keputusan yang 
menyangkut manusia tetap memerlukan 
pertimbangan mengenai konteks, nilai, dan keadilan. 
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Teknologi dapat membantu menemukan pola, tetapi 
tidak dengan sendirinya menentukan apa yang adil. 
Keputusan hukum tetap membutuhkan tanggung 
jawab manusia dan mekanisme pertanggungjawaban 
yang jelas (Mustafa dkk., 2025; Ter-Minassian, 2025). 

Sosiologi hukum pada masa depan juga perlu 
semakin memperhatikan hubungan antara hukum 
formal dan kekuatan sosial nonnegara. Perusahaan 
teknologi, komunitas digital, organisasi masyarakat 
sipil, dan berbagai kelompok sosial memiliki 
kemampuan untuk memengaruhi perilaku dan 
membentuk norma. Ruang hukum menjadi semakin 
kompleks karena aturan negara berinteraksi dengan 
aturan platform, kebiasaan komunitas, standar 
profesional, dan mekanisme digital. Pemahaman 
terhadap pluralitas tersebut penting agar hukum 
tidak hanya melihat sumber kewenangan formal, 
tetapi juga memahami sumber pengaruh sosial yang 
bekerja dalam masyarakat. 

Pada akhirnya, rekayasa sosial yang 
berkeadilan harus berorientasi pada manusia. 
Perubahan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, 
tetapi efisiensi bukan tujuan akhir hukum. 
Pembangunan ekonomi dapat meningkatkan 
kesejahteraan, tetapi manfaatnya harus 
didistribusikan secara adil. Digitalisasi dapat 
memperluas akses, tetapi tidak boleh menciptakan 
bentuk eksklusi baru. Setiap perubahan yang 
diarahkan melalui hukum harus mempertimbangkan 
siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang 
menghadapi risiko, dan bagaimana kelompok yang 
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berada dalam posisi lemah memperoleh 
perlindungan. 

Dengan demikian, masa depan sosiologi 
hukum bukan sekadar persoalan bagaimana hukum 
mengikuti perkembangan zaman. Tantangan yang 
lebih besar adalah bagaimana hukum dapat 
mengarahkan perubahan tanpa kehilangan keadilan. 
Hukum perlu memiliki kemampuan membaca 
perubahan sosial, memahami teknologi, 
mengevaluasi dampak, membuka ruang partisipasi, 
dan melindungi hak. Rekayasa sosial harus 
ditempatkan dalam kerangka demokratis sehingga 
masyarakat menjadi bagian dari proses perubahan, 
bukan sekadar objek yang diubah. 

Bab ini pada akhirnya menegaskan bahwa 
sosiologi hukum dan rekayasa sosial merupakan dua 

pendekatan yang saling melengkapi. Sosiologi 
hukum membantu memahami masyarakat 
sebagaimana adanya, sedangkan rekayasa sosial 
membantu memikirkan masyarakat sebagaimana 
yang ingin dibangun melalui hukum. Keduanya 
membutuhkan teknologi yang bertanggung jawab, 
kelembagaan yang kuat, partisipasi yang bermakna, 
serta orientasi pada keadilan substantif. Masa depan 
hukum bukanlah hukum yang paling cepat atau 
paling kuat mengendalikan masyarakat, melainkan 
hukum yang mampu belajar dari masyarakat, 

beradaptasi terhadap perubahan, melindungi 

manusia, dan mengarahkan transformasi sosial 

menuju kehidupan yang lebih adil dan bermartabat 
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(Firdaus dkk., 2025; Mustafa dkk., 2025; Ter-
Minassian, 2025). 
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